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Di Pengadilan Agama Purbalingga 
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Sengketa akad pembiayaan pada bank syariah sangat rnungkin terjadi* 
karena bank syariah juga merupakan unit bisnis yang tidak bisa terlepas dari 
kemungkinan-hmungkinan penyimpangan d m  resiko-resiko yang timbul dari 
kegiatan bisnis tersebut. Penyelesaian sengketa bank syariah berbeda dengan 
penyelesaian sengketa pada bank konvensional. Penelitian ini hendak mengkaji 
tentang penyelesaian sengketa pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agama 
Purbalingga. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian 
sengketa akad pembiayaan musyarakah di bank syariah dilahkan oleh 
Pengadilan Agama Purbalingga ah bagaimana aspek hukum yang timbul &lam 
penyelesaian sengketa tersebut dengan mengedepankan aspek keadilan ekonomi. 

Penelitian ini &pat dikategorikan penelitian hukum doktrinaIJ teknik 
pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari 
Pengadilan Agama Purbalingga, ah &a sekunder diperoleh deri library 
research dengan menggunakan metode kualitatg 

Berdasarkan h i 1  penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penyelesaian sengketa pembkyaan musyarakah yang diproses Pengadilan Agama 
Purbalingga dapat diketahui dengan melihat keseswian akad baik secara Hukum 
Islam maupun h u h  perdata pada KUH Perdata Pemilihan lembaga PeradiIan 
Agama untuk menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syariah rnempakan 
pilihan yang tepat dun bijahsana. 

Kata lcunci: Pengadilan Agama Purbalingga, Penyelesaian Sengketa Musyarakah 
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B A B  I 

PENDAHULUAN 

A. La tar Belakang Masalab 

Pembicaraan mengenai penyelesaian sengketa akad pernbiayaan bank 

syariah sama pentingnya dengan pembicaraan bank syariah itu sendiri. Sengketa 

akad pembiayaan pada Bank Syariah sangat mungkin terjadi, karena bank syariah 

juga merupakan unit bisnis yang tidak bisa terlepas dari kemungkinan- 

kemungkinan penyimpangan dan resiko-resiko yang timbul dari kegiabn bisnis 

tersebut. 

Akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang 

dibenarkan Syari'at Islam, yang menetapkan adanya akibat hukum pada 

objeknYa1. Menwut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul 

sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat 

hukurn pada objeknya2. Dalam Bank Syariah akad yang dilakukan memiliki 

konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan 

Sebagai lembaga intermediary, Bank bekerja menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Di samping ity 

bank juga bekerja menyelenggarakan jasa-jasa perbankan lainnya Dalam Bank 

Konvensional, kegiatan menyelenggarakan jasa-jasa perbankan laimya ini, 

I KH. Ahrnad Azhar Basyir, MA, Asararas Hukum hhamalar Islam, Yogyakam U1 
Press, 2004, hlm. 65. 

Prof. Dr. Syamsul Anwar, Hukum Perjrmjian J)ulriah Srudi Tmtang Teori A M  
O a b  Fikih Muamalot, laliarla: Rajawali Press, 2007, hlm. 68 

Muhirmmnd Syafii Antonio, Bank 33uriah Lkri Teori Ke Praktek Jakarta: Tazkia 
Cendekia, 2001, hlm. 29. 



pengambilan keuntungannya berbasisfee4, sementara layanan menghimpun dana 

dari masyarakat 0';mding) dar~ menyalu.rkan dana (lending) merupakan kegiatan 

yang berbasis W t .  Bank Konvensional meskipun menyediakan behagai macam 

produk finding5 dan fending6, namun kesemuanya diikat dengan satu jenis 

perjanjian, yaitu pejanjian kredit. 

Kredit adalah penyerahan uang, jasa, atau uang dari satu pihak yang 

merupakan kreditur, atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak 

lain yang metupakan nasabah atau pengutang, dengan janji membayar dari 

penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua 

belah pihak7. Pagertian ]credit menurut Undang Undang adalab penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dagan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasai utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bungs.' Kredit merupakan jenis kontrak yang sudah pasti (certainty 

contract). Kreditur akan mendapat angsuran pengembalian bunga dari debitur 

tanpa perlu mempematikan kondisi keuangan debitur. Hal itu terjadi baik bank 

4 Upah rang diterima oleh Bank Syariah sebagai jasa telah memberih layanan af 
wakalah, a1 kqhalah. af hawalah, m rahn, 

F d n g  merupakan insisnunen penghmpunan dana masyakat, pada unnunnya 
instrumen funding menggmab dad wadhiah amanah, wadhiah dhamanah (current account, 
saving account) dan deposit0 mudharabah 

Lending menrpakan isnstrumen Bank Synriah dalam menyalurkan dam bank, pada 
umunmya lending rnenggunakan oknd rnumbibh, saiam, istisna, ijarah, musts- 
mudhntab+ 

ProE Dr. K V e i U  R i v i ,  MBA dim Andria Permata VeithzaL B. Acct, MBA, 
Credit Mmagemenf H d  Book Twri, Konsep. Prosedur dan Aplikasi, Pandican Prakfis 
M&xrj.wa, Bankir dsn Nmabah. J d m t x  Rajawaiipress, 2006, hlm.3. 

' P a d 2 1  ayai 1 l Undang-undang Nomor 10 Tahun 1938 tentang Perubahan Undang- 
undang Nornor 7 Tnhun L9!32 Tentang Perbank 



sebagai kreditur -la menyalurkan kredit kepada masyarakat ataupun bank 

sebagai debitur manakala bank menerima dana dari masyarakat. 

Akad dalam transaksi Bank Syariah, selain layanan jasa yang berbasis 

fee, Bank Syariah menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

dalam bentuk pernbiayaan. Berbeda dengan pejanjian kredit d a b  Bank 

Konvensional yang hanya membutulhn satu macam perjanjian atau akad, yaitu 

perjanjian kredit, akad dalam Bank Syariah terdiri dari berbagai macam bentuk 

akad tergantung dari transaksi yang dibutuhkan. Meskipun Bank Syariah 

menggunakan berbagai macam akad, bila dimmati, transaksi Bank Syariah hanya 

menggunakan dua macam akad yaitu, yang pertama merupakan akad yang sudah 

pasti (natural certainty contract), yaitu akad yang berbasis fee dan margin, dan 

yang kedua merupakan akad yang tidak pasti (nutural uncertainty contmct), yaitu 

akad yang behasis bagi hasil yang tidak ada kepasatian di dalamnya9 

Jenis akad yangperma, yaitu akad yang berbasis fee dan margin, Bank 

Syariah hanya mengambil upah dari jasa yang telah di lakukan oleh Bank Syariah, 

Dalam akad berbasis margin, Bank Syariah hanya mengambil keunhmgan dari 

selisih (margin) antara harga pembelian dan harga penjualan, dalam akad ini Bank 

Syariah hanya bertindak selaku penjual. Dalam hukum Islam, mengambil upah 

daa melakukan perdagangan hala1 hukumnyalO. Jadi pengambilan keuntungan 

yang ditetapkan secara pasti dan diangsu~ secara tetap layaknya Bank 

Konvensional bukadlah suatu masalah. 

IT. Adiannan A Karim, SE, MBA, MAEP, Bank Islam Analisis Fiqih ckm Kcuangan, 
Jakarta- Rajawali Press, 2004, hlm. 71-81. 

lo Lihat Fatwa Dewan Syorinh Nosional Mrljelis Ularna Indonesia Nomor 04/DSN- 
MwlVROOO tanggal I April 2000 Tentang Murabahah. 



Jenis akad yang kedua yaitu akad bagi hasil, merupakan akad bagi hasil 

antara pemilik modal dan yang menjalankan modal. Akad bagi hasil tidak ada 

pemastian keuntungan sebagaimana terjadi pada akad berbasis fee dan margin. 

Akad bagi hasil digunakan dalam transdksi modal kerja. Uang yang dipercayakan 

pihak yang mempunyai dana kepada pihak yang menjalaukan usaha den- dana 

itu kemudian diputar dalam suatu bentuk usaha atau bisnis. Layaknya dalam dunia 

bisnis, bisa tetjadi untung bisa j u g  terjadi mgi, sehingga tidak pasti sifitnya. 

Pengambilan keuntungan dari sesuatu yang tidak pasti adalah suatu pemaksaan 

dan dholim sifatnya sehingga dilarang oleh agama. Oleh karena itu tidak boleh 

ada pemastian pembayaran kembali dari nasabah dalam pembiayan model bagi 

hasil ini' I. 

Kedua model akad tersebut di atas merupakan landasan dari operasional 

Bank Syariab. Namun demikian dalam praktek operasional, Bank Syariah masih 

banyak mengalami kesulitan Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya 

praktek akad bagi hasil yang merupakan inti (core) produk Bank Syariilh, Bank 

Syariah masih belum menemukan formula yang tepat untuk menjalankan akad 

bagi h i l l 2 ,  padallal akad bagi hasil inilah unsur utama yang membedakan Bank 

Syariah dengan Bank Konvensional. 

Selain permasalahan sebagaimana diurakan di atas, persoalan yang jug, 

sangat penting untuk diungkap adalah paoalan cara penyelesaian sengketa yang 

terjadi, apakah hams menggunakan h u h  Islam, dengan alasan bahwa akad 

I' Muhammad, O p r a s i d  Zkmk symiah. Jogiakarta: UII Press, 2000, blm. 9-1 8 
l2 Abdullah Saeed, Phd, Islamic Banking mul Interest; a S W  Of riba and Its 

Contemporary Inrerprrutiom ditejemahkan oleh Arif W h i n ,  M.Ag. , Jakam P m a m o d i  
1 %, hlm 103-1 06 



tersebut mempakan akad yang berdasarkan syari'at Islam, ataukan penyelesaian 

tersebut harus menggtmkan hukum posistif sebagai dasar hukum yang berlalru di 

Indonesia. Pertanyaan tersebut muncul karena perbedaan operasional Bank 

KonvensionaI dan Bank Syariah akan membawa konsekuensi terhadap cara 

penyelesaian sengketanya. Operasional yang berbeda memerlukan penangum 

penyelesaian yarlg berbda. 

Berbicara Bank Syariah dalam konteks hukum positif di Indonesia, akan 

terdapat two level of playing  field^; sharia level and legal level." Pemahaman 

tentang shcrria level dan legal level dimaksudkan bahwa pembicaraan transaksi 

bank syariah di Indonesia merupakan perpaduan dari dua hukum, yaitu hukum 

positif dan hukum Islam. Dasar konshtusional Bank Syariah di Indonesia adalah 

Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan 

menjalankan ibadah. Dalam Islam ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah 

mahdhah dan muamalah Transaksi pehankan syariah termasuk didam cakupan 

ibadah muamalah, oleh karena itu transaksi yang dilakukan harus sesuai den- 

prinsip-prinsip syariah. Selain keharusan sesuai dengan prinsip syariah, akad-akad 

yang digunakan harm mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, 

seperti Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasau berkontrak, Pasal 1320 

KUHPerdata tentang syahnya pejanjian, undang-undang nomor 7 Tahun 1989 

dan Undang-undax~g nomr 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang 

nomor 21 Tahun 2008 tentang Pdankan Syariah. 

13 Adiwarman A. Karim, &mR Islmn Amlisis Fiqih clan buangan, op.cir. hlm 362 



Di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa 

tersebut adalah Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama 

memperoleh mandat untuk menyelesaikan sengketa Bank Syariah melalui Pasal 

49 huruf i Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan 

Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang masih baru bagi Hakim dan 

aparat di lingkungan Peradilan Agama. 

Penyelesaian sengketa bank syariah tersebut menjadi meoarik untuk 

diteliti karena penyelesaian sengketa bank syariah berbeda dengan penyelesaian 

sengketa bank konvensional. Dalam penyelesaian sengketa bank syariah harus 

meqerhatikau dua aspek hukum, yaitu hukum positif clan syariah yang 

mengedepaukan aspek keadilan ekonomi, sehingga menjadi menarik untuk 

diteliti Di samping ity kewenangan untuk mengadili sengketa dalam bidang 

ekonomi syariah merupakan kewengana baru bagi Pengadilan Agama, yang 

tentunya sangat menarik untuk diteliti, bagaimana kesiapan Pengadilan Agama 

dalam mengemban amanat tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang peayelesaian sengketa akad pembiayaan syariah, deagan 

membatasi wilayah penelitian pada Pengadilan Agama Purbalingga. Pengadilan 

Agarna Purbalingga saat ini telah menyelesaikan kasus perkara perdata tentang 

akad musyarakah, yang diajukan oleh Direktur PT. BPR SYARIAH BUANA 

MlTRA PERWlRA melawan Herman Rasno Wibowo bin Sodirin dan Hami binti 



H. Ahmad Sudarmo, dengan nomor perkara 1047/Pdt.G/2006/PAPbg, dan 

perkara t d u t  sekarang telah mempmyai kekuatan hukum tetap. 

Gambaran ringkas terjadinya sengketa tersebut adalah bahwa antara PT. 

BPR SYARIAH BUANA MITRA PER- dan Herman Rmsno Wibowo bin 

Sodirin dan Harni binti H. Ahmad Sudarmo telah melakukan akad pejanjian 

pembiayaan musyarakah dengan nomor : 123/MSANIV2005, tanggal 20 Juli 

2005. Hennan Rasno Wibowo bin Sodirin dan Harni binti H. Ahmad Sudiirmo, 

selalru debitur, telah m e n d  modavpembiayaan musyarakah dari PT. BPR 

SYARIAH BUANA MITRA PERWRA selaku pihak kreditur, sebesar Rp. 

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan modal usaha gula merah dan 

kelontong. Akan tetapi, pihak debitur tidak mempergunakan modal tersebut untuk 

menjalankan usahanya, sebagaimana tersebut dalam perjanjian akad musyarakah 

tersebut. Kemudian pihak kreditur mengajukan perkara sengketa tersebut kepada 

Pengadilan Agama Purbalingga 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut di atas, maka 

parnasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanal& penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyatakah di 

Bank Syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga? 

2. Bagaimana aspek hulcum yang timbul dalam penyelesaian sengketa 

t d u t ?  



C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah 

Bank Syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga 

2. Urltuk mengetal~ui aspek hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa 

t d u t .  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan penyelesaian sengketa akad 

pembiayaan musyamkah, model penyelesaian sengketa akad pembiayan bank 

syariah yang dilakukan oleh peradilan agama, dengan harapan dipmleh faedah 

atau manfaat penelitk 

1 Secara teoritis, memberikan penjelasan tentang penyelesaian sengketa 

akad pembjaan musyarakah Bank Syariah, yang membedakan den- 

penyelesaian sengketa pejanjian kredit di Bank Konvensional di lembaga 

peradilan dalam hukum positifdi Indonesia 

2 Secara praktis, dengan diketahui model penyelesaian sengketa akad 

pembiayaan di Bank Syariah pada peradilan agama akan dapat dijadikan 

rujukan atau setidak-tidaknya sebagai bahan kajian bagi para hakim, 

praktisi hukum dan perbankan, dan untuk mengetahui penyelesaian 

sengketa akad pembiayaan Bank Syariah oleh peradilan agama dalam 

mendukung maksud dan tujuan Bank Syariah, sehingga peradilan agama 



dapat menjadi lembaga peradilan yang kredibel dalam menyelesaikan 

sengketa Bank Syariah dan menepis keragu-raguan pemerintah dim 

sebagian masyarakat. 

E. Keaslian Penelitian 

Pembal~asan mengenai Bank Syariah sepanjang penelusuran penulis 

memang sudah banyak, namun penelitian tentang akad pembiayaann bagi hasil, 

khususnya sengketa akad pembiayaan musyarakah pada Pengadilan Agama 

Purbahgga behm ada 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pa& umumnya 

membicarakan permasalahan operasional Bank Syariah, penyelesaian sengketa 

melalui perdarnaian yang dilakukan oleh para pihak dan badan arbitrase. 

F. Telaah Postaka 

Pernbahasan mengenai penyelesaian sengketa akad pembiayaan oleh Bank 

Syariah oleh Peradilan Agama belum banyak ditulis, baik dalam bentuk buku, 

disertasi maupun thesis. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh masih mudanya 

usia peradilan agama dalam memangku kewenangan menyelesaikan sengketa 

ekonomi Islam. Pengadilan Agama memperoleh kewenangan menyelesaikan 

sengketa ekonomi syarialb term& di dalamuya Bank Syariah sejak dua tahun 

yang laly tepatnya mulai tanggal 3 Maret 2006, dengan disahhmya Undang 

Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 7 

Tahun 1989 tentang Pefadilan Agama. 



Meskipun tidak ada disertasi yang secara spesifik mengkaji tentang 

kemampuan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa, namun dalam 

bentuk tesis maupun makalah-makalah telah ada yang membahasnya, meskipun 

kandungan isinya berbeda sama sekali dengan apa yang ditulis oleh penulis saat 

ini. 

Yusuf Buchari dalam thesisnya menulis tentang litigasi sengketa 

perbankan dalam perspektif Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

menyirnpulkan bahwa jenis sengketa perbankan syariah pada umumnya karena 

adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, adanya dm lapangan hukum 

dalam menyelesaikan sengketa. Yusuf Buchari sama sekali tidak menyinggung 

perbedaan penyelesaian sengketa Bank Syariah dan Bank konvensional, model 

yang digunakan hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa yang 

melibatkan akad-akad yang digunakan dalam akan Bank Syariah dan ketnudian 

mengujinya serta belum mampu menggambarkan apakah hakim paadilan agama 

telah mampu menyelesaikan sengeketa ekonomi syariah yang menjunjung tinggi 

keadilan yang membedakan dengan penyelesaian sengketa Bank ~onvensional'~ 

Dimasi Utary menyirnpulkan bahwa sengketa bank syari'ah tidak mumi 

diselesaikan berdasarkan syari'ah tetapi juga mengikutksertakaa pasal-pasal 

KUHPerdata dan Hukum  slant'^ Penelitian Utari tidak menggambarkan apa yang 

" YmuE Buclwi, Litigasi &ngketa Perbankan S'riah Dalam Prespekiiij Undbng- 
&g Nornor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No- 7 TrJuur 1989 
T e m g  Perodilan Aganm, Yogydarta, Thesis MSI UII, hd. 148-149. 

Is Utari Maharani Barus, Penerapn huRwn prjanjian islam bersm-wma ahgan 
hukum perjanjian menurut KUHPerdata : Studi rnengenai Akad pembiayaan mtam Bank Symi'ah 



penulis tulis karena pa& saat diseretasi dipertahankan kewenanagan peradilan 

agama dibidang ekonomi syariha belum ada, fokus Utari hanya penyelesaian pada 

tingkat BASYARNAS. ha1 tersebut untuk menjawab problema bahwa 

kenyataannya memang sejumlah instrument peradilan berdasarkan prinsip syariah 

belum ada, sepetti hukum acara perdata mengenai sengketa perbankan syariah 

Muhammad, dalam Disertasinya meny impulkan bahwa pertimbangau 

praktis pelaku bank syariah atas proyek yang akan dibiayai dengan kontrak 

mudharahah adalal~ proyek yang memiliki tingkat kesehatan, jaminan 

kesepakatan pembiayaan, prospek yang baik, laporan keuangan, kejelasan 

persymtan kontrak dan ketegasan waktu kontrak Di samping itu, mudharib harus 

memiliki kemampuan bisnis, adanya jaminan, reputasi, asal-usul dan komitmen 

usahaI6. Muhammad lebih fokus membicarakan permasalahan agensi dalam 

kontrak mudhambah, dan sama sekali tidak mernbicarakan penyelesaian sengketa 

di Pengadilan Agama 

Riga1 Ka'bah, &lam salah satu makalahnya yang berjudul "Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama" 

membahas tentang perubahan kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi 

syarjah. Dalam makalah tersebut, Rim menerangkan bahwa ekonomi syariah 

berdasarkan nilai-nilai Islam, belum adanya undang-undang materiil ekonomi 

syariah, sehingga mengandalkan hukum perdata dan h a  Dewau Syariah 

dan nasabahnya, D i s h  Sekolah Pascasajana, USU, dipertahankan tanggal 13 Januari 2006, ha1 
v-VlI, 29Q-2!x! 

l6 Muhammnd, Permxalahan Agency l k h m  Pembiayaan M-abah Pada &mk 
Sqmiah dl J h a i e  Jogjaliarla, Disertasi Pascasarjana FE UII, 2006, hlm. 189. 



Nasional, sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi peradilan agama, 

makalah tersebut tidak menyinggung implementasi penyelesaian sengketanya.17 

Abdul Gafin Anshori, dalam bukunya yang berjudul Peradilan Agma di 

Indonesia Parca Ilndang-undang Nornor3 Tahun 2006 menguraikan tentang 

tugas Peradih Agama pasca lahirnya Undang Undang Peradilan Agama yang 

baru. Dalam buku tersebut Abdul Ghofur Anshori menggambarkan bahwa hakim- 

hakim Pengadilan Agama di Jogjakarta mempunyai respon yang baik dalam 

menyambut kewalanganya yang baru, sebagian besar hakim dan panitera studi 

lanjut ke jenjang S2 untuk memperdalam kemampuan mereka dalam bidang 

Hukum Bisnis syariah.'* 

G. Kerangka Teori 

Kegiatan operasional Bank adalah kegiatan rnengbimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Di samping itu, 

Bank juga menjalankan usaha-usaha jasa-jasa perbankan. 

Bank adalah badan usaha yang men-un dana dari masyarakat dahm 

bentuk simpanan clan menyalurkmnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

danlatau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

b a ~ ~ a k . ' ~  Kegiatan opersional perbankan di Indonesia dilalrukan oleh Bank 

'' Rifial Ka'm Pcwyelesaiim &ngkeIa Ekonomi Spriah &@a &uah 
Kcwenanp  Bmu Pcmgdilan A g m ~ .  Varia Peradilan N o  245, Edisi April 2006, hlm. 19. 

l8 Prof. Dr. Abdul Gbofbr Ansbori, SH-MH., Peradilan Agama Di I n J o m a  Paxa 
~-~ N m o r  3 Tohrm 2006 &jarah. Kedmhkm cian Wmvenang, Jo@car&~ Ul1 Press 
2007, hlm 6 8 9 . ,  

l9 Pasall ayal(2) Undang-undang Nornor 10 Tahun 1998 Tentang Perbanlran 



Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang kegiatannya dilakukan secara 

ko~lvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.20 

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank 

berfimgsi sebagai lembaga intennediaty dengan usaha utama menghimpun dana 

dari masyarakat, clan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyardcat 

dan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.2' 

Bank, di samping mempunyai h g s i  ekonomi juga mempunyai h g s i  

sosial. Hal tersebut tercermin daliun Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 7 

Tahun 1992, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkamya 

kepada masyarakat dalam rangka menin- taraf hidup rakyat banyakZZ 

Definisi tersebut menunjukan bahwa bank selain memiliki h g s i  

ekonomi, juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi terletak pada kegiatan 

bisnis yaitu mengambil selisih antara dana pembelian simpanan dan penjualan 

kredit, sedangkan h g s i  sosial terletak pada aspek ikut berpetan aktif d a b  

usaha meaingkatkan taraf hidup rakyat 

Setelah melakukan akb'vitas penghirnpunan dana dari m e a t ,  

kegiatan bank berikutnya adalah menyalurkan kembali dana rnasyarakat tersebut 

dalam bentuk kredit ketengah-tengah masyarakat yang membutuhkan dana baik 

untuk mengembangkan usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. 

20 P a d  1 ayat (2 dan 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1 9 8  Tentang 
Perbankan 

Hessel Nogi S .  Tangkilisan, Mmgelola Krcdit Berbasis G o d  Cbpuate 
Gowrnance. Yo&ykarla : Balairung & Co, 2003, hlm 14. 

Pasal I ayal I Undang-undang nomor 7 tahun 1992. 
23 Jopie YusuSpanduan m a r  U& Account OBcer, Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN ,2004, hlrn 1. 



lstilah kredit berasal dari bahasa latin "credere ", "credo" dan "crediturn" 

yang kesemuanya berarti kepercayaan, dalam bahasa Inggris "Jiai~h" dan "tm~t" 

24. Kepercayaan di sini mempunyai pengertian bahwa pihak bank selaku kreditur 

akan memberikan kredit kepada pemohon kredit atau debitur didasari atas 

landasan kepercayaan 

Pengertian legal tentang kredit diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang ~erbankan:~~  

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagillan yang dapat 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjarn antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bmga". 

Pihak bank tidak akan memberikan kredit bila tidak menaruh rasa 

percaya kepada pemohon kredit atau debitur. Kepercayaan disini mempunyai arti 

bahwa pihak bank mempunyai keyakinan bahwa pemohon kredit akan mampu 

membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Keyakinan bank itu 

mmcul badasarkan atas analisis yang mendalam atas diri nasabah pemohon 

kredit. Analisis dalarn rangka menimbuUran keyakinan bank atas diri debitur 

bahwa debitur mampu membayar kembali pinjaman yang diterima dari bank 

disebut dengan anaslis kredit 

Model analisis kredit yang biasa dilakukan oleh bank adalah dengan 

1. Caracter 

Tangliilisan Op Cif hlm 14 
25 Pasal 1 ayal(11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tri Joko, Perbuatan me2awan Hukwn h lam Kebijakan Pemberian Kredit Uacet 
Pada Brmk Pem~Mntah, Varia Peradilan No. 261 Agustus 2007, hlm 70. 



Watak debitur serta kejujuan dan itikad baik seorang debitur sangat 

diperhatikan guns mengetahui tujuan, kemauan serta kemampuiin pernohon 

W i t  untuk menerima dan mengembalikan lagi dana dari bank tersebut bila 

d i k a b u b  nanti. Hal tersebut dapat diketahui dari data-data debitur yang 

dituangkan dalam pennollonan kredit 

2.  Capacity 

Pengelompokan kemampuan dari nasabah digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai cam debitur untuk mengelola bidang usahanya yang akan 

dibiayai dengan kredit yang dimohonkan Oleh karenanya kemampuan debitur 

sangat penting demi kelangsungan usaha debitur sehingga akhirnya debitur 

dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur. 

3. Capital 

Modal dari debitur dalam mengelola usaha dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan debitur. Hal ini untuk menguatkan keyakinan bank &lam 

mengetahui kemampuan debitur. 

4.  Collateml 

Untuk kepentingan pelunasan hutang dari debitur di kemudian hari maka 

nasabah perlu untuk menyediakan hartanya sebagai jaminan atau agunan. Hal 

ini juga untuk mengurangi risiko bagi pihak kreditur. 

5.  Condition 

Pentingnya ha1 ini untuk dinilai oleh bank,sebab ha1 ini menyangkut objek 

yang akan dibiayai oleh kredit yang dimohonkan oleh debitur, jangan sampai 

kredit yang dimaksud disalah- oleb debitur. Apabila tidak sampai 



kredit yang dimaksud disalahgunakan oleh debitur. Apabila tidak diteliti 

dengan cermat dan seksama maka tujuan penggunaan kredit dapat 

disalahgunakan oleh debitur dan kemungkinan besar menjadi kredit yang 

bermasalah 

Dalam praktek analisis, kredit sangat tergantung pada jaminan yang 

mernadai. Pasal 2 ayat 1 SK Direksi BI N o  23169lKEPlDir tanggal 28 Pebruari 

1991 menyatakan bahwa jaminan mempakan keyalunan dari bank d a b  

memberikan kredit-usaha yang bagus, karakter yang bagus, kondisi yang bagus 

agar berfUngsi bib ada jaminan yang memadai yang akan melindungi piutang 

debitur, sebaliknya tanpa jaminan analisis yang lain akan dike~am~ingkan.~~ 

Kredit dalam bank terdiri dari berbagai macam jenisnya. Kredit menurut 

tujuan penggunaannya terdiri dari kredit modal kerja28, kredit investasi2' dan 

kredit konsurnsiM. Meskipun jenis-jenis kredit bank bervariasi namun hanya diikat 

oleh satu model perjanjian yaitu perjanjian kredit. Piutang bank, dalam perjanjian 

kredit dilindungi oleh jaminan yang bisa dilelang setiap saat manakala debitur 

melanggar perjanjian atau tidak dapat mengembalikan utang sebagaimana 

tertuang dalam perjanjian. Eksekusi pencairan jaminan bisa dil- den- 

27 Pasal 2 ayat 1 SK Direhi B1 No 23169/KEP/Dir tahun 1991 
Kredit modal kerja adalah hedit untuli modal perusahaan dalam ran* 

pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembdian bahan baku, bahan penolonglpembant~~, 
barmg d i l g m p  biya-ebrsploitasi modal kerja, piutrmg dm lain-lain 

Kredil lnvestasi adalah kredit bejanglia menengah dan panjang yang d i i i k a n  
kepnda us&-u& gum merehabilitnsi, modemisasi, perluasan atau penditian proyek bmq 
midnya untuk pembelian mesin-mesin, bmgunm, timah untuk pabrik, pembelian alat-alat 
produksi bim~., perbidan alnt-Jat produksi secm besnr-besaran. 

Kredit ymg diberikm bank kepada pihak debitur perorangan, termnsuk -wan 
bank sendiri, untuk keperlum konsumsi b m p  borong aim jnsa dengan cara membeli, menyewa 
mu dengan cora lain Yang termnsuk kredit konsumsi ini addah kredit perurnahan untuk dip* 
sendiri, kredit kendaraan untuk dipakai sendiri, pembayaran sewa kontrak rumah, pembelian alat- 
alat nnnah tangga 



meminta penetapan terlebih dahulu kepada pengad~lan~'. Melihat kondisi ini bisa 

dikatakan bahwa ada kepastian pengembalian kembali pada kredit perlmkan dan 

tidak ada risiko pada kredit bank. Dikatakan tidak ada risiko pada lrredit bank 

karena risiko itu muncul karena ada kondisi keti~lak~astian.~~ Semen- dengan 

adanya hak tanggungan membuat bank konvensional mempunyai kepastian akan 

dibayarnya hutang debitur. 

Sebagaimana Bank mum, Bank Syari'ah merupakan lembaga bisnis yang 

memiliki aturan ketat (highly regulated).33 Hal tersebut karena hgs i  bank 

sendiri yang merupakan lembaga intermediary, menjadi perantara antara pihak 

yang mengalami .\urplu.s of finds untuk dialirkan kepada pihak yang mengalami 

lack of finds. Highty regulated ini nimaksllrlkan untuk menjaga kepercayaan 

publik, karena tanpa kepercayaan publik, niscaya bisnis bank akan hancur. 

lstila. Bank Islam dan Bank Syari'ah secara akademik memang 

mempunyai pengertian yang berbeda namun secara teknis untuk penyebutan Bank 

Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama. Menurut Ensiklopedi 

Islam, Bank Islam adalah lembaga keuanga. yang usaha pokoknya menhedm 

3' Krmfor lelang hdak bersedia melaks;makan penjualan lelang objek hak tanggungan 
berdasrlian Pasal 6 UlHT atas permohonan Bank tanpa adanya fiat dari Bank. Alasan Kantor 
Lelang Negara dapat dipohami h e a  Kantor Lelrmg Negara dalarn melaksanakm P a 4  6 UUHT 
harus mendasarkan pda  Penjelasan Umum angko 9 jo Peyelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT 
yang pada intinya parate eksekwi hanrs mendasarkan Pasal 224 HLRIPnsal 256 RBg. 
pelaksadan lelang harus terlebih dahulu mendapatknn fiat Ketua Pengadilan Negeri dirnana 
objek Hak Tanggungan berada 

32 Mamduh M Hanafi, Mmrajmcn Risiko, Yogyakarta: UPP STlM YKPN, 2006 hlm, 
1. 

33 VVeifhzal Rivai dan Andrianan PermalaVeithzal, op.cit hlm xi. 



pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran orang 

yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at  slam.^^ 

Kehidupan bisnis perbankan syari'al~ sangat ditentukan be jalan tidaknya 

produk-produk yang dijual kepada nasabah. Kinerja bank syari'ah tidak hanya 

pemenuhan ketentuan syari'ahnya saja tetapi juga inovasi, efisiensi serta hasil 

akluniya. Seperti yarig dikatakmi Zeti Gubeniur Bank Negara Malaysia bahwa 

keberhasilan akan bergantung atas kepercayaan clan sistem ketersediaan produk 

dm kualitas serta kemauan industti untuk menggerakkannya.35 

Produk Bank Syari'ah dapat d~bedakan menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok wgerahan dana dan kelompok penyaluran dana. 36 

Kedua kelompok tersebut, baik pengemban maupun penyalm dana, 

kegiatannya hams dilakukan b e r d d a n  prinsip syari'ah. Pasal I angka 13 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: 

Prinsip Syariah adalah aturan pejanjian berdasarkan hukum Islam antara 
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 
syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
(mmkrabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal 
(mwyarakah)), pinsip jual beli barang dengan keuntungan (mumbaimh), 
atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 
(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan ata barang 
yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtim)37. 

" W d u m  Surnitro, Asas-asas Perbankm Islam & Lcmbaga-Lembaga Twkait, Jakatia 
: PT. Raya Gra6ndo Pen&, 2004 hlm 5. 

35 Zubair Haan, muduabah Sebogai Cam Pembiawan Dolam Perbankan Islam : 
Teori, Praktek dbn Permasalahannp (Kwnpulan hclisan dibuku, Bangunan ehvmmi p n g  
b e r M l a n ,  teori, praktek dbn realitas ekommrm Lslam) Jogjakarta : MLlgistra [nsmia P a  
Bekerjasama dengan MSI-UII) 2004 hln 206 

36 . Muhammad, Sstem dbn Prosedur Operasiional Bank Syariah, Jogjakmta; UII hess 
2005 h6l 

" U'ndmgUMiang Nomor 10 Tahun 19Y8 P a d  1 Angka 13 



Sebagai lembaga kepercayaan, bank syariah wajib melaksanaksrn prinsip 

kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap amanah. Legalitas 

terhadap kewajiban tersebut ada pada Pasal36, Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

nomor: 7/35/PBV2005 penzbahan atas Nomor : 6/24/PBL12004 tentang Bank 

Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarka. prinsip Syarhh, yakui; 

Bank wajib menerapkan prinsip Syariah dan primsip kehati-hatian dalam 

melakukan kegiatan usahanya melip* 38 

a. Melalrukan penghiiunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dm 

investasi, antara lain: 

1. giro her- pninsip syariah; 

2. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah; atau 

3. deposit0 berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, 

b. Melakukan penyaluran dana melalui; 

1. Ptinsip jual beli Wasarkan akad autara lain: 

a) Mumbahah; 

b) Is t ish . ;  

c) slim; 

2. Pnhsip baa hasil berdasarb akad antara lain: 

a) AkadmuarZaambah 

b) Akad musyarakah 

3. Priusip sewa meuyewa berdasarkan akad antara lain: 

a) Garah; 

PBI Nomor 71 35lPBV 2005 P d  36 



b) 1.jaraIi muntaliiya bittamlik; 

4. I'rinsip piri.jani r i ie~i i i~ i jani  berdasarkan altad qard; 

Bcrdasal-ka~i l.uniusan di atas, dapat ditarik kesinipulan baliwa sebenarnya 

Barik Syariali juga melakul~an tiga lkegiatan, sebagai~iiana di laki~kan ole11 Bank 

Konvenional, y a i t i ~  n ieng l i i ~ i i p~~n  dana dari riiasyaraltat. menyalurltan lte~nbali ke 

tenngnli-tengall masyarakal yang ~ i i e~ i i bu tu l i l ~a~ i ,  clan jugs ~neriyelersggarakan jasa- 

jasa perba~ikari lainnya. Naniun deniikian. Ikegiatan pada Bank Syariali dan Bank 

Konvensional pada Iiakeltatnya meriipunyai perbedaan yang mendasar, y a i t i ~  

perbedaan pada akad-akadnya. 

Produk-prodult yang ada pada Banlc Ko~ivensional meskipun terdiri dari 

berbagai rnacaln produk f i ~ ~ i d i ~ i g  dan lending namirn selnuanya diper~nudah 

derigan sat11 akad, yaitu akad Icredit dengan pembayara~i ke~nbali  dala~n bentilk 

bunga yang sudali tis atau tetap ju~ i i la l i~ iya  tidal< terpengaruli ole11 risilto. Pada 

perjanjian ltredit perbankan konvensio~ial ~ i iesk ip i~n produk yang ditawarkari 

bermacani-macarii, naniun diikat dengall sat11 akad, y a i t i ~  akad yang sudah pasti 

(ccr'tuin/j? con/r'trc/). B u l ~ a ~ i l ~ a l i  piliak pena~iibung dapat dipastikan mendapat 

bunga tetap tiap bulan. Uukanl<aIi piliak bank niendapat angsuran kredit tetap tiap 

bulan. Simpanan nasabah periabung di janiin oleli pemerintali dan piutang ltredit 

pilialk bank di jariiin dengan janiinan kredit yalig siap dicairltan rnanaltala nasabah 

tidak manipu nienibayar Iiutang kreditnya. 

I-la1 tersebut berbeda deligall system operasional perbanltan syariah. 

Perbedaan tersebut disebabkan liarella dilarangnya system bunga dala~n perbankan 

syariali. Munculnya larangan system bunga dalam perbankan syariah pada 



syariah Munculnya larangan system bunga dalam perbankan syariah pada 

dasarnya tidak membolehkan adanya pemastian keuntungan sebagaimana 

diterapkan dalam system bunga di perbankan konvensional. Oleh karena itu 

kemudian di perbankan syariah mengenal dua system &ad dalam menyalwkan 

pembiayaatmya. Yang pertcrmu sistem akad yang sudah pasti (certuinty contruct) 

seperti diterapkan dalam akad murabahah dan akad-&ad pelengkap sebagaimana 

lazimnya dikenal di produk-produk perbankan konvensional, dan yang ke& 

adalah akad yang tidak pasti (uncertuinty contract), seperti dalam akad bagi ha i l  

(mudharubah dan musyurukuh) yang di perbankan konbensional tidak 

mengenalnya. Munculnya akad bagi hasil hi, sebagai konsekuensi dilarangnya 

riba Untuk sesuatu yang tidak pasti (usaha) tidak boleh diikat dengm 

menggunakan akad yang pasti (certainly contract), karena pemastian keuntungan 

adalah riba. 

Adanya dua akad dalam transaksi pembiayaan oleh Bank Syariah akan 

mempunyai konsekuensi terhadap penyelesaian sengketanya. Berbeda dengan 

perjanjian kredit bank konvensional yang hanya menggunakan satu macam akad 

yaitu akad kredit. Sistern Bank Syariah menggunakan dua jenis aka& yaitu 

natural certainty contrac dan natural uncertainty contract, dan keduanya alcan 

mempunyai cara penyelesaian yang berbeda 

Akad-akad yang dibuat &lam transaksi pembiayaan di Bank Syariah 

bentuk formalnya menggunakan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 

KUHPerdata, narnun isi dan materinya atau substansinya didasarkan atas 



ketentuan syariah, apabila unsur tersebut dipenuhi rnaka akad tersebut dikatakan 

sah, baik dilihat dari hukum nasional maupun hukurn ~ ~ a r i a h . ~ '  

Pada p r = y a  penyusunan suatu perjanjian antara Bank Syariah dengan 

nasabah dari ski l~ukurn positif, selain mengacu pada KUHPerdata juga ham 

merunjuk kepada Undang-undarig Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 

sedangkan dari sisi syariah para pihak tersebut perpedoman kepada fatwa-fatwa 

Dewan Syariah Nasiotlal Majelis Ulama ~ndonesia.~" 

Menurut ~ a u f i ~ ~ ' ,  dalam mengadili perkara sengketa Ekonomi Syariah 

sumber hukum utamanya adalah perjanjian, sedangkan yang lain adalah 

pelengkap saya. Oleh karena itu hakim harus menguasai apakah suatu perjanjian 

itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian42. Apakah suatu 

akad perjajian itu telah memenuhi asas petsamaan dan kesetaraan, asas kebebasm 

berkonm asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis. Hakim juga hams 

meneliti apakah suatu pe janjian itu mengandmg unsur yang dilarang oleh syariah 

Islam ataukah tidak, seperti ribs."-' 

Penyebab sengketa akad pembiayaan yang terjadi dalam perbadam 

syariah terdiri dari dua kelompok, yang pertama, sengketa karena adanya 

39 M o n o  Mardjono, Petujuk Praktis Menjalankan Syarint I s h  &lam 
Ber-M g &h Menurut H u b  Nasioml, Idmh, Studia Press, 2000, hlm 77-78 

CdiH- A Karirn, Bank l s h  Adisis Fiqih dan Keuangan, Op.cit. hlrn 360 
" Tau6q adalah m;mtan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. 

Pejanjian disini adalah perjanjian yang dilegalkan oleh Bank Indonesia yang 
tercmtum dalam P a d  36, Pernturan Bank Indonesia (PBQ nomor: 71351PBV2005 penrbahan atas 
Nomor : G/24/PBI/200Q tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 
Prinsip Syariah, isinya; Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehali-Man dalam 
m e l a k i  liegalan usahanya meliputi: pembiayaan mwabahah, salam, istima, mudharabah, 
musyarakah, ijarah, ijarah mldahiah bittamlik dan j-jasas perbankan. 

* Prof Dr. H. Abdul Manan, SH. SIP. M.Hwn., Beberam Musalah Hukum &lmn 
Praktck HURMI Ekonomi Spriah. Makalah disarnpaikan pada acara seminar yang diselenggarakan 
oleh Pusat K a j h  Kebijdam Hukum dm ekonomi pada tanggal 16 Pebmmi 2008 di Hotel 
Diamond Surakarta Hlm. 25. 



wanprestasi, yang kedua sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum 

(onrectmatige&ud)).44 Sengketa wanprestasi ini merupakan sengketa yang terjadi 

di Bank Konvensional karena ingkar terhadap perjanjian kredit. Sedangkan 

sengketa yang terjadi di Bank Syariah bukan hanya karena wanprestasi, tapi bisa 

terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum 

akan kerap ditemui pada di dalam akad mudharabah musyarakah karena 

kemungkinan timbulnya moral hazard sangat besar, seperti adanya kesengajaan 

mudharib menyelewengkan pembiayaan maupun kelalaian mudharib, sehingga 

usaha yang dibiayai menjadi bangkrut. 

H. Metode PeneU tian 

I .  Desain Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian 

terjemahan dari bahasa lnggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) 

dab to search (mend) ,  den- demikian secara bahasa bem-ti men& 

kembz~li.~~ Penelitian adalah sernua kegiatan pencarian, penyelidikan dan 

percobaan secara ilmiah untuk mendapatkan fdta-fakta atau prinsip-prinsip yang 

baru dan bertujuan untuk mendapatkan pengertian-pengertian baru dan 

meningkatkan ilmu dan teknologi. Penelitian merupakan bentuk khusus dari 

metodologi ilmiah yang mempunyai sitkt-siht penting dengan cara meIakukan 

Dr. H Dadm Muttaqien, SI-LM.Hum, Penyelesaian Sengketa Perbankan J)wiah 
&lam Linghmgan PeradIan Agarnu, , Malalah disnmpaikan dalam seminar Penyelesaian 
Sengketa Perbankan Syaiah di Bawah Peradilan A g m :  Tantangan dan Solusinya, Sabtu 12 April 
2004 di MSI F I N  UII Yogyrrkarta, Hln 5-6. 

" Bambang Sunggono, MeIad010&i Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo 
Persada, 201  hhn 28. 



kegiatan ihniall, dalaln rangka lnenlecal~ka~l masalah, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan merlcari kebetlaran yang dilakukan secara sistematis berencana 

dan mengikuti konsep ilmiah. 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu pengetahuan Menguji kebenaran dilakukan jika apa 

yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Dengan demikian 

proses perjalanan penelitian ini dilakukan berdasarkan tapan-tahapan desain 

penelitian sebagai berikut; 

a. Menghimpun perundang-undangan tentang perbankan. 

b. Melacak kaida-kaidah (norm) yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan 

hukum perbankan clan atau hukum Islam serta hukum perjanjian, mengingat 

dalam hukum perdata masih bersifat pluralis. 

c. Menggali data di lapangan melalui wawancara serta telaah dokumentasi di 

peradilan agarna, Mahkamah Agung clan peradilan niaga. Data yang terkumpul 

lalu diorganisir sesuai dengan pennasalahan penelitian, dicari titik temu antam 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan hukum positif ( i u ~  

con.~'Iitufum) dan ketentuan hukum Islam, melalui pendekatan yuridis. 

d. Mernbuat laboran penelitian secara sistematis berbentuk penulisan disertasi. 

Penelitian ini difikwkan pada penelitian tentang konsep dari aplikasi 

musyarakah (ioint venture prof[ sharing) dalam Hukurn Islam dengan 

melakukan penelitian kepustakaan terhadap sumber-sumber asli dalam hukum 

Islam 



2. Jerk Penelitian dan Pendekatan Masalah. 

Ekonomi Islam dibahas dalam dua disiplin ilmu yaitu ilmu ekonomi Islam 

dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang menjadi kewenangan baru 

Peradila~~ Agama berhubungan secara khusus dengan ilmu hukum ekonomi 

I S L ~ ~ ~ ~ .  

Dalam wacana penelitian hukum, penelitian dengan subyek peraturan 

perundang-undangan dapat dikategorikan penelitian hukum dokrinal, yaitu 

penelitian inventarisasi hukum positit asas-asas hukum, penemuan hukum in 

concrete, sistem hukum dan sinkronisasi hukurn. Pendekatan penelitian litigasi 

penyelesaian sengketa Bank Syariah yang lebih tepat adalah pendekatan yuridis 

normatic yaitu menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, perahn-an 

perundang-undangan, dan pendapat ahli hukurn serta memandang hukum secara 

komprehensif artinya hukum bukan hanya saja sebagai seperangkat kaidah yang 

bersifht normatif atau apa yang menjadi tek. undang-undang (law in book) tetapi 

melihat bekerjanya hukum (low in action). Dengan subyek penelitian yang 

demikian, metode yang digunakan hidah metode kualitatif yaitu hail analisis 

tidak ter-tung pada data dari segi jumlah (kuantitatfl. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer 

dan sekunder. Lofland dan L o f l e  seperti dikutip oleh Lexy   ole on^:^ 

membedakan data yang dijadikan sebagai analisi data menjadi dua bagh ,  yaitu 

Rifyal Ka'bah, Meteri Ldah Pembuliaan angkatan XW TA 2006'2007 
Program Magistex (S2) llrnu H & m  Un, tanggal G Mei 2006. 

47 Lexy I. Moleong, MetodoIogi Penelitian KuaIitatil; Bandung : PT Retnaja Rosdokarya, 
2006, hlm. 157. lihat pula, Marmlri, Metodologi Riset. 



data prirner darl dutn sckutldcr. S~lrrlber dala ula~na (primer) adnlah data yang 

diperolelr lungs~rrg di~ri Pengadilan Agmn Purbulirlgga tentang studi kasus dan 

telaah pustaka penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah (bad hasil), 

dnlam kasus sengketa Bank Syari'ah yang diajukan oleh PT. BPR BUANA 

MlTRA PERWlRA. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 

jalan mengadakan penelitian kepustakaan (library research) untuk mencaril 

konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau penemu-penemu yang berhubungan erat 

dengan pokok pennasalahan, yang berupa : 

1) Bahan hukum primer, sumbernya adalah peraturan perundang-undangan 

ymg berlaku (hukum positif) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

2) Bahan hukum sekunder, sumbernya adalah pendapat para ahli h u b  yang 

memberikan penjelasan rnengenai bahan hukum primer dan isinya tidak 

mengikat, seperti literatur hukurn dan ekonorni, rnakalah, kertas kerja yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan h u b  primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum dan ensiklopedia hukum. 

4. Teknik Analisis Data 

Proses analisi data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

terkumpul dari berbagai sumber, yang terdiri atas data primer dan data sekunder., 

yang akan disajikian &lam bentuk deskriptit Data yang disajikan dimulai dab 

bentuk penggambaran, kemudian dianalisis dan terakhir kesimpulan. 



Saiddel, seperti yang dikutip Moleong, mengemukakan proses 

berjalamya analisis data, sebagai berikut : setelah data dibaca, dipelajari dan 

ditelaah, langkah selanjutnya adalah mengadakan penyelesaian data yang 

dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha mernbuat 

rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga 

sumkr datanya dapat ditelusuri dan tetap berada di dalamnya Langkah 

selanjutnya adalah melakukan kategorisasi dengan mengumpulkan memilah- 

milah, mengklasifikasikan dan rnensistesiskan data. Tahap terahir dari analisis 

data adalah mengolah dan menginterpretasikan data tersebut agar dapat dicari pola 

dan hubmgan, dan membuat temuan untuk dihasilkan statu kesimpulan. 

Untuk lebih jelasnya, secara umum penulis uraikan langkah-langkah 

umurn dalam pengumpulan dan analisis data, sebagai berikut : 

1) Perumusan masalah dan tujuan serta m a n h t  penelitian untuk dijadikan 

sebagai pedoman dalam pengumpulan data. 

2) Menentukan pendekatan dan jenis penelitian untuk menentukan teknik 

pengumpulan data dan dokumendokumen pustaka. 

3) Selanjutnya melakukan pengumpulan data dilapangan, yakni kasus 

penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah (bagi hasil) pada 

Pengadilan Agama Purbalingga secara literer. 

4) Pengolahan data melalui penyelesaian data, klasifikasi dan pengolahan data 

Pertama-tam diadakan inventarisasi terhadap noma-norma hukum yang 

terkait dengan perbankan dan perbankan syariah, norma-norma hukum yang 

terkait dengan penyelesaian sengketa pabankan dan perbankan syariah serta 



nonna yang berkaitan dengan peradilan agama. Dalam ha1 ini akan 

dikumpulkan semua asas-asas clan kaidah-kaidah yang terkait dengan 

permasalahanya, untuk kemudian diorganisir ke dalam suatu sistem yang 

komprehensif; 

5) Terakhir, menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan suatu k q a  hasil 

penelitian penulis. 

I. Sistematika Penulisan 

Penulis dalam memaparkan penelitian ini membagi dalam 4 (empat) bab 

pokok bahasan, dengan maksud agar memperoleh pembahasan pemasalahannya 

secara menyeluruh dan t e rpe~ci .  Be- ini akan diuraikan isi dari masing- 

masing bab tersebut, antara lain: 

BAB 1 : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengungkapkan 

segala permasalahan yang melatarbehkangi munculnya penelitian hi, yang 

tertuang dalam sub bahasan lam belakang masalah, selaujutnya penulis 

m m u s k a n  apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini d i s d  dengan 

tujuan penelitian, manfaat clan kegunaan penelitian tersebut. Untuk lebih 

mengembangkan teori yang ada, penulis mencoba menuangkan dalam kerangka 

teori. Untuk mengetahui bagaimana penulis melakukan penelitian maka dijelaskau 

pula bagaimaua metode penelitiannya, dan selanjutnya dibuathh sistematika 

penelitian. 



BAB 11 : Dalam bab h i  berisi tentang sistem opersional Bank 

Syariah dan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sistem operasional Bank 

Syariah berisi mengenai pengertian Bank Syariah, sejarah perkembangan Bank 

Syariah di tanah air, perkembangan dasar yuridis Bank Syariah, perbedaan Bank 

Syariah dan Bank Konvensiaoan, kegiatan dan produk funding dan lending Bank 

Syariah. Dalam bab I1 juga akan dibahas tentang pembiayaan Musyarakuh (joint 

venture profit sharing) sebagai produk kbusus bank syariah, yang meliputi : 

pembiayam berdasarkan prinsip bagi hasil, dm Pembiayaan Musyarakah dengan 

sistem bagi hasil. Selanjutnya pernbahasan menganai sejarah perkembangan 

Peradilan Agama pasca kemerdekaan, clan ekonomi syariah sebagai kompetensi 

ban, Paadilan Agama. 

BAB 111 : Bab ini berisi mengenai deskripsi Pengadilan Agama 

Purbalingga, proses penyelesaian sengeketa akad pernbiayaan Mu5yarakah di 

Pengadilan agama Purbalingga dan asp& hukum yang timbul dalam sengketa 

tersebut. 

BAB IV : Penutup, bab ini berisi kesirnpulan dari permasalahan 

yang dikemukakan, kemudian dilanjutkan dengan saran. 



BAB I1 

SISTEM OPERASIONAL DAN PENYELESAIAN 
SENGKETA PERBANKAN SYARIAH 

A. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA 

1. Pengertian Bank Syariah 

Secara lugl~awi, Bank berasal dari bahasa Itali, yakni bunco, yang artinya 

'bangku'. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan 

operasionalnya kepada para nasabah. lstilah bangku secara resmi dan populer 

menjadi Bank. Menurut Muh. Zuhri, bank adalah lembaga perantara dan pengatur 

antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang k e b g a n  dana 

Vhnciul intermediary).' Menurut definisi dalam UU RI No. 10 tahun 1998 

tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dim 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atas bentuk-bentuk 

simpanan lainnya, dalarn rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banYak2 

Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk Simpanan dim menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit clanlatau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

' Muh. Zuhri, Riba cialam A1 Qwhn ckm Masalah Perbankan (&buah Tilikan 
Anfisips~j), Jakarta PT Raja Grdhdo P e n a h ,  1%, hlm 144. 

Lihat W RI No. 10 tahun 1998 rcnrang pcrubahan atas W No. 7 rahun 1992 rentang 
Pcrbankrm. Bank Indonesia, sejak UU 71'1992 klah menganut dual banking sysrem, yang 
singhlnya k a d  memperkenah dua sislem m a n  secara coexis~ma.  Di masa UU 
71'1992 dua sislem perbankan itu adalah Bank Umum dan Bank Berdasarkan Bagi Hasil bang 
secara implid mengakui sislem perbankan her* prinsip Islam). Baru rnelalui perubahan 
dengan UU 1011 W8 secara terang-krangan dinyatab bahwa dua sistem perbankan di Indonesia 
ini add& Konvemional dan Syariah Chntnmarrajid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 
Jakarta. Keslcana, 2007, hlm. 8. 



hidup rakyat. Sedangkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dau Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanYa3 

Undaug Undaug Perbankan Indonesia, yakni Undang-unhg No 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya 

menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvemional 

dau bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ~ ~ a r i a h . ~  

Kemudian U n h g  Undang tersebut diubah kembali dengan Undang Undang 

Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Undang Undang 

Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank 

yang menjalankin kegiatan usahanya bedasarkan Prinsip Syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dau Bank Pembiayaan Rakyat ~ ~ a r i a h . ~  

Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah 

yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu 

sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba 

Bank), dau Bank Syari'ah (Shari'a ~ a n k ) . ~  Sebagaimana akan dibahas kemudian, 

di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah 

' Liat UU Nomor 21 cahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
' Gemala Dewi, Aspek-a~pek Hukum d h m  Perbankma dun Perauramian Syariah di 

Indbnesie Jakarta' Kencana, 2007, hlm. 172-1 73. 
UU Nornor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
TIM PEN WSUN BASYARNAS WL. Dl YOGYAKARTA, BUKU PINTAR BdDAN 

ARBITRASE SYWUW NASIONAL, (Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan DIY, 2005, 
hlm. 39. 



resmi "Bank Syariah", atau yang secara lengkap disebut 'Bank Berdasarkan 

Prinsip Syariah". 

Karnaen Perwata Atmadja clan M. Syafi'i Antonio mendefinisi bank Islam 

sebagai Bank yang betiperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank 

dalam beropemsinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam khususnya yang 

menyangkut tata berrnuamalat secara Menurut ~udarsono: adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya membaikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu- 

lintas pembayarao serta peredaran uang yang beroperasi dengan prkipprinsip 

syariab. Definisi Bank Syariah menwut Muhammad dalam ~ o n n a , ~  adalah lembaga 

keuangan yang beroperasi dengan tidak mengaudalkan pada bunga yang usaha 

pokoknya membeaikan pembiqaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip 

syariat Islam Menurut ~chaik,'~ Bank lslam adalah sebuah bentuk dari bank modern 

yang di- pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama 

Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan 

keuangan berdasarkan kepastiau seata keuntqpn yang ditentukan sebelumnya 

Schaik mengemukakan bahwa terdapat t u .  prinsip ekonomi Islam yang 

menjiwai bank syariah, yaitu: (I) keadilan, kesamaan dan solidaritas; (2) larangan 

' Karnaen Penvata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, A p  dan Bagaimana Bank Ishm, 
Yogyalrarta : Dhana BAi Wakaf, 1% hlm 1-2. lihat juga Warkum Sumitro, ASYZSQ;F(~S 
Perbankan Islam cimr M g a - l e m b a g a  Terkaii, laliarla : Raja Gratindo Pemada, 2002, hlm. 35. 

8 Sudarsono, H, 2004, Brmk &m Lcmbqa Kcuangan Spriah Deskn'psi a h  Ilustrasi, 
Ekonisia: YogyokarEa, 2004. lihat juga lihat juga HAHatizh Dasuki et 4 Ensiklopd islam, Jilid 
I, PT. Ichtiar  ban^ van Hoeve,Jakar@ 1994, hlm. 231. 

Duddy Roesmara Donna, 2006, Variabel-variabel yang Mempngoruhi Pembiayan 
Perbankon .I>wriah dr' indone.~ia, FE UGM: Yogyakartrr Tesis. M. Latifa Algaoud dm Mewyn K 
Lewis, Perbankan J@ri'ah, Prinsip, P r a m  dbn Pruspek, (Te q e m b  Blrrhrm W ~ u b ~ ) ,  
Jnkarto : PT. Semtnbi Llmu Semesta, 2005. hlm 17. 

lo Schnik, D., "Islamic Banking", The Arab Bank Review, 3 (1): 2001, haL 45-52. Lihot 
juga Duddy Roesmara Donna, BULETiN EKONOMIkX DAN BISNIS ISLAM, Laboratorium 
Ekonornika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM Edisi: 1 W - 8 Jumadil Ula 1428 H 1 25 Mei 
2007. 



terhadap objek dan makhluk., (3) pengakuan kekayaan intelektual; (4) harta sebaiknya 

digunakan dengan rasional dan baik (fair way); (5) tidak ada pendapatan tanpa usaha 

dan kewajiban; (6) kondisi umum dari kredit (meliputi; pertama, peminjam yang 

mengalami kesulitan keuangan sebahya diperlakukan secara baik, diberi tangguh 

wakty bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan, dan kedua, terdapat beberapa 

perbedaan pendapat mengenai hukurn selisii antara kredit dan harga spot, a& yang 

berpendapat bahwa itu addah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat 

bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi - bukan biaya 

dari pembiayaan; dan (7) dualiti risiio, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan 

laedit (liability) usaha produktifyang merupalran legitimasi dari bagi hasil, di lain ski 

risiiko sebaiknya diambil secara hati-hati, risiko yang tak terkontrol sebaiknya 

~ d a r i - 1  l 

Dalam pasal 1 p i n  (12) W RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip Syari'ah adalah prinsip 

hukum Islam dalam kegiatan perbankan bedasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Bank berdasarkan prinsip syari'ah atau bank syari'ah atau bank Islam, 

juga berfimgsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary inssitustion), 

yaitu mengerahkan dana dari masyamkt dan menyalurkan kembali dana-dana 

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya datam bentuk hilitas 

pembiaYaan.l2 Perbedaan pokohya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil 

bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya, yakni bank syari'ah melakukan 

-- 

"Zbi4hlm.51. 
l2 Sutan Remy Sjahdeini, Perbonkan Ishm, Op-cit, hlm. 1 



kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip syari'ah, 

yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian ( profit and loss sharing 

principle). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa 

pembiayaan bank, bank syari'ah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa 

pengiriman uang, pembukaan Letter Of Credit, jaminan bank, dan jasa-jasa lain 

yang biasa diberikan oleh bank k~nvensional.'~ 

2. Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal 

periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar 

ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk 

menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam 

Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien ~ z i s . ' ~  Sebagai uji cob& gagasan 

perbankan Islam dipdtekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di 

Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho ~lrsti).'~ 

Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan 

rekomendasi Bank Syari'at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari 

larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan 

pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya 

l3 Ibi4 lihat juga Wijanarko, Hukum don Ketenfuan Perbankon di I d n e s i a  Pustaka 
Utama Grafiti : Jakarta, 2003, hlrn. 59. 

l4 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah h i  Tebri Re PraktiR, Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001, hlm. 25. lihak juga M. Amin Mengembangkon Bank Islam di Idnes ia ,  Jaka&x 
Bangkit, 1992. 

Bait Ar-Tomwul adalah lembaga keuangan dengan prinsip yang berstatus badan Hukurn 
koperasi simpan-pinjam. 



secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, 

yakni rnudlurubah, rnusyurukah dan mumbuhuh.16 

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru 

dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 - 20 Agustus tahun 1990, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di 

Cisarua, Bogor, Jawa Barat Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih 

mendalam pada Musyawarah Nasional IV MU1 di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, 

yang menghasilkan amanat bad pembentukan kelompok kerja pendirian bank 

Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MU1 

dengan tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua 

pihak yang terkait-I' 

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MU1 tersebut adalah berdirinya PT 

Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada 

tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi 

dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, 

BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah 

lndonesia.' 

l6 M. Dawarn Rahatjo, Menegakkan m a t  Islam di Bidang Ekonomi, sebagaimana 
dikutip dalam Adiwvarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja 
GraGindo Petsadn, 2008. lihnt juga, Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Spri'ah; WDCM~ Cllanra' 
clan C M k i a w a n ,  (Jalrarta: Tazkia lmtitut dan Bank Indonesia, 1999). hlm. 278 

l7 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank .Y)nrii'ah, 0p.cit. hlm. 25. Noor Azmah Hidayati 
PoIitikAkomo&sionis Orde Baru terhadap (Umar) I s h  : Telaah Hisroris KeIahiran Perbankan 
S@riah, Millah, Jumd Sludi Agarna, MSI UII, Vol. IV, No. 2, Januari 205,  hlm. 57. Zainul 
Arifw Memahami Bank Symah: Lin&pP PeIuang Tantangan dan ProspeR, Jalilrarta: Alvabei, 
2000, hlm. 17. '* Ibid Lihal juga, Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 1993W413 H, 1al;arta: 
Bank Muamalat Indonesia, 1W3. lihat jug* Yusdani, Perbankan Spriah Berbasis Flmting 
M a r h ~ ,  Millah, Jurnal Sludi Agama, MSI UII, Vol. TV, No. 2, Januari 2005, hlm. 63. 



Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan 

dengan negara-negara lain sesama anggota OK1. Hal tersebut menrpakan ironi, 

mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam 

beberapa kali sidang OK1 cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank 

Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basti, yang 

pada waktu itu sebagai Ketua MU1 memberikan jawaban bahwa kondisi 

ketedambatan pendirian Bank lslarn di lndonesia karena political-will belum 

mend~kung.'~ 

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, BMI metupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan 

usahanya atas syariat lslam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank 

Islam lain, yakni Bank IF1 membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, 

Bank Syariah Mandin yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), 

anak perusahaan Bank Mandiri serta pendirian lima cabang baru berupa cabang 

syariah dari PT Bank Negara Zndonesia (Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, 

tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan 

membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, 

Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD ~ c e k ~ '  

l9 Genda Dew( .4spkavpek H h  &dam P e r h , I w ~  Op. tit. hlm 58. 
MMuharmnad Syafi'l Antonio, Bank S F &  Opcit. hlrn. 27. 



3. Perkem bangan Dasar Yuridis Bank Syariah 

Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan dirintis 

pertama kali melalui P a d 6  huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama 

sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian 

sebagai istilah resmi &lam UUPI, namun hanya menyebutkan: 

"'menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peratman ~ernerintah."~' 

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum 

pun hanya disebutkan hsa "Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip 

bagi hasil" dan di penjelasannya disebut "Bank berdasarkan prinsip bagi basil". 

Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan hsa "Bank Perkreditan Rakyat yang 

akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil" yang &lam 

penjelasannya disebut "Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi basil".22 

Kesimpulan bahwa "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" merupakan 

istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru &pat ditarik dari Penjelasan Pasal 

1 ayat (I) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 

Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip 

2' Undang-undang Nomor 7 tahun 1Y92 tentnng perbankan ini juga belum meye l sah  
pengertian bagi basil dan pengertian tersebut b m  dijelaskan setelah keluar PP Nomor 70 tahun 
1 9 2  lentang Bank Umurn, PP Nornor 71 tahun 19!32 tentang BPR, clan dipe jelas oleh PP nomor 
72 tahun 1992 yang juga menyanglrut prinsip bagi hasil berdasarkan syariat dan diundanglian pada 
tanggal 30 01-Lober 1 W2 dalarn LN-RI No. 1 19 lahun 1992. Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 
1 9 2  lentang Perbanlian. Gemala Dewi, AspkarpER Hukum dalam Perbankan, @.&it. hlm. 60, 
169-170. Lihat juga, Sutan Remy Sjahdeini, Perhnkun Islam, Op.cit, hlm. 121-122. 

lbid, 



bagi hasil adalah prinsip muarnalat berdasarkan Syari'at da lm melakukan 

kegiatan usaha bank Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi 

hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "bank bagi basil ti& boleh 

melakukan kegiatan usaha yang ti& berda.wrkan prinsip bagi hasil (bunga) 

sebaliknya pula bank yang kegiaran usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi 

basil tidck diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkun prinsip bagi 

ha.~il" (pasal6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin ~ u a s . ~ ~  

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalarn PP No. 72 Tahun 1992, 

keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam 

terbuka seluas-luasnya, temtama ber2renaan dengan jenis transaksi yang dapat 

dilalrukan. Pembatasan hanya diberikan dalam ha1 :24 

1. Lamngan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil 

(maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum 

atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata 

berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau BPR yang 

kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan 

kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. 

2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan 

pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar 

bejalan sesuai dengan prinsip Syari'at, dimana pembentukamya dilakukan 

oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia 

(MUl). 

]bid " Gemah Dewi, Aspek-mpek Hukwn dalam Perbankan, Op. ciL hlrn 170-17 1 



Pads saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut di 

atas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. 

Oleh karena itu &pat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui 

secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar 

berkenaan dengan praktek trakdsionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari 

tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan 

penyalurannya di masyarakat. Bagi BMI tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan 

dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, narnun untuk penyalurannya 

masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen investasi yang 

berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di 

Bank Indonesia, Pernerintah, atau antar-bank. Tidak mengherankan bilamana 

dalam Laporan Keuangan BMI pada masa tersebut dapat ditemukan satu pos 

anggaran atau account yang diberi istilah sebagai "Pendapatan Non Wl", yakni 

pendapatan yang didapat dari transaksi yang bersifat perbankan konvensional. 

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbadan 

syariah pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). 

BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MU1 

dengan tujuan menyelesaikan kemungkiaan terjadinya sengketa mumalat dalam 

hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat 

Islam di Indonesia Dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian- 

perjanjian bidang perbankan syariah lernbaga BAMUI dapat menjadi salah satu 

choice of foxum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa 



yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tenbut. 

Perkembangan kemudian berkenaan dagan BAMUI, melalui Surat Keputusan 

Majelis Ulama Indonesia No. Kep491MUVXIV2003 tanggal 24 Desember 2003 

menetapkar~ di antaranya perubahan mna BAMUI menjadi Badan Arbitrase 

Syari'ah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang 

semula merupakan Yayasan menjadi 'badan' yang berada di bawah MU1 dan 

merupakan pemngkat organisasi MUI.~' 

Meskipun pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 

perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas, narnun sebagaimana 

disebutkan oleh ProE Dr. Mariam Darus Badrulzarnan, SH merupakan salah satu 

ton@ sejamh yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan m t  Islam 

dan pada umumnya bagi perkembangan Hukurn Nasional. Dalam rnakalahnya 

yang berjudul ''Peranan BAMUl Dalam Pembangunan Hukum Nasional" beliau 

mengatakan sebagai berikut :26 

Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam 
sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang 
tersebut memperlcenallran "sistem bagi had" yang tidak dikenal dalam 
Undang-undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan 
adanya sistem bagi hasil itu maka Pdankan dapat meIepaskan diri dari 
usaha-usaha yang mempergunakan sistem "bunga". Jika selama ini 
peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum 
keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah 
memasuki dunia hukum ekonomi (5isnis). 

Pada tahun 1998, eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan 

dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas 

ZI TIM PENYUSUN BASYARNAS WIL Dl YOGYAKARTA, BUKUPINTARBAaAN 
ARBITRASE &(iYARL4H MSIONAL, (Badan Arbi- Syariah Nasional Perwakilan DIY, 2005, 
hlm 4. 

ni Ekommi-Spriah @JiJ.com 



Undang-mdang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan. Dalam Undang-mdang 
0 

tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang- 

undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara 

tegas diberikan dengan istilah Bank Syari'ah atau Bank Berdasarkan Prinsip 

~ ~ a r i ' a h . ~ ~  Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga 

buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana 

telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni :28 

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank 

Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan 

Pembukaan Kantor Cabang Syariah. 

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank 

Umum B e r m  Prinsip Syariah . 

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank 

P e M i t a n  Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 

UU No. I0 tahun 1998 kemudian dirubah dengan Undang Undang No. 

21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang terakhir tersebut menrpakan 

titik kulminasi perbankan syariah yang mernbuka kesempatan bagi siapa saja yang 

akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin berkonversi dari sistem 

konvensional menjadi sistem syariah. Namun demikian, masih ada beberapa ha1 

yang perlu disempurnakan antara lain pedunya penyusunan dan penyeinpumaan 

ketentuan serta undang-undang operasional bank syariah secara tersendiri, sebab 

n Sum Remy Sjddeini, Pcrbmknn  is^^ Op.clt, hlm 250-251, dm jugs, GmJa 
Dewi, As k-aspab Hukwn dalam P e r b a m  Op-at. hlm 172-173. 

%bid hh. 65. 



undang-undang yang telah ada sesungguhnya merupakan dasar hukum bagi 

penerapan dual bunking .vsrem.29 

Selanjutnya, berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat 

dipergunakan Bank Syarrah, pada tanggal 23 Februari 2000, Bank Indonesia 

secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni :30 

1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBV2000 teAang Giro Wajib Minimum 

Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan 

Kegiatan Usaha B4mhsdm1 Prinsip Syariah , yang mengatur mengenai 

kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

2. Peraturan Bank Indonesia No. 2181PBV2000 tentang Pasar Uang Antar Bank 

Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalarn rangka menyediakan 

sarana penanaman dam atau pengelolaan dam antarbank her- prinsip 

3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBV2000 tentang Sertif?kat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI), yakni sertilikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai 

bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah yang 

merupakan piranti dalan~ pelaksanaan pengendalian moneter semacam 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam pmktek perbankan konvensional. 

'' Dual banking syst~m yang dimalisud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan 
(lionvensional d m  syariih seuua berdarnpin m) yang pelaksanaannya diatur dalmn berbogai 

2$ - peMturw penndmg-dmgan yang berlaku. Sehmgga yang terjadi adalah bank syariah tidak 
berdiri sendiri (mandiri) dalam operasionalimiqa, di mana masih menginduk kepada bank 
konvensional. Bila cEemiban adanya, perbankan syariah hanya menjadi salah mtu bagian dari 
program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang 
betul-betul mandiri dengan berbagai perangkainya sebagai bagian perbankan yang diakui secara 
nnsional. Bid, hlm 173. 

Ibj4 hlm. 178. 



Berkenaan dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia di atas, relevan 

dikemukakan dalam ha1 ini mengenai tugas Bank Indonesia dalam menetapkan 

dan melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1899 tentang Bank Indonesia 

(UUBI). Pasall0 ayat (2) UUBI memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia 

untuk mengbwnakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan 

pengendalian moneter. Kemudiin Pasal 11 ayat (1) UUBI juga memberikan 

kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka 

pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut 

lain, dengan demikian UUBI sebagai undang-undang bank sentral yang baru 

secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan 

prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas clan 

kewenangannya. Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, hukum dan paaturan positif 

perbankan syariah semakin kuat dengan x h y a  berbagai Surat Keputusan Dewan 

Direksi Bank Indonesia dan PBI serta ditingkatkannya Biro Perbankan Syariah di 

BI menjadi Direktorat Perbankan Syariah. 

Untuk lebih mudahnya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

dapat di lihat &lam tabel di bawah sebagai berikut: 

NO. 

1. 

2. 

TAHUN 

(1990) 

1992 

HASIL PERKEMBANGAN BANK 
SYARIAH 

Rekomendasi Lokakarya MU1 untuk 
mendidcan lembaga perbankan syariah. 
Indonesia memasuki era dual banking system 
dengan dimungIankannya suatu bank beroperasi 
dengan prinsip bagi hasil (UU No.711992). 



Peryaratan, tugas dan 



Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, 

produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua 

fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang 

mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk 

dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan htwa dimaksud oleh 

lembaga-lembaga keuangan syariah di ~ndonesia.~' Sampai saat ini DSN telah 

memfatwakan sebanyak 43 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan 

sym-ah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta 

berbagai h a  penunjang tra~&i dan akad lembaga keuangan syariah, yakni 

sebagai berikut: 

17. 

18. 

3' Delvan Syariah m e r u p h  sebuah lembaga yang berperan dalarn menjamin ke-Islaman 
keumgm s).nrinh di sduruh dunin Di Indonesia, perm ini dijalnnkan oleh Dewm Syarinh 
Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan 
d i k u l , m  oleh SK Dewvan Pimpinan MU1 No. Kep754/MUVI1/1999 tanggal 10 Februari 1999. 
Berdasarkan Surat Keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkum, dirnana 
penempatannya atas persetujuan DSN. Lihat S u m  Remy Sjahdeini, Perbankan Islam. Op.cit, hlm 
169-1 70. 

(sumber : diambil h i  berbagai .wmber) 

2005 

No. 

1. 

2. 

3. 

Inisiatif penyusunan linkage program sebagai 
dasar peran bank syariah dalam optimalisasi 
voluntary sector (2005) 
diterbitkan UU No. 21 tahun 2008 tentang 
perbankan Syariah. 

NOMOR F A W A  

01/"DSN-MUVlV/2000 

02/DSN-MUVIV/2000 

03/DSN-MUyIV/2000 

TENTANG 

Giro 

Tabungan 

Deposito 



81DSN-MUVlVl2000 Pembiayaan Musy arakah 

Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam 

16LDSN-MLTI/IX/2000 

Pencadangan Penghapusan Aktiva 

1 9. 

20. 

19LDSN-MUYIXnOOO 

2O/DSN-MUIIW2000 

Produktif dalam LKS 

Al-Qardh 

Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk 
Reksa Dana Syanah 



Al-Ijarah al-Muntahi ya bi al-Tamlik 

Pembiayaan Pengurusan Haji LKS 

Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah 

LdC Impor Syari'ah 

Y C  Ek~pi,r Sya~i'~ah 

Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia 

37. 

38. 

37/DSN-MUUX12002 

38/DSN-MUVX/2002 

Pasar Bank Antarbank Berdasarkan 
finsip Syariah 

Sertifikat Investasi Mudharabah 
Antarbank (Sertifikat M A )  



Asuransi H a ~ i  

Pasar Modal dan Pedoman Umum 
Penerapan Prinsip Syariah di bidang 
Pasar -Mnrlal - - - - - - - -. - - 

Obligasi Syariah Ijarah 

Syariah Charge Card 

Ganti Rugi (Ta kidh) 

Pernbiayaan Multijasa 

Line Facility 

Potongan Tagihan Murabahah 

4 71ES~-~~~~u"r'u'2005 I Penyelesaian Piutang Murabahah bagi I Nawhah Talc Mampu Bayar 

48IDSN-MUVIU2005 Penjadwalan Kembali Tagihan 
Murabahah 

Konversi Akad Murab&ah 
- 

Akad Mudharabah Musytarakah 

Akad Wakalah Bil Ujrah pada 
52'DSN-MU*1112006 Aswansi dan Reasuransi Syariah 

Akad Tabam' pada' Asurarrsi ,dan 53/DSN-MUImV2006 
Reasuransi Syari ah 

54lDSN-MU W 2 0 0 6  Syariah Card 



55. 

56. 

4. Perbedaan Sistem Perbankan Bedasarkan Prinsip Syariab dengan 

Sistem Perbankan Konvensional 

57. 

<Q 
d -. 

59. 

LA 
VV. 

61. 

Sistem opersional pada perbankan konvensional berbeda dengan bank 

badasarkan prinsip syariah. Perbedaan tersebut dapat d i h t  dari segi imbalan 

yang diroleh, dari segi asas perjanjian maupun segi lainnya. Perbedaan yang 

paling menonjol antara bank konvensionan dan bank denga prinsip syariah adalah 

pada pernberlakuan sistem keuntungan yang didapat, dimana bank konvensional 

lebih mengutamakan bunga dalam operasionalnya. Sedangkan bank den- 

prinsip syariah, operasinya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan 

men- sistem bagi hasil dalam perolehan keuntungannya. 

I I I 
l m h z g z  _K_euangan Syariab 

I 

55lDSN-MUWl2007 

56DSN-MUINI2007 

Pembiayaan Rekening Koran Syariah 
Musyarakah 

Ketentuan Review Ujrah pada 

(Sumber: Fatwa-Fatwa MUI) 

57DSN-MUIN12007 

< Q / n C N - X I 1  llAll?M7 
d.,,.. ".. ..I-" .,a"", 

59DSN-MUIN12007 

~nm-1-a m ir RTMM? 
VW UOl\ 1 v r u  U v  I L.W I 

6 1JDSN-MU Wl2007 

Letter of Credit (LC) dengan Akad 
Kafalah bil Ujrah 

y2;~.,&+ bi! Ll;rL+ 

Obligasi Syariah Mudharabah 
Konversi 

n --.- I---:-- n:--&--- 3-1- ma ---- 
r U I J G I G ~ ~ ~ I  I ~ ~ L O L L &  U C U ~ I I  ~ n a p ~  

Penyelesaian Utang dalam lmpor 



Bank dengan prinsip syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan 

sistem bank konvensional, ciri-ciri tersebut antara lain:32 

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan 

dalam bentuk jumlah yang nominal yang besarnya tidak kaku. Hal ini 

didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 280. 

2. Pengbwnaan persentase dalam ha1 kewajiban untuk melakukan pembayaran 

selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang, 

meskipun batar waktu perjanjian sudah berakhir. 

3. DaIam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan 

perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti mxed return), yang ditetapkan 

di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui untung ruginya suatu 

proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah SWT semata. 

4. Bank lslam tidak menetrapkan jual beli clan sewa-menyewa uang dari mata 

uang yang sama, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. 

5. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasionalisasi 

bank dari sudut syari'ahnya. 

Dalam ha1 penetuan imbalan, terdapat perbedaan antara bank 

konvensional dengan bank dengan prinsip syariah. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat dari adanya pemberlakuan bunga pada bank konensional dan sistem bagi 

hasil pada bank syari'ah. Perbedaan tersebut secara bagan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

32 ..bhui .Wd -Tarigzm, Ekonomrm dan Bank Sjwiah pada A4leniwn ketiga, IAM Press 
bekerja sama dengan IKAP1: Medan, 2002, hlm. 80. 



Penentuan suku bunga dibuat 

pada waktu akad dengan 

pedoman h a m  selalu 

menguntungkan pihak Bank. 

Besamya p~esentase bung-  

berdasarkan pada jurnlah uang 

(modal) yang dipinjamkan. 

Pembayaran bunga tetap seperti 

dijanjikan, tanpa pertimbangan 

proyek yang dijalankan oleh 

pihak nasabah untung atau rugi. 

Tidak bergantung kepada 

kinerja usaha bank 

konvensioml tersebut. Jumlah 

pembayaran bunga kepada 

nasabah tidak mengikat 

meskipun jumlah keuntungan 

berlipat ganda saat keadaan' 

ekonomi sedang baik. 

+ Eksistensi bunga diragukan 

kehalalannya oleh semua agama 

termasuk agama Islam. 

:umber : S '  'i Antonio, 2001 : 61 

Penentuan besarnya risiko bagi 

hasil dibuat pada waktu akad 

dengan pedoman pada 

kemungkinan untung atau rug. 

Besmya nisbah (rasio) bagi 

hasil berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh. 

Bagi hasil yang diberikan 

tergantung kepada kinerja 

usaha. Jumlah pembagian bagi 

hasil meningkat sesuai dengan 

peningkatan junlah pendapatan 

bank syariah yang bersangkutan 

Bagi hasil tergantung kepada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan. Jika proyek itu tidak 

mendapatkan keuntungan maka 

kerugian akan ditanggung 

bersama oleh kedua belah 

pihak. 

Tidak ada agama yang 

meragukan keabsahan bagi 

hasil. 



Perbedaan bank konvensiona dengan bank dengan prinsip syari'ah juga 

dapat dilihat dari segi lainnya, antara lain :33 

a. Bank konvensional mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan, 

sedangkan bank syariah memakai perangkat bagi hasil. 

b. Bank konver~ional selnata-mata berorientasi pada profit oriented, sedangkan 

bank syariah bukan hanya berorientasi pada prfit eriented, teapi juga pada 

fdah oriented. 

c. Hubungan nasabah dengan bank syariah dalam bentuk kemitraan, sedangkan 

hungan dalam bank konvensional dalarn bentuk kreditur - debitur. 

d. Bank lslam melaltukan investasi pada usaha-usaha yang halal saja, sedangkan 

bank konvensional tidak. 

e. Operasionalisasi pada bank syariah harus dengan persetujuan Dewan 

Pengawas Syari'ah (DPS), sedangkan bank konvensional tidak." 

Berdasakan uraian di atas, dapat m a t  bahwa Bank Syariah adalah 

bank yang beropemi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam, yang 

melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan pihak lain. Hal tersebut 

sangat berbeda dengan system bank konvensional. perbedaan lain antara bank 

syariah dengan bank konvensional, juga dapat dilihat dari aspek lainnya, antara 

'35 

- - 

33 Muhammad Syafi'i Antonio, Bmk Spmah, Op.cit, hlrn. 34. lihat juga TJM 
PENYUSUN BASYARNAS WIL. DI YOGYAKARTA, BUKU PINTAR BADAN ARBITRASE 
SYARIAHNASIONAL, (Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan DIY, 2005, hlrn 42. 

34 KBtnaen Perwatn Atmadja dan M, Syafi'i Antonio, op.ciir hlm 53-54 
35 Gemala Dewi, A s p k a s p k  Hukum &lam Perbankan, 0p.cit. hlm. 96-1 10. 



a. Perbedaan Falsafall 

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak 

pada landasan Msafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem 

bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru 

kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap 

produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari 

sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan 

yang dilaksanakan dalarn bentuk bag hasil. Dengan demikian sebenarnya semua 

jenis transaksi perniagaan melalu bank syariah diperbolehkan asalkan tidak 

mengandung unsur bunga (riba)." 

Riia secara sedehana b e d  sistem bunga berbunga atau compound 

inter& dalarn semua prosesnya bisa mengalciiatkan membengkaknya kewajiban 

salah satu pihak seperti efek bola salju Riba, sangat berpotensi untuk 

mengakibatkan keuntmgan besar di suatu pihak, namun kerugian besar di pihak 

lain, atau malah ke duaduanya. 

b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah 

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan 

maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pa& 

bank konvensional dimana deposito menrpakan upaya mem-buugakan uang. 

Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutul.kan, maka bank 

s y d  harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. 

Likuiditas yang tin@ inilah membuat dana titipan h a n g  memenuhi syarat suatu 

9 36 Sum Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, Op.cit, hlm. 19. 



investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya 

tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. 

Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep 

investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesanpatan untuk 

manperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula 

risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama 

d i n g  berbagi baik keuntungan maupun risiko. 

Sesuai dengan h g s i  bank sebagai intermediary, yaitu lembaga keuangan 

penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang 

terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau 

disalurkan ke dalam traksaksi pemiagaan yang diperbolehkan pada sistem 

syarkh3' Hasil keuntungan dari pemadhtan dana nasabah yang disalurkan ke 

dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha 

semakin tingi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada 

clan nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis sernakin kecil pula 

keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi ha i l  

hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu 

kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan 

simpanan nasabah di bank konvensional tidak peduli apakah simpanan tersebut di 

salurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya. 

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan 

yang diterirna nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. 

37 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam. Op.cit, hlm. 1. 



Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan 

nasabahnya Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak 

dibagrkan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank 

konvesional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang 

disimpannya saja 

c. Kewajiban Mengelola Zakat 

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu d a b  arti wajib 

membayar zakat, menghmpun, mengadministrasikannya dan 

mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada 

bank syarial1 untuk memobilisasi danadana sosial (zakat. Infak, sedekah) 

d. StrukturOrganisasi 

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan 

Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar 

selalu sesuai d e n p  prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh Dewan 

Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing 

lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang 

bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada 

lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen 

Keuangan untuk memberikan sangsi. 



Perbedaan Bank Syariab dan Bank Konvensional 

I No I Perbedaan I Bank Svariah I Bank Konvensional I 
I I a I 

1 I Falsafah I Tidak berdasarkan I Berdasarkan bunga 1 
I bunga, spekulasi, dan 
1 I l-&.~..l~.-.l---- h b U U U " J W U 3 U L l  

Operasionalisasi Dana masyarakat 
berupa titipan dan 
invest& yang bani 
akan mendapatkan 
hasil jika 
'diusahakan' terlebih 
dahulu.. 
Penyalufan pada 
usal~a yang halal dan 
menguntungkan. 

organisasi 
Orga~sasi memillki 

S yariah 
r: dikutip dari Sudarsono, H., 2004, Bank 
GI Deskripsi dm Ilustrasi, Penerbit Ekonisia 

- Dana rnasyarakat 
berupa simpanan 
yang h a m  diiayar 
bunganya pada saat 
jatuh tempo. 

- Penyaluran pada 
sektor Yang 
menguntungkan, 
aspek halal tidak 
menjadi 
,,.-+:,l.,,,, ...,,a I 
y b l  u l l l U u l l ~ a l  U I a l l u .  

Tidak diketahui 
secara tegas 

Tidak 
Dewan Pengawas - 
Syariah 
hn Lembaga Keuangan 
Yogyakarta. 

5. Kegiatan Usaha dan Yroduk-produk Bank Syariah 

1) Kegiatan Usaba Bank Syariah 

Dalarn Swat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 

tanggal 22 Mei 2W9 Bab V l  Pasal28 tentang Kegatan Usaha disebutkan bahwa 

bank wajib menerapkan prinsip syarial~ dalam kegiatan usahanya yang meliputi 9 

(sembilan) fimgsi, antara lain :% 

38 Adiwarman Knrim, Bank Islam: Armlisi Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2008, hlm 97. Muhammad, Konstruksi Mudharubah &lam Bisnis Spriah: 



Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

(giro dan tabungan berdasar prinsip Wadiy&) serta investasi (giro, 

tabungan dan deposit0 berdasar pnnsip Mudhambah). 

> Penyalumn Dana (lang.wng dun tidak 1ang.wng) 

Pembiayaan langsunddirect f i m c e  (berdasar prinsip jual beli, bad 

basil sewa menyewa dan plnjam memtnjam) serta hdak 

lan&mmg/indirect finance (Bank Garansi, Letter of Credit). 

3 Jasa Pelayanan Perbankan 

J a s a  peiayanan perbankan benhsarkan wakalah, hawalah, katalah dan 

rahn. Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat-surat herharga 

berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah ( w e  Deposit Box). Melakukan 

lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah (kurtodim). 

> Berkaitun Surat Berharga 

Membeli, menjual danlatau menjam atas nsiko sendin surat berharga 

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying 

transaction) berdasarkan prinsip syariah. 

Membeli m a t  berharga berdasarkan prrnsip syr& yang ditditkan 

Pemerintah dan/atau BI (SWBI). 

Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 

Mudharubah dalmn wacrma Fiqh dm Praktik Ekonomi M d m ,  (Yogyakarta: Pusat Studi 
Ekonomi Islam STlS Yogyakw 2003), hlm. 22-23. Gemala Dewi, A s p e k a p k  H u h m  dolmn 
Perbadan, 0p.cit. hlm 80. Lihilt juga Piuill36 - 37 PBI 6124lPBV2004 tentang kegiatan usnha 
perbankan syari'ah. 



P Lalu Linlas Keuangan dun Pemhayaran 

Money transfer, inkaso, kartu debetlcharge card, valuta asing (Sharf). 

> Pasar M d a l  

W ali amanat (wakalah). 

k Znve.stasi 

Penyertaan modal di bank atau perusahaan lain bidang keuangan 

berdasarkan pnnsip symah, seperh: sewa guna usaha, modal ventura, 

penwhaan efek, m a m i  serta lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan. 

hyer taan  modal sementara berdasarkan prinsip syanah untuk 

mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik 

kernbali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan BI. 

P DanaYensim 

Pendiri dan pengurus dana p s i u n  (DPLK) berdasarkan prinsip 

~ ~ a r i a h . ~ ~  

P Sosial 

Penerima dan penyalur dana sosial (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf, 

Hibah). 

2) Yroduk-Yroduk Bank Syariah 

Sebagairnana bank pada umumnya, bank syariah mempunyai produk- 

produk keuangan. Salah satu produk bank syariah adalah pembiayaan yang dalarn 

39 Rahmadi [Isman, Aspk-Aspek H u b  Perbankon Islam di Indonesia, W m g :  Citra 
Aditya Bhakti, 2002, hlm. 55. Adiwvannan Karim, Banklslam, Op-cit., hlm. 97-1 12. 



termmologt urnum dlsebut kredit. Pembrayaan merupakan penyaluran dana 

kepada pihak yang membutuhkan. Prinsip penyaluran dana dalam bank syariah 

terbagi menjadi empat akad (perjanjian), yaitu:40 

a. Akad Jual Mi (bai') 

Prinsip jual beli memiliki karakteristik natural certainty contract, yang 

berarti bawa kontrak dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari 

keuntungan dt awal kotltrak peqanjlan. Pnnstp jual belt dtdasarkan pada transakst 

riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah 

mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung 

mendapatkan uang tunai dan bank syanah. l'roduk pemb~ayaan yang 

menggunakan prinsip jual beli adalah mumbahah, salam, dun istishna. 

> Murabahah 

Mumbahah adalah transaksl jual beli di mana bank syanah menyebutkan 

keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual clan nasabah bertindak 

sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah 

keuntungan. 

Dalam skim hi, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan 

tarnbahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. 

Penjual dalam ha1 IIU harus memben tahu harga produk yang ia beh dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan Anda 

membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional 

Anda akan dkenakan bunga dan Anda dlharuskan mernbayar c1clla.n 

" M M  Sy&i Antonio, Bank.S)iariah, Op.cit, hlm 90-134. Gemala Dewi, Aspek- 
aqxk Hukum &lam Perbankan, 0p.cit. hlrn 92-96 Chatamarrasjid, Hukum Perbankan, Opcil. 
hlm 81-93. S u m  Remy Sjnhdeini, Perbankan Islam, Op.cit, h l n  24 - 104 



bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang 

berlaku mungkin saja berubah. 

Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. 

Namun bentuknya bukan kredit, mebmkan menggunakan p m i p  jual- 

beli, yang diistilahkan dengan Murabahah. Dalam ha1 ini, bank syariah 

akan membeli mobil yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian 

menjualnya lag kepada Anda. 'hpi, karena bank symah menalangmya 

dulu, maka pada saat menjual kepada Anda, harganya sedikit lebih 

mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk 

keuntungan bank syamh sudah dmpakah di depan, maka nila cicllan 

yang hams Anda bayarkan relatif lebih tetap. 

> Salam 

,%lam adalah transaksi jual beli di mana barang yang dipequalbelrkan 

belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran 

dilakukan secara tunai. 

lstirhm 

I,sti.shna adala. trasaksi jual beli yang mirip salam tetapi pembayarannya 

dapat dilakukan dalam beberapa kali (termin) pembayaran. 

b. Akad Sewa (~uruh) 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan mahat. Pada 

prinsipnya, ijarah sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek 

tr-inya Jlka pada jual beh objek transakslnya adalah barang, maka pada 

ijarah adalah jasa. 



c Akad Bagi Hasil (Syirkah /Profit-sharing) 

Prinsip bagi hasil memiliki karakteristik natural uncertainty contract, 

yang berarti kontrak dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan 

yang akan diterima, melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang aka- diterirna 

sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung 

pada keuntunpn nsaha. ~ r in ' s i~  ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank 

syariah dengan tnenggunakan dam yang dimohon untuk usaha produktif. Produk 

pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah musyarakah dan 

mudharabah. 

> Mudhambah 

Mudhiuabah adalah bentuk spesifik dari musyarakah &lam produk 

pexbankan syariah Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau 

lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul ma!) mernpercayakan 

sejumlah uang kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian 

pembagian keuntungan. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh 

pernilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di 

pengeloh. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 

kelalian si pengelola, maka pengelola ham bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut. 

Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk- 

produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al- 



mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi 

pembiayaan, mudharabuh diterapkan untuk: pembiayaan modal ke ja. 

Dengan menempatkan dana dalam prinsip mudharabah, pemilik 

dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, 

melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk 

tabungan berkisar 55 -56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh 

bank. Dala~n ha1 bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 

11-12 persen. 

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang 

membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan 

permohonan untuk pembiayaan bagi hai l  seperti mudharabah. Caranya 

dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan 

diperoleh oleh nasabah dar~ proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 

juta diperoleh pendapatan Rp.5 judbulan. Dari pendapatan tersebut harus 

disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja 

Rp.2 juta. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan 

kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen 

untuk bank. 

> M u s y d a h  

Musyarakah maupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. 

Transaksi musyarakah dilandasi keinginan para pihak yang bekerja sama 

untuk meningkatkan nilai aset secara bersama-sama. 



Dalam sistem ini te rjadi ke j a  sama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan 

kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank 

konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkrit, bila Anda 

memiliki usaha dan ingin mendapatkan tarnbahan modal, h d a  bisa 

menggunakan produk mu.~yarakuh ini. Inti dari pola ini adalah, bank 

syariah dan Anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal 

yang kernudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah 

akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan 

yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti 

ini mirip dengan kredit modal ke ja 

d. Akad Pelengkap 

Prinsip pelengkap dalam bank syariah pada dasarnya adalah prinsip 

tabaru' (kebaikan). Jadi, tidak ada keuntungan yang disepakati pada kontrak 

perjanjian Transaksi tidak berrnotifkan keuntungan, tetapi diperbolehkan 

mengenakan biaya administrasi. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip 

pelengkap adalah hiwalah, rihanah (sadad, ear& (pinjaman uang), clan 

wakdah. 

- Hiwalah (alih utang piutang), bertujuan untuk membantu supplier 

mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank 

mendapatkan ganti biaya atas jasa pernindahan piutang. 



- Rahn (gadai), bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran 

kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang 

akan digadaikan hams mempunyai kriteria, yaitu: milik nasabah 

sendiri, jenis ukuran, sifit, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai 

nil pasar, dan dapat dikuasai tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh 

bank. 

- Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam Perbankan 

Syariah biasanya dalam hal: pinjaman talangan haji, pinjaman tunai 

dari produk kartu kredit syanah, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan 

sebagai pinjaman kepada pengurus bank. 

- WaRalah (perwakilan), aplikasi yang terjadi apabila nasabah 

melakukan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan LIC, inkaso dan transfer. 

B. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (JOINT KENTURE PROFIT 

SHA MNG) 

1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil 

1.a. Dasar Filosotis Akad Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil 

Doktrin dalam syariah Islam mengatakan bahwa bunga bank adalah 

haram karena bunga bank termasuk riba4' Doktrin tersebut diperkuat dengan 

fatwa MU1 tentang Riba, yang melarang semua jenis muamalah 1 trankasaksi yang 

mengandung unsur riba, termasuk bank konvensional yang masih meneraplcan 

4' Dalam Al-Qur an surat ACBaqarah ayat 208. 



sistem b ~ n ~ a . 4 ~  Berdasarkan hal tersebut, umat Islam memerlukan altenatif 

operasional perbankan yang berdasarkan syan'ah sebagai solusi menghrndari riba 

tersebut. 

Pemahaman di atas merupakan ide dasar munculnya sistem 

pembiayaan berdasarkan syariah. Teknik-teknik finansial yang dikembangkan 

dalam perbankan syariah adalah tehnik-tehnik finansial yang tidak didasarkan 

bunga, tetapi didasarkan pada proflt and loss sharing principle (PLS).~~ Prinsip 

utama yang dianut oleh bank Islam adalah : 

a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. 

b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan 

keuntungan yang sah menurut syariat clan memberikan &at. 

Perbankan tanpa bunga sebagai lembaga intermediasi mulai diakui 

dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang aturan 

pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang 

Bank b e r h k a n  Prinsip Bagi ~ a s i l . ~  Dengan adanya UUP, landasan hukum 

operasional bank syariah lebih jelas dan lebih luas dalam pengembangan bank 

tanpa bunga yang disebut Bank berdasahn prinsip ~ ~ a r i a h . 4 ~  Hal ini dapat dilihat 

dalam pasal 6 huruf (m) UUP yang menyatakan Usaha bank mum meliputi: 

" Kepuhan F ~ C  Majelis- Wlm Indonesia Nomr 1 Ghun 2004 tentag bungs 
(inferesr/la&h). 

43 Sutm Remi Syahdeni, op.cit., hlm. 25. 
Ibid, hlm 219. Gernala Dewi, Aspckapk  H u b  dalam P e r b e  O p i t .  hlrn 

169. 
45 Bid 



menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank ~ndonesia.~~ 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakuka~l sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah diren~anakan.~~ Pasal 1 ayat (12) UUP menyatakan: 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi ha~il.~'  

Pengertian prinsip syariah berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil 

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain 

untuk pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan ~ ~ a r i a h . ~ ~  

Pembiayaan yang dilakukan bank syariah bempa transaksi bagi hasil 

dalam bentuk mudharabah dan r n u . ~ ~ a m k . h . ~ ~  Secara makro, pembiayaan 

bertujuan ~ n t u k : ~ '  

46 Ibid, 
47 Muhamad, iihnajemen Pembiuyaan Bunk Spriuh, Unit Penerbit dan Percetakan 

(UPP) AMP YKPN, Yogyahcta, 2005, hlm 17. 
48 Gemala Dewi, Aspekaspek H u h  dulum Perhunkan, Op. cit. hlm 170-17 1 
49 Ibid, lihat juga UUP, LN tallun 19% No. 182, TLN No. 3790, ps 1 ayat (13). 
50 Peraturan Bank Indonesia, Nomor 8/21/PBU2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva 

Produktif Bank Umum yang Melalrsanw Kegialan Usaha Bedasarkan Prinsip Syariah, ps I ayat 
(4) huruf a 



1) Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses 

ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan 

usaha membutuhkan dam tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh 

untuk melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana 

menyalurkan kepada pihak minus dam, sehingga dapat tergulirkan. 

3) Meningkatkan produktivitas, artinya : adanya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. 

Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. 

4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor 

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut 

akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka 

lapangan kerja baru. 

5 )  Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu 

melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari 

hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. 

Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan. Dalam praktek 

perbankan syariah, mudharabah lebih cocok digunakan dibandingkan 

dengan musyarakah. Musyarakah hanya cocok untuk bank apabila bank 

t a e b u t  berfungsi sebagai bank partisipan yang aktif dalam menjalankan 

AfiAur Rahmm, Doktrin Eb-. Evbm,  Dana BaM W&af, Jogjahta, 1995, hlm 
436. Sutan Remi Syahdeni, op.cii~. hlm 112 



bisnis. Bagi bank, ha1 tersebut tidak praktis dan merupakan tindakan 

pemborosan. Mudharabah dan mu.yarakah bukan hanya cocok dengan 

bank syariah, namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan modal 

kepada individu atau kelo~npok yang ingin b e r u ~ a h a . ~ ~  

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank 

syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat menerapkan sistem restricted 

inve.sfment account, yang bertujuan agar bank dapat menerapkan prinsip kehati- 

hatian bank, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUP terhadap nasabah pengelola 

d z ~ n a . ~ ~  Hal ini karena sebagian besar dana yang digunakan bank dalam 

pembiayaan berasal dari dana masyarakat (dana pihak ketiga).54 Perwujudan 

prinsip kehati-hatian tersebut diatur dalam rambu-rarnbu kesehatan sebagaimana 

diatur pada pasal 8 jo 29 UUP." Pada pasal 8 ayat (1) UUP mengatur bahwa: 

Dalam rnemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank 

umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas 

itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dirnaksud sesuai dengan yang 

dipejanjikan. Pada pasal29 ayat (3) UUP diatur bahwa Dalam memberikan kredit 

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha 

lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugrkan bank clan 

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank diperjanjikan. 

52 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bakti Wakaf, Jogjakarta, 1995, hlm 
436. 

S3~y.&i, Radmral Thjuuult Yuridis Teriruiup Perhukw~ spuriLbr, l~rl'jJ/ww~.pikirzu~- 
rakyatcodceta1;/2005/0305/21/0802.hlm. 

54 Trisadini Prasastinah Usanti, Penangunan Pembiayaan Bermalah a2 Bank Syariah, 
Jwidika,, Vol. 19 No. 1, Januari-Pebrunri 2004, hlm 38-39. 

" Ibid. 



Bank syariah dalam menjalankan usahanya hams sesuai dengan rambu-rambu 

kesehatan agar tetap eksis keberadaannya. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh 

bank syariah tidak lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat, yang akan 

berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank ~yariah.'~ 

Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh bank 

syariah tidak akan lepas dari tahapan-tahapan seperti halnya proses pemberian 

kredit oleh bank konvensional. Ada 4 (empat) tahapan yaitu sebagai berik~t:'~ 

1) Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank 

mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon pengelola dana, ini 

disebut tahap analisa pembiayaan. 

2) Tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank dan kemudian 

penuangan keputusan kedalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya 

pengdcatan agunan untuk pembiayaan yang dibenkan ini. Tahap ini disebut 

tahap dokumentasi pembiayaan. 

3) Tahap setelah pe rjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak 

clan dokumentasi penghtan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta 

selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah pengelola dana sampai jangka 

waktu pembiayaan belurn berakhir. Tahap ini disebut tahap pengawasan ctan 

pengamanan pembiayaan. 

4 )  Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah, yaitu tahapan penyelamatan 

dan penagrhan pembiayaan. Tahap (I), (2) dan (3) adalah tahap-tahap 

preventif atau tahap-tahap pencegahan bagi bank agar pembiayaan tidak jadi 

Bid, hlm 39 
57 Ibid. lihat Muhammad Syafi'i Antonio, Bunk Spriah, Op.cit, hlm. 171. lihat juga, 

Chatamarcasjid, H u b  Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 68-71. 



bermasalah, sedangkan tahap (4)  represif setelah pembiayaan menjadi 

bermasalah. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi 

pembiayaan di bank syariah, sebab dari analisa pembiayaan bank syariah 

dapat mengukur tingkat kemungkinan pembiayaan tersebut akan mengalami 

kegagalan. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di 

bank syariah, dimaksudkan ~ntuk:~ '  

> Menilai kelayakan usaha calon peminjam. 

> Menekan risiko akibat tidak terbayamya pembiayaan. 

> Menghitung kebutuhan pembiayan yang layak. 

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus 

diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis 

pembiayaan59 Secara mum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip 

5C ( 7 % ~  Five C s Principles of Credit Analysis), yaitu:60 

1 ) Characzer, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. 

2) Capaciv, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 

mengembalikan pembiayaan yang diambil. 

3) Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan 

4)  Collaleml, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah 

pembiayaan kepada bank. 

5 )  Condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. 

" M u h m m d  Syd9i,  op.Cii., hlm. 59. 
59 Ibid, hlm 60 

Ibid 



Selain prinsip 5 C juga terdapat prinsip 5  P dan 3 R Prinsip 5  P terdiri atas?' 

1) Pariy, yaitu adanya para pihak, yaitu mudharib dun shahibul maal. 

Merupakan titik sentral dalam setiap pemberian pembiayaan. 

2 )  Purpose, yaitu tujuan dari pemberian pembiayaan juga sangat penting 

diketahui oleh pihak shahibul maal. Apakah pembiayaan tersebut digunakan 

untuk tujuan positif yang dapat menaikkan pendapatan perusahaan calon 

mdhurih dan apakah pembiayaan tersebut benar-benar diperuntukan untuk 

tujuan seperti yang dipe janjikan dalam akad pembiayaan. 

3) Puyment, yaitu diperhatikan apakah sumber pembayaran pembiayaan dari 

calon m d a r i b  cukup tersedia clan cukup aman, sehingga diharapkan bahwa 

pembiayaan yang akan diluncurkan akan dapat dibayar kembali oleh calon 

m d a r i b  yang bersangkutan. 

4 )  Profitability, yaitu umur perolehan laba usaha calon mudharib penting pula 

dalam pemberian pembiayaan agar shahibul maal dapat mengetahui seberapa 

besar proyeksi keuntungan yang akan dikpat shahibul maal berdasarkaa 

nisbah yang telah disepakati clan apakah pendapatan perusahaan dapat 

menutupi pembayaran kembali pembiayaan. 

5 )  Proieciion, yaitu perlindungan terhadap pembiayaan oleh perusahaan 

m d a r i b  atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik penrsahaan. 

Sedangkan prinsip 3 R terdiri 

'' Mutlir F M y  , Hukurn Perkreditan Kontemprer, Cet. 2, Ed Rev, Citra Aditya Bakti, 
Bandung 2002, hlm 23. 

lbid 



1) Refums, merupakan hasil yang akan diperoleh oleh calon mudharib ketika 

pembiayaan telah dimanfaatkan nadnya. Hasil yang diperoleh tersebut 

mestinya dapat diantisipasi oleh calon mudharib di awal. 

2) Repayment, kemarnpuan membayar dari calon mudharib, kemampuan tersebut 

harus sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dari pembiayaan yang akan 

diberikan tersebut. 

3) Risk Bearing Ability, kemampuan calon mudharib untuk menanggung risiko 

dari pembiayaan yang diberikan. Tujuan analisis pembiayaan tersebut, untuk 

menyakinkan bank bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan 

dapat dipercaya serta tidak fiktif. 

Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa 

hal pokok, yaitu :63 

> Apakah objek pembiayaan halal atau haram? 

> Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? 

> Apakah proyek berkaitan dengan perhatan asusila? 

> Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? 

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan bank syariah hanya 

diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, 

dalarn artian pembiayaan tidak akan dl'berikan kepada usaha yang baru akan 

d i r i l i ~ . ~ ~  Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah harus dituangkan dalam 

bentuk pe janjian tertulis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalarn UUP pada Pasal 

8 ayat (2) clan Penjelasannya, yang dirumuskan sebagai berikut: Bank Umum 

63 Muhamad Syafi i Antonio, op. cif., hlm. 33. 
64 Trisdini Prasnstinah Usanti, Op.cit., hlm 40. 



wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, dan penjelasannya, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut: Pokok- 

pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat di antaranya 

Pernberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam 

bentuk perjanjian tertulis. Mengacu pada penjelasan pasal 8 ayat (2) UUP 

tersebut, maka dalam praktek perbankan pemberian pembiayaan wajib dituangkan 

dalam pe janjian pembiayaan secara tertulis, karena terkait dengan kgsinya 

sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. 

1.b. Perhitungan Bagi Hasil 

Musyarakah merupakan akad kerja sama atau pencarnpuran antara dua 

pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian 

menggunakan metode bagi untung (projit sharing) atau metode bagi pendapatan 

(net revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah 

d i ~ e ~ a k a t i . ~ ~  Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam 

perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:66 Proj?t Sharing dan Revenue 

Sl~aring. 

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. 

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah 

perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan 
- - 

65 Perahran Bank Indonesia Nomor 8/21/PBLl2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang 
Penilaian Kualitas Akiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 
Syariah, ps 1 ayat (5). Slam19 M'iyono, A k w ~ t m ~  A3rbzhn SjPtriuh, Jakarta : PT. Grasindo, 
Anggota Ikapi,2005, hlm. 57. Adiwarman Karim, Bunk Isiam: Op-at., hlm. 279. 

66 S o w  R i d ,  Kontrak M i r a b a h :  Pertnasalahan dan AlternutifSolmi, Jakarta: UM 
SyarifHidayatullah, hlm. 6. 



lebih besar dari biaya total (total ~osf ) .~ '  Dalam istilah lain, proflf sharing adalah 

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut6' Dalam proJit sharing, keuntungan yang didapat dari hasil usaha 

tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu 

atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Pada perbankan 

syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana ha1 ini 

dapat diartikan sebagai pembagian antara untung clan rugi dari pendapatan yang 

diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. 

Sistem proJit and lo.ss sharing dalam pelaksanaannya merupakan 

bentuk dari pe janjian ke jasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal 

(enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara 

keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mmdapat 

keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, 

dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama6' sesuai 

porsi masing-masing. 

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal 

investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak 

mendapatkan upahh i1  dari jerih payahnya atas kerja yang tdah dilakukannya. 

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian 

" Ibid, hlm 6. Cristopher Pass dan Byiln Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakark 
Erlangg~, 1W, Edisi ke-2 , hlm. 534. lihat juga John M. Echols dan Hassan Shadily, Kmus 
hggris IWPOwsiu, Jakarta : PT. Gramedia, 1W5, Cec ke21. 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah lB1, Konscp, Prduk dm Implcmcntasi 
Opcrional Bank m i  'ah, Jakarta : Djambah, 2001, hlm. 264. 

69 Murasa Sarkaniputra, Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 
Swat Tmggapan alas swat MUI, Jakarta, 29 April 2003. hlm. 3 



setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunk bisnis bisa 

negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan 

dikurangi biaya-biaya, dan no1 artinya antara pendapatan dan biaya menjadi 

balance. Keuntungan yang dibagkan adalah keuntungan bersih (net proJt) yang 

merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total 

70 revenue. 

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata 

yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk 

kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian.71 Revenue sharing berarti 

pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.72 

Revenue (penclapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang 

diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (good$ clan jasa-jasa 

(~ervices) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). 73 Dalam 

arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah 

out put yang dihasilkan dari kagiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau 

jasa dari suatu produksi tersebut." Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang 

terdiri dari total biaya (total cosl) dan laba @roJl). Laba bersih (net propl) 

merupakan laba kotor (gross profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, 

70 So- Rizal, op.cit., hlm 7 .  
John U EchoQ dan b a n  Shadily, op.cit. 

n ~ i d ,  hlm 7 
73 Cristopher Pass dan Bryan Lowes, op-cir. hlm 583. 
74 Murasa Sarkanipulra, op. cir 
'' Cristopher Pass dan Bryan Lowes, Op-cir., hlm 473 



Berdasarkan devinisi di atas dapat di arnbil kesimpulan bahwa arti 

revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil 

usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran 

atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang 

terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan 

total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya 

meliputi modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (proJit). 

Devinisi tersebut berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan. 

Yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga 

bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun 

titipan yang diberikan oleh bank.76 Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil 

yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva 

produktic yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini menrpakan selisih 

atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bankn 

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan 

istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total 

pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan 

Lebih jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perfiitungan bagi 

hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi 

dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan 

'' A k d  Yahya, Profit Distribution. ht tp~Cwu~.IfiWp.id.  
Trisadini Pramtinah Usanti, loc.cit. 

" Dewon Syari'ah Nasional, Himpunan F a m  Dewan Sprii'ah Nasioml Un& Lembaga 
Keuongan ,Cltnn"ah, Ed I ,  Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasiond-MU dengan 
Bank Indonesiq 2001, hlm 87 



dibagkan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan 

dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank7' 

Di dalam reveme terdapat unsm-unsur yang terdiri dari total biaya 

(total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor (gross 

prqfit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan." Pada 

umumnya dalam praktek, bank syariah mempergunakan Revenue Sharing, hal ini 

sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko penyelewengan yang mungkin 

dilakukan oleh pihak pengelola proyek atau usaha. 

2. Pembiayaan Musyarukuh dengan Sistem Bagi Hasil 

2.a. Pengertian Musyarakah 

Musyarakah secara etimologis berarti mencampur. Kata mu~yarakah 

berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari kata syarika (fi 'il madhi), yashruku 

(fi'il mudhari ') .yarikad.yirkatad.\yarikatan (masdarkata dasar), yang berarti 

mencarnpurkan dua bagian atau lebih sehingga satu bagian dengan bagian lainnya 

tidak dapat dibedakan lagi." Dalam kaitannya dengan ha1 ini, Musyarakah 

diartikan sebagai akad kerja sama atau pencampuran antara dm pihak atau lebih 

untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan 

resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja ~arna.'~ 

" Akmal Yahya, Profir Distribution. hrp / ! . i j bankgo . id .  
Ibid, . John M .  Echols dan Hassan Shadily, op.cir. hlm. 435. 
Ahrnad Warson, Kamus Al-Munawwir, lihat juga Abdurrahman A1 Jaziri, A1 Fiqh AIaa 

alMackahihulArba'ah. (Lebanon : Darul Fikri, IYM), Jilid 3, hlm. 63. 
82 M. Syafei Antonio, Bank S ' a h  .%am Pengenalan Umum, Jakartx Tozkia Institute 

dan B1, 1 W9) Cet. ke-I, h. 129. Latifa M.Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syari bh, 



Ulama Mazhab Hanafiyah mendefinisikan musyarakah sebagai akad 

di antara rekanan/partner pada modal dan profit, disebut juga sebagai ~yirkah al- 

aqad atau contractual partnership.83 Sedangkan Ulama Mazhab Shafi'iyah 

mendefinisikan musyarakah sebagai konfirmasi dari hak bersarna dari dua orang 

atau lebih terhadap sebuah properti atau disebut juga syirkah al-mu~kr~~ Ulama 

Mazhab Hanbali mendefinisikan musyarakah sebagai hak bersama dan 

kebebasan untuk menggunakan hak ter~but .~ '  Sedangkan U'lama Mazhab 

Malikiyah mendefiniskannya sebagai pemberian izin untuk bertransaksi, di mana 

setiap orang dari pada rekanan tersebut mendapat izin untuk melakukan transkasi 

dengan menggunaka properti bersama, sementara itu pada saat yang bersamaan 

masih memiliki hak untuk bertransaksi pada pihak lain dengan menggunakan 

properti yang sama.% 

Dari semua definisidehisi muslyarakah tersebut di atas, definisi dari 

Mazhab Hanafilah yang lebih bisa menjelaskan essensi dari transaksi modern 

mengenai kontrak kerjasama usaha/bisnis partnership, dimana bentuk 

kerjasarnanya adalah profit-and-loss-sharing (PLS). Pada sistem kerjasama PLS 

ini, untung dan rugi di tanggung bersama. 

Prinsip, Praktik Prospk, Terjendun Burlu~ Wirssubrata, Jitlurtcr: PT. Sersmbi l l k 1 1 ~  
Semesla, 2005, hlm. 69. Bambang Rianto Ruslam, Perbankan Syariah, (Pekanbaru : Mumtaz 
Cendikia Press, 2005),h 66. Sotiniyah Ghufron dkk (Penyunting), Konsep dan Implementasi 
Bank J w  'ah Renaisan, Jakmta, 2005, hlm. 43. S u m  Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, Op.cit, 
hlm. 57. Muhirmmad Synfi'i Antonio, BankJbriah, Op.cir, hlm. 77. 

" As-Sayyid Snabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid IlI, Daar Al-Kitaab Al-,,Arabiyi, Beirut, 1985, 
hlm. 354. 

SQ Wnhbah Az-Zuhaily, M-Eqhu M-Ishatnip wa Adllatuhu, Juz IV, Daar AI- 
Fikri,Dnmasbms, 1989, hlm 792. 

85 Ibid 
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Transaksi Musyarakah tersebut dilandasi adanya keinginan para pihak 

yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara 

bersama-sama memadukan seluruh sumber daya. Secara spesifik bentuk 

kontribusi dari pihak yang beke rja sama dapat berupa dana, barang perdagangan 

(trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), ketrampilan (skill), 

kepemilikan rumah, atau hak paten (intangible asset atau goodwill), kepercayaan 

(credit worhiness) dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan 

merangkum seluruh kombinasi dari bmtuk kontribusi masing-masing pihak 

dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. 

Sernua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah 

dan dikelola bersarna-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam 

menentukan kebijakan usaha yang dijalaninya oleh pelaksana proyek. Pemilik 

modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah mengikuti beberapa 

ketentuan seperti: tidak menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, tidak 

87 Sofuljyah Ghufron dkk. Op.ciir hlm. 213. lebih lanjut tentang bentuk-bentuk 
musyarakah lihat www.halalguide.innfcom 



menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal 

lainnnya, tidak memberi pinjaman kepada pihak lain, setiap pemilik modal berhak 

mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh plhak lain, setiap pernilik modal 

dianggap mengakhiri ke jasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal 

dunia, menjadi tidak cakap hukum." 

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu 

proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, 

sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Proyek yang akan 

dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah 

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk 

banks9 Musyarakah memiliki beberapa Ketentuan, antara lain: 

a. Pemyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalarn mengadakan kontrak (akad). 

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal 

berikuk: 

- Setiap mitra hams menyediakan dana dan pekerjaan. 

- Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses 

bisais normal. 

- Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola 

aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan 

88 Muhammad Firdaus, Sofmiah Gufroq Konsep Dan Implimentasi Bank Syariah, 
(Jakmta: Renaissn Anggota lkapi, 2005), hlm 43. 

P9 Dilitdip dari Team PKES, Buku Saku Pcrfmnknn @miah, Jakarta: PKES, 2007 



aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa 

melakukan kelalaian yang disengaja 

- Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 

- Objek akad adalah modal, kerja, keuntungan dan kerugian. 

Selain itu, Pengelola modal yang dipercaya untuk menjalankan 

proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan sebagai berikut : 

a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. 

b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal 

lainny a. 

c. Memberi pinjaman kepada pihak lain. 

d. Setiap pemilik modal dianggap men- ke jasama apabila: 

> Menarik diri dari perserikatan 

P Meninggal dunia. 

> Menjadi tidak cakap hokum. 

e. Biaya yang tirnbul dalarn pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek hams 

diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan 

kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. 

f. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek 

selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersarna bagi hasil yang telah 

disepakati untuk bank. 



Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan modal, antara lain:¶' 

a. Kontribusi modal dapat berbentuk tunai, emas,perak atau benda lain yang 

nilai nya sama dengan tunai,emas atau perak. Jumhur Ulama telah sepakat 

akan hal ini dan tidak ada perdebatan mengenai modal untuk aqad 

musyarakah ini. 

b. Modal dapat berbentuk komoditi, properti atau equipment, dapat pula 

berbentuk intangible right atau trademark, dan hak yang serupa dengan 

catatan nilai dalam bentuk tunai nya sama dengan yang sudah di sepakati di 

antara partnerlmitra bisnis. 

Para Ulama dari Mazhab Shafi'i dan Maliki mensyaratkan bahwa 

modal harus di campur agar tidak terjadinya perlakuan hak istimewa &lam 

pengelolalan bisnis diantara para mitra. Sedangkan para ulama Mazhab Hanafi 

tidak mensyaratkan kondisi ini apabila modal &lam bentuk tunai, sementara Para 

Ulama Mazhab Hanbali tidak menentukan keharusan untuk pencampuran modal. 

Ada beberapa syarat dan ketentuan dalam hal pembagian keuntungan 

dari akad Musyarakah: 

a. Proporsi proJilAaba diantara mitra harus disepakati bersama dirnuka dan 

dituangkan dalam akad. 



b. Profit rasio harm ditentukan berdasarkan hasil dari keuntungan yang nyata 

dan tidak harus tergantung dari besarnya modal yang telah diinvestasikan oleh 

masing-masing mitra bisnis. 

c. Tidak boleh dalam bentuk nilai yang pasti atau fuced amount tetapi h a w  

dalam bentuk persentase. 

Dalam pembagian profit hi, para Ulama dari Mazhab Maliki dan 

Shafi'i mempunyai pandangan bahwa sangatlah penting agar legalitas dari 

Musyarakah ini te jaga apabila pembagian profit sesuai dengan proporsi modal 

yang di setorkan, rnisalnya kalau modalrrya 30% maka pendapatan profitnya juga 

harus 30%. Narnun Para Ularna dari Mazhab Hanbali mempunyai pandangan 

yang berbeda, dimana mereka mengatakan bahwa rasio pendapatan keuntungan 

boleh saja berbeda persentasenya dari modal yang disetor, sepanjang ha1 itu 

disepakati b a a m a  oleh semua bisnis partnernya. 

Sernentara itu, para Ulama dari Mazhab Hanaii berpendapat bahwa 

rasio IabdproJit ratio boleh tidak sama dengan rasio modal pada kondisi yang 

normal. Apabila salah seorang bisnis partner mensyaratkan di dalam akad bahwa 

beliau tidak &an turut serta dalam mengelola bisnis tersebut, yang hanya akan 

menjadi sleeping partner dan hanya menyetorkan modal nya saja, maka bagian 

dari laba yang akan di dapat nya hanya sebatas proporsi modalnya 

sajalpersentasenya sesuai dengan modal yang di setorkan. 

Melihat beberapa ketentuan tersebut di atas, terlihat bahwa sistem 

pembiayaan musyarakah memiliki sistem yang sangat berbeda dengan sistem 



kredit modal ketja dalam bank konvensional, perbedaan tersebut dapat terlihat 

dalam beberapa hal, antara lain : 

1. Pada musyarakah, bank menanggung risiko ketidakpastian hasil karena harus 

menunggu kinerja usaha nasabah terlebih dahulu. Jika usaha menghasilkan 

keuntungan, maka bank akan menerima bagi hail  dari usaha tersebut, 

sebaliknya jika usaha mngalami kerugian, rnaka bank juga akan kuat 

menanggung kerugian tersebut. Sedangkan di bank konvensional ditetapkan 

bunga yang besarnya pasti tanpa harus tergantung kinerja usaha nasabah. 

Meskipun usaha nasabah sedang tunm ataupun naik, pendapatan bank 

konvensional tetap sama. 

2. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan di bank syariah 

menggunakan nisbah bagi hasil. 

3. Bank konvensional tidak peduli kinbqa usaha nasabah, sedangkan bank 

syariah sangat tergantung kinerja usaha nasabah. 

Berdasarkan beberapa literatur fiqh klasik, akad pernbiayaan 

musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain :91 

a. Para pihak yang bersyirkah. 

b. Porsi kerjasama. 

c. ProyeMusaha (masyru ') 

d. Ijab qabul (sighat). 

e. Modal dan kerja (Subject matter) 

f. Nisbah bagi hasil 

Wahbah Az-Zuhaily, Op.cir., halaman 796-805. Ibid, hlm 798-800. Gemala Dewi 
dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 51. 



2.b Dasar Hukum Musyarakah 

1 )  Al-Qur'an 

Sumber legitimasi Al-Qur'an tentang musyarakah adalah : 

I Surat An-Nisa : 12" 

"Dan hag-imu (vuami-suamg seperha dari harta yang 
ditingulkun oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyui 
anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu 
mendapt seperempat dari harta yang ditinggalkannya se.wdah 
dipei~uhi wosiat ym~g m e x h  huat atau (dun) seduah dibayar 
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika h u  tictak mempunyai anak. jika h u  mempunyai 
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan sesudah Jipenuhi wasiat yang kamu bwt  atau 
(dm) se.ludah dibayar hutang-htangmu. jika seseorang mati, baik 
laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dm 
tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki- 
laki (veihu saja) atau seorang saudara perempuan (seihu saja), 
Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 
harta. tetapi jika saudara-s&ra seibu itu lebih dari seorang, 
Adctko mezy~kn hcrsek~ctlc clolnm ymg sepertigo it~c, ses~ednh 
dipenuhi wasiat yang dibwt olehnya atau sesudah dibayar 
hutanpya &ngm tictak memheri mudharat (kepacta ahli waris). 

I Surat A1 Maidah, ayat 2: 

"Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 
tag wa ". 

Maksud dari pada ayat ini adalah Allah SWT telah berfjrman agar 

manusia saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan 

yang baik, dengan kata lain Mu.syarakah adalah sebuah bentuk usaha atas dasar 

saling tolong-menolong antara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan 

Departemen Agama Rl., Yayasan Penyeienggara Penerjernah Al-Qur'an, A-@'an 
dm Teyemahnp, PT. Korya Toha Putm Sernarang, 1W5, halaman 117. 



profitllaba, oleh sebab itu Prinsip dari musyarakah ini sangat dianjurkan dalam 

agama Islam. 

> Surat Al-Sud ayat 24 : 

' clan sesungguhnya kehanyakan dun' orang-orang yang herserikat 
itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, 
kecuali kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
yang .saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ". 

Penggalan dari ayat Al-Qur'an ini mendukung keberadaan prinsip dari 

pada mu.syarakah, dirnana setiap partner dalam bisnis haruslah mempunya akhlak 

yang baik pada saat melakukan usaha bisnisnya. 

Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadist qudsi bersabda 

bahwa Allah telah b e h a n :  

Dari Abu Hurairah, Ramlullah saw. bersabda "se.swngguhnya 
Allah Azza wa Jalla he$rman . iAku pihak ketiga &ri ciua orang 
yang bcmrikat .wJcuna .whh snadya #id& mcstghion~ti 
lainnya. "'(HR Abu Dawud no.2936, &km kitab al-buyu dan 
h a ~ i i n ) . ~ ~  

Hadist ini memberikan indikasi babwa Allah akan selalu menjaga setiap 

bisnis partner beserta usaha/bisnis bersama mereka. Untuk itu setiap Muslim 

dianjurkan untuk dapat melakukan kejasarna bisnis, dengan catatan setiap 

mitralprtner adalah orang yang jujur dan menghormati hak masing-masing dari 

para mitra bisnisnya. 

93 A] Bani Nashimaddin, Ringban  Shahihhhlim, Gemini, Jakarta : 2005, hlm. 412. 



3) Ijma' 

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughnt, telah berkata, " kaum 

muslimin telah berkonsensus terhadap. legitimasi musyarakah secara global 

walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen d a r i r ~ ~ a . " ~ ~  

2.c. Jenis-jenis Musyarakah 

Syirkah terdiri dari dua jenis, yaitu syirkah a1 milk dan syirkah 

~ l u q d . . ' ~  Syirkah a1 milk adalah kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul 

apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama 

atas suatu kekayaan, syirkah ini tercipta karena warisan danlatau wasiat.9~ 

Sedangkan syirkah a1 uqud adalah syirkah yang dianggap kemitraan yang 

sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan 

untuk membuat suatu perjanjian, syirkah ini tercipta dengan cam kesepakatan, tiap 

orang dari mereka memberikan modal.dan sepakat berbagi untung dan rugis 

Syirkah al- uqud terdiri dari empat akad yaitu syirkah al-inan, syrikah 

mufmaghah, syirkah a maal, .lyirkah wjuh dan syirkah mua%arabah.% 

Para ulama berbeda pendapat tentang syirkah al-uqud. Ularna Mazhab 

Hanafiyah berpandangan bahwa ada empat jenis syirkah yang diperbolehkan, 

yaitu: syirkah inan, abdan, mudharabah dan ~ q j u h . 9 ~  Menurut Mazhab Maliki 

hanya ada 3 jenis syirkah yang sah, yaitu : syirkah inan, abdan, dan mudharabah. 

Mazhab Syafi'i, Zahiriah dan Imamiah berpendapat hanya ada 2 syirkah yang sah, 

yaitu : inan dan mudharubah. Mazhab Hanafi dan Zaidiah berpandangan ada 5 

94 Muhammad Syafi'i Antonio, Bmki%i@iah. Op.cit, hlrn. 91 
95 Ibid, Sutan Rerny Sjahdeini, Perbmkim Islam, 0p.cit. hlrn. 58. 
% Wahbah Az Zuhaili, A1 Fiyh a1 Islami wa Adillatuhu. 0p.Cit. hlm 796-801. 
97 Ibid. 



jenis .lyirkah yang sah, yaitu: syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh dan 

mufmadhah. 

Di bawah ini penjelasan tentang beberapa jenis akad pembiayaan 

musyarakah, antara lain :98 

a. Syirkah mu$awaahh, yaitu ke j a  sama atau percampuran dana antara dua pihak 

atau lebih dengan porsi dana yang sama. Syirkah mufawadah mengharuskan : 

- Keidentikan penyertaan modal dari setiap anggota. 

- Setiap anggota menjadi wakil atau kajl (guarantor) bagi partner lainnya. 

Untuk keaktifan semua anggota dalam pengelolaan usaha yang wajib. 

- Pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan atas besarnya modal 

masing-masing Karena ketatnya syarat-syarat bentuk syirkah ini, 

mufawadah hanya dapat diterapkan dalarn keenam produk usaha diatas 

kalau semua pihak aktif langsung dalam pengelolaan dan menyertakan 

dana rasio yang sama. 

Para Ulama dari Mazhab Hanafi mengatakan bahwa setiap partner 

d i n g  menjamdgaransi bagi partner yang lainnya. Para Ulama dari Mazhab 

Hanafi dan Zaidi memandang ini sebagai bentuk partnership yang legal. 

Sementara para ulama dari maz.hab Shafi'i dan Hanbali memandang bahwa 

yang dipahami oleh mazhab Hanafi adalah illegal dan tidak mendasar. Pada 

aplikasi modem, jenis syirkah ini dapat diimplementasikan sepanjang hak dan 

'' As-Sayyid Saabiq, Op.cit.. hlm 358-359 Baca juga Muhammad Sy&ii Antonio, 
Bank J w i  'ah Op.cit., hlm 92-93. 



kewajiban dari masing-masing partner disebutkan pada pejanjian kontrak 

ke jasamanya. Sesungguhnya syirkah jenis mufawadah sangat sulit 

diaplikasikan karena mulai dari modal, ke rja dan keahlian dari setiap partner 

dalam mengelola bisnis harus semuanya sama porsinya. 

b. Syirkuh Al- 'Inan, yaitu kerja sama atau percampuran dana antara dua pihak 

atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. Syirkah 'inan atau limited 

company mempunyai karakter sebagai berikut: 

- Besarnya modal anggota tidak harus sama. 

- Masing-masing setiap anggota mempunyai hak untuk aktif dalam 

pengelolaan usaha, ia juga dapat menggugurkan haknya. 

- Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing- 

masing, tetapi dapat pula atas dasar negosiasi. Hal ini diperkenankan 

karena adanya kemungkinan tambahan ke ja ,  atau penanggung resiko dari 

salah satu pil~ak. 

- Kerugian dan keuntungan sesuai dengan porsi modal. Jadi, syirkuh inan 

merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam 

dunia bisnis, ha1 ini karena sifatnya fleksible. Contoh syirkah 'Inan : PT. 

Bank, Koperasi, leasing, join venture, equity participation, special 

investment, descreasing participation dan letter of kredit. 

- Setiap mitra pada .syirkuh al-inan ini bertindak sebagai wakil daripada 

mitra yang lainnya dalam ha1 modal dan peke jaan yang dilakukan untuk 

keperluan transaksi bisnisnya. Setiap mitra tidak saling memberikan 



jaminan pada masing masing mitra bisnisnya. Akad m u s y a h h  ini tidak 

mengkat dan pada saat tertentu, setiap partnerlmitra bisnis berhak 

memutuskan untuk mengundurkan diri dan membatalkan kontrak 

ke rjasama ini dan menjual sahamnya kepada mitranya atau pihak yang lain 

yang bersedia menjadi mitra baru dari usaha bisnis tersebut. 

c. ,Virkah wujuh, yaitu kerja sama atau percampuran antara pihak pemilik dana 

dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Syirkah 

wujuh dinamakan demikian karma syirkah ini hanya mengandalkan wujuh 

(wibawa dan nama baik) para anggota, pembagian untung rugi dilakukan 

secara negosiasi diantara para anggota. Sesuai dengan pengertian diatas, 

syirkah wujuh dapat diterapkan dalam : 

- Suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam suatu perkongsian dan 

mendapat kepercayaan dari Bank untuk suatu proyek tertentu. Dalam 

kredit ini pihak debitur tidak menyedialcan kolateal atau apapun kecuali 

wujuh mereka. 

- Suatu perkongsian antara para pedagan yang membeli dengan kredit dan 

menjual dengan tunai. 

d. Syirkah 'abhn,  yaitu kerja sama atau percampuran tenaga atau 

profesionalisme antara dua pibak atau lebib (kerja sama profesi). Contoh 

perkongsian ini antara lain: - beberapa penjabit yang membuka toko jahit 

mengerjakan pesanan secara bersama - perkongsian antara insinyur lisb-ik, 

tukang kayu, piilata taman, toko bangunan dalam suatu kontrak pembangunan 

rumah. 



e. Syirkah Al-Mudharabah, yaitu kerja sama atu percampwan dana antara pihak 

pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga. 

2.d Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan 

Akad pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan Syariah 

dapat diaplikasikan dalam beberapa jenis usaha, antara lain:99 

a. Pembiayaan Proyek 

Al-musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana 

nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek 

tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut 

bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk bank di awal perjanjian (ijab- 

kabul). 

b. Modal Ventura 

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi &lam 

kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalarn skema modal 

ventura, yakni penanaman modal dilakukan oleh bank atau Lembaga 

Keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank 

melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham 

perusahaan, baik secara singkat maupun bertahap. 

99 L i h  Pmal 28 Swat Keptmmr Dimksi &rk flrdonesia Tentang Bank Umum 
Berharkrm Prinsip Spri 'ah, tanggal 12 Mei 1999. dan juga Pasal27 Surclt Keplrlusan Dircksi 
Bank Indonah Tentang Bank Perkrediun Rakpt (BY9 Berdasarkan Prinsip S'ri'ah, tanggal 
12 Mei 1999. Adiwannan Karim, Banklslam, 0p.cit.. hlm.231-252. 



c. Pembiayaan WC 

Musyamkah dapat pula digunakan untuk pembiayaan export atau import 

dengan menggunakan letter of credit atau WC. 

d. Modal Kerjalworking capital 

Musyamkah dapat digunakan juga untuk modal kerja sebuah usaha atau 

bisnis. 

Selain itu, pembiayaan musyarakah memiliki banyak manhat, di 

antaranya : 

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat 

keuntungan nasabah meningkat. 

b. Bank tidak berkewajiban manbayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah 

pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatadhasil usaha 

bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 

c. Pengembalian pokok pernbiayaan disesuaikan dengan cash flowlarus kas 

usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, 

aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil clan benar- 

benar terjadi itulah yang akan di bagikan. 

e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di 

mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga 

tetap berapa pun keuntungan yang di hasilkan nasabah, bahkan sekalipun 

merugi dan terjadi krisis ekonomi. 



C. PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH 

1. Penanganan Pembiayaan Bemasalah 

Bank syariah akan mengambil langkah-langkah penyelesaian 

pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali 

oleh bank, karena dana yang telah disalurkan pada nasabah pembiayaan adalah 

dana masyarakat telah yang mempercayakan pada bank syariah. Bank syariah 

sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut 

dengan baik."* Kebijakan bank syariah dalam mencegah dan atau menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah didasarkan pendekatan sebagai berikut:lO' 

a. Bersifht terbuka 

Bank tidak membiarkan atau menutupnutupi adanya pernbiayaan bermasalah. 

Bank hams transparan dan obyektif dalam menangani pembiayaan 

bermasalah. 

b. Ada analisa awal 

Bank hams mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah dan diduga 

akan menjadi pembiayaan bermasam 

c. Penanganan secara dini 

Penanganan pembiayaan bermasalah juga hams dilakukan secara dini, agar 

tidak berlarut-larut dan tidak terjadinya penumpukan masalah yang bias 

menyebabkan semakin ruwet. 



d. Tidak melakukan penyelesaian dengan cara plafondering 

Bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak melakukan 

penyelesaian dengan cara menambah plafon pembiayaan dari akumulasi 

tunggakan-tunggakan margin atau mengkapitalisasi tunggakan margin tersebut 

atau lazim dikenal pada bank konvensional sebagai praktek plafondering 

kredit. 

e. Tidak melakukan pengecualian 

Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah, khususnya untuk pembiayaan bermasalah kepada nasabahnasabah 

besar. Dalam ha1 bank syariah mengalami pembiayaan bermasalah maka 

upaya yang pertama kali dilakukan bank syariah adalah melakukan evaluasi 

ulang pembiayaan yang menyangkut beberapa aspek, ntara lain:lo2 Aspek 

manajemen, Aspek pernasaran, Aspek produksi, Aspek keuangan, Aspek 

yuridis, Aspek jaminan, Aspek nilai jaminan (melakukan retaksasi). 

Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan dimintakan opini legal, untuk 

penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan 

pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak 

ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menirnbulkan kerugian bagi 

bank.lo3 Banyaknya a t o r  yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, 

menjadikan bemacam-macam pula tin- bank dalam usaha menyelamatkan 

dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah Hal ini tergantung pada kondisi 

pembiayaan bemasalah tersebut. 



Dari hasil evaluasi ulang pembiayaan maka diadakan musyawarah 

terlebih dahulu, dasar upaya ini ialah firman Allah dalam Al-Qur an swat Ali 

Imran ayat 159 : Bermu.~yawarahlah &lam sesuatu urusan, setelah kamu 

memhulatkan tekad, maka hertakwalah k e p d a  Allah. Apabila nasabah kooperatif 

dan usahanya masih mempunyai prospek maka akan dil* upaya 

penyelamatan pembiayaan melalui proses restr~kturisasi.'~~ Sebaliknya bagi 

pembiayaan yang memiliki itikad tidak baik, maka dapat dilakukan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah. 

2. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 

Bank mempunyai banyak upaya untuk menyelamatkan pembiayaan 

yang bennasalah, salah satunya adalah Restrukturisasi. Restrukturisasi 

pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan 

penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kewajibannya dengan mengkuti ketentuan yang berlaku, yaitu fatwa DSN clan 

standar akuntasi keuangan yang berlaku bagi bank ~ ~ a r i a h . ' ~ ~  Kriteria nasabah 

pembiayaan yang dapat dilakukan restrukhuisasi pembiayaan oleh bank syariah 

adalah: lo6 

a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan 

kemampuan dalam pembayaran danlatau pemenuhan kewajibannya. 

'04 lbiu! 
'05 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBLl2/2006 tanggal 5 Oktober M06 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melolsanakan Kegiatan Usaha Berdasarh Prinsip 
Syariah, ~l ayat (31). 

Ibid, ps 46 ayat (2). Lihat pula Chahmarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasiml 
Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 76-77. 



b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban 

setelah restrukturisasi. 

c. Nasabah masih mempunyai itikad baik. 

Upaya restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara : '07 

a. Penjadwalan kembali pembiayaan (reschedulling). 

b. Menambah fasilitas pembiayaan 

c. Penyertaan modal sementara. 

Landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan, yaitu: 

a. Dalam Al-Qur an surat A1 Baqarah (2):276 : Allah memusnahkan riba dan 

menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap omng yang tetap 

&lam kekaJiran dan selalu berbuat dosa . 

b. Dalam Al-Qur an surat Al Baqarah (2):280: dun jika (orang berhutang itu) 

dalam kesukaran, maka berilah tan& .rampi dia berkelapgan. Dan 

menyedekahkan (~ebagian atau semua hutang;) itu lebih baik bagimu jika 

kamu mengetahui . 

c. Dalam Al-Qur an Surat Al Baqarah (2):286: Allah tidak membebani seseorang 

melainkan se~uai dengan kwnggqannya. Ia mendapat pahala (atas 

kebajikan) yang diusahakannya dim ia mc.&pat siksa (dad kejahatan) yang 

dikeqakannya. 

Upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah 

. . 
sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pelaksanaan dari upaya restdhmasi 

kredit yang diatur dalam Surat keputusan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/Dir 

lo' Trisadini Prasastinah Usanti, op.cir.. hlm. 42  



tanggal 12 November 1998, yaitu upaya yang dilakukan oleh bank untuk 

melancarkan kembali kredit, antara lain melalui :Io8 

a. Penurunan imbalan atau bagi hasil. 

b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil. 

c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. 

d. Perpanjangan jangka waktu kredit. 

e. Penambahan fasilitas pembiayaan. 

f Pengambil alih asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur. 

3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

3.1. Penyelesaian Melalui Jaminan 

Hal penting yang perlu disinggung adalah berkenaan dengan jaminan. Pasal 23 

ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Syariah danlatau UUS 

harus mempunyai keyakinan atas kernauan dan kemampuan calon Nasabah 

Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum 

Bank Syariah danlatau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima 

Fasilitas, dan pasal32 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bank Syariah danlatau UUS wajib 

melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, 

dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima ~as i l i t a s . '~~  

'OS Bid, hIm 49. 
log Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah 



Agunan merupakan salah satu kewajiban yang dipersyaratkan 

Undang-undang untuk diperjanjikan antara Bank dengan Nasabahnya dalam 

pembiayaan. Agunan sendiri ditetapkan menjadi 2 jenis, yang wajib serta agunan 

tambahan. Agunan wajib dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagh yang 

dibiayai dengan pembiayaan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang yang 

tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiaYai."' 

Dalam perspektif syariah, pengambilan jaminan diperkenankan."' 

Prinsip ltahn, dalam prakteknya biasa dipergunakan baik sebagai pe rjanjian untuk 

menggadaikan barang atau sebagai jaminan. Secara tradisional, pengecualian 

hanya ditentukan atas akad yang bersifat bagi hasil, yakni: Mudharabah clan 

Musyarakah. Artinya untuk Mudharabah dan Musyarakah, jaminan bagi 

pengembalian modal merupakan ha1 yang tidak sah. Narnun perkembangan di 

dalam praktek perbankan syariah, dan telah masuk ke dalam peraturan 

perundangan-undangan, jaminan bagi Mudharabah dan Musyarakah pun 

diperkenankan. 

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam akad 

mu.lycrrakah dan mwiharabah tidak perlu mensyaratkan agunan sebagai 

jaminan.ll2 Hal ini karena musyarakah dan mudharabah bukan bersifat hutang, 

melainkan bersifat kerjasama dengan jaminan kepercayaan antara shuhibul maul 

'I0 Chalamarrasjid Ais, Op.cii, hlm. 74. 
"' Ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 F a v a  DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat merninta jaminan. 
Begitupun dalanr PBI 7/4ii/PBlLZCK)S Pasd-6 hwufo untak Mndharabah clan-Pad8 hurufo untuk 
Musyarakah, menetapkan: Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko 
apnbila nnsnbah tidak dapat memenuhi Irewajiban sebagaimana dimuat ddam dad h e m  
kelalaian danlatau kecurangan. 

"2 Adiwarman A. Karim, op.cli., hlm. 208. 



dan pengelola untuk berbagi hasil."' Abu Hanifah dan Ahrnad membolehkan 

akad tersebut di mana pelaksanaan tidak bole11 melewati syarat-syarat yang 

ditentukan. Jika dilanggar, maka wajib menja~ninn~a."~ Hal ini merupakan 

konsekuensi logis dari akad mu.rycrrukuh dan mudharabah yang didasarkan 

adanya kepercayaan dari bank syariah (shahibul maal) kepada nasabah pengelola 

dana (mudharib) selaku pengemban amanah. ' l5 

Pada pembiayaan mudharabah, jaminannya adalah proyek yang 

diberikan pembiayaan tersebut. Jaminan tersebut me~nberikan keyakinan kepada 

bank bahwa nasabahnya mempunyai kemampuan mengembalikan pembiayaan 

yang didapatnya.'l6 Watak nasabah pengelola dana yang satu dengan yang lainnya 

tidak selalu sarna. Untuk menghmdari adanya moral hazard yang tirnbul dari 

nasabah pengelola dana selaku mudharib yang tidak arnanah, maka bank syariah 

selaku shahibul maal (mudharib fang memudharabahkan lagi) memerlukan 

jaminan tambahan yang bertujuan agar nasabah pengelola dana tidak melakukan 

kesalahan pengelolaan, kelalaian atau penyimpangan oleh pihak nasabah 

pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan yang 

mengakibatkan k e ~ u ~ i a n . " ~  Jaminan ini akan disita oleh bank syariah jika ternyata 

tirnbul kerugian akibat kesalahan pengelolaan, kelalaian atau penyimpangan oleh 

l 3  suian Remi SyaMeni, q c i f . ,  .Mm 34. 
Abd Shomad, A k d  Mudharabah LWmn Perbankan Spriah , Yuridika, Vol 16. No. 

4, Juli-A us 2001, hlm 368; 
@Adiwanmn A Karitn, op.cif., hlm 208. 
' I6  Abd Shomad et a]., Profit Loss Sharing Principb Dalam Hukum Ekonomi Islmn, 

Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universilas Airlanggq 2000, op.ciir hlm 35. "' Adiwarman A. Karim, opcit:. hlm 209 



pihak nasabah pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan 

penyalahgmaan.l l8 

Adanya agunan adalah untuk mengurangi risiko. Hal ini tercermin dari 

instrumen analisa yang dinamakan The Five C s Principles of Credit Analysis , 

yang salah satunya adalah collateral (agunan). Mengingat agunan, menjadi salah 

satu unsur jaminan pemberian pembiayaan yang bersifat ekonomis. Bersifat 

ekonomis disini, adalah apabila pihak pengelola tidak dapat melunasi hutangnya 

pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka agunsln berfungsi untuk 

memberikan hak dan kekuasaan kepada bank, guna mendapatkan pelunasan dari 

barang-barang agunan terseb~t.,~'~ Sehingga agunan merupaka. ha1 penting untuk 

diperhitungkan bagi bank karena agunan merupakan sumber pelunasan yang biasa 

disebut dengan second way out selain usaha nasabah yang menghasilkan 

pendapatan yang disebut jrst way out bilamana nasabah mengalami kegagalan 

pembiayaan syariah. Second way out benrpa jaminan tertentu atas suatu benda, 

apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda agunan yang 

dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hai l  penjualan atas benda tersebut 

sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Hal ini mengingat dana yang 

dipergunakan oleh bank syariah berasal dari dana masyarakat yang telah dititipkan 

pada bank, sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugkin bank dan kepentingan nasabahnya 

yang telah mempercayakan dananya. Selain itu juga adanya keharusan bagi setiap 

bank untuk terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat 

"'lbiti, hlm. 209 
"' Sutamo, Aspek Hukum Perkreditan pacjb Bank, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 94. 



padanya.'20 Sehingga mengenai agunan berlaku prinsip A1 Mashaalih A1 Mursalah 

yaitu mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan maslahat m u m  

selama tidak bertentangan dengan prinsip dalil, dan membawa pada kebaikan 

bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugkin orang atau pihak lain 

secara umum. 

Masalah barang agunan diatur dalam A1 Qur an pada swat A1 Baqarah 

ayat 283 : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah 1 jual beli tidak secara 

tunai), sedang kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang . Hadits Nabi dari Aisyah 

bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang 

Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. 

(HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i). 

Seseorang yang telah bangkrut, maka barang-barang yang telah 

dijadikan agunan berhak disita atau oleh : 

1. Orang yang punya hutang sendiri, sebab ia berhak dengan barangnya. 

2. Hakim, bila persoalannya telah sampai ke pengadilan.lZ1 Hal ini dinyatakan 

dalam sebuah hadits sebagai berikut: 

- Dari Ka ab bin Malik ra. bahwa Rasulullah SAW pernah menyita harta Mu 

az dan Rasulullah telah menjual harta itu untuk pembayaran utangnya 

yang ada (Riwayat Daruquhi clan Hakim). 

- Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda Siapapun yang 

bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si 

12' Trisadini Prasastinah Usanti, op.cit., hlm 45. lihat juga UUP, LN tahun 1998 
No. 182, TLN No. 3790, ps 29 ayat (3) beserta penjelasannya 

12' Bid, hlm. 50. 



muflis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya 

daripada orang lain. (HR Bukahari, Muslim, Tirrnidzi, Nasa I dan Ibnu 

Majah). 

Sehingga dari uraian tersebut bank syariah dapat meminta agunan atas 

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagaimana diatur pada pasal 8 

Undang-undang ~erbankan. '~~ Terhadap tambahan jaminan yang berupa agunan 

kebendaan bank dapat melakukan terlebih dahulu hal-ha1 sebagai be r ik~ t : ' ~~  1. 

Melakukan identifikasi terhadap jenis agunan; 2. Memeriksa kepemilikan 

anggunan tersebut serta dokumen agunan yang menyertainya; 3. Agunan tersebut 

tidak dalam pihak lain; 4. Kewajaran penhian agunan dengan pembiayaan yang 

diberikan 

Kesimpulan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah Bank Syariah 

dalam memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah diperkenankan 

mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana 

Nasabah: 

- Terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat clan 

kondisi akad; 

- Lalai; danlatau 

- Curang. 

Hal ini berarti, khusus untuk pembiayaan Mudmrabah dan 

Musyarakah, jaminan tidak b e h g s i  sebagai Second Way-Out, pengganti 

pengembalian modal yang ditanamkan Bank di usahafproyek Nasabah. Tetapi 

lZ2 Ibid, 
I" Meyviany N d o n ,  Tinjauan Hukum T e r f i p  Perjanjian Bagi Hasil Pembiqyarm 

Invatasi Puda Bank Umum Spriah , Penulisan H h  Universitas Gadjah Mada, 2003, hlm 116. 



sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian dan kecurangan Nasabah. Faktor 

analisis resiko inilah yang membedakan fungsi jaminan dalam pernbiayaan 

MudharabaMusyarakah dengan pembiayaan lain, terutama yang berbasis jual 

beli (Murabahah, ,!lam, Istjshna ') atau Kredit. Murabahah atau Kredit misalnya, 

bilamana pengembalian macet dengan alasan apapun, bank dapat memint. 

pengganti dana yang dikeluarkannya dengan pencairan jaminanlagunan. 

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan evaluasi 

ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki prospek usaha dan atau nasabah 

tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Sedangkan proses 

restrukturisasi tidak dapat dilakukan sehingga dilakukan penyelesaian melalui 

jaminan lewat:Iz4 

a. Eksekusi Agunan 

Jika nasabah sudah tidak mempunyai sumber-sumber lain untuk 

membayar kembali kewajibannya, maka akan dilakukan eksekusi agunan yang 

dikuasainya oleh bank. Disesuaikan dengan bentuk pengkatan terhadap benda 

agunau, yang diikat secara hak tanggungau, hipotik (untuk kapal laut t e r d a k  clan 

pesawat udara), gadai ataupun dengan fidusia. Bank mempunyai hak preferen 

terhadap pelunasan pembiayaan yang berswnber dari agunan yang telah dikuasai 

secara yuridis. Eksekusi terhadap agunan yang diikat dengan hak tanggungan 

dapat dilakukan dengan menjual melalui pelelangan umum. 

Hal ini berdasarkan Undang undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah 

'" Ibid hlm 49. 



pasal 6 yang menyatakan bahwa Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak 

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas 

kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasilpenjualan tersebut. 

Sedangkan untuk agunan yang diikat dengan jaminan fidusia maka 

eksekusi agunan dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 

1999 Pasal 29 ayat (1) : Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, 

eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

oleh Penerima Fidusia; 

b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan 

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi 

dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

Agunan yang diikat dengan gadai maka untuk eksekusi berlaku 

ketentuan pasal 1155 BW yang menyatakan: Bila oleh pihak-pihak yang berjanji 

tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi 

kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah 

dilakukan peringatan untuk pemenuhm janji dalam ha1 tidak ada ketentuan 

tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya 



di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan 

yang lazim berlaku, dengan tujuan agar utang itu dengan bunga dan biaya 

dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. 

Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang 

dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat 

itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang 

itu. Dan, untuk agunan yang diikat dengan hipotik, untuk eksekusinya maka 

berlaku pasal 1 178 BW jo 121 1 BW: 88 Segala pe rjanjian yang menentukan, 

bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang dihipotekkau 

itu sebagai miliknya, adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama, pada waktu 

penyerahan hipotek boleh mempersyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang 

pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak 

dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang 

terikat itu di muka urnurn, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah utang 

pokoknya maupun bunga clan biayanya. Perjanjian itu ham didaftarkan dalam 

daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara 

yang diperintahkan dalam pasal 12 1 1. 

Dalam ha1 penjualan sukarela, tunhitan untuk pembebasan tidak dapat 

diajukan, kecuali bila penjualan itu telah terjadi di depan umum menurut 

kebiasaan setempat, dan di hadapan pegawai mum, selanjutnya, para kreditur 

yang terdaftar perlu diberitahu tentang ha1 itu, selambatlambatnya tiga puluh hari 

sebelum barang yang bersangkutan ditunjuk si pembeli, dengan surat juru sita 



yang hams disampaikan di tempat-tempat tinggal yang telah dipilih oleh para 

kreditur itu pada waktu pendaftam. 

b. Offset Jaminan 

Pada praktek dalam bank syariah, penyelesaian melalui agunan jarang 

dilakukan melalui lelang, tetapi dengan off set jaminan yang sebelumnya telah 

diketahui oleh pemilik benda. Oflset jaminan adalah penyelesaian pembiayaan 

dengan melalui penyerahan jaminan dengan cara pembelian jaminan oleh bank. 

Off set dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia dengan suka rela 

untuk menjual jaminan kepada bank. Bank umum dapat mernbeli sebagian atau 

seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, upaya ini 

dilakukan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban 

nasabahnya, tetapi dengan catatan bahwa bank tidak diperbolehkan memiliki 

agunan yang dibelinya sehingga segera secepatnya dijual kembali agar hasil 

penjualan agunan dapat dirnanhtkan oleh bank.'25 

3.2. Hapus Buku Pembiayaan (Wriie Om 

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus 

buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban 

nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada na~abah. '~~ Hapus buku 

dilakukan jika penyertaan modal semen- bank syariah telah lewat masa 5 (lima) 

tahun. Penghapusan pernbiayaan hanya diperkenankan terhadap nasabah yang 

sudah dilaporkan masuk dalam kualitas aktiva produktif golongan macet pada 



Bank Indonesia, bagi nasabah macet yang belum dilaporkan ke Bank Indonesia 

tidak diperkenankan untuk masuk dalam d a k  penghapusan pembiayaan 

Kebijakan penghapusan pembiayaan nasabah hams didasarkan hasil putusan 

komite penyelesaian pembiayaan dari segi usaha dan kemampuan nasabah sudah 

tidak memungkmkan kembali. Penghapusan pembiayaan nasabah merupakan 

tindakan yang dapat dilakukan bank bilamana mengalami kesulitan yang dapat 

membalmyakan kelangsungan usahanyal" Penghapusan pembiayaan yang 

dilakukan oleh bank (penghapusan dalam neraca bank) tidak betarti pembiayaan 

tersebut menjadi tak tertagh, bank tetap mempunyai hak untuk menagh kembali 

dana yang pernah diberikan kepada nasabah tersebut mengingat perjanjian 

pembiayaan tidak menjadi hapus dengan tindakan bank tersebut, tunggakan 

kewajiban nasabah akan dicatat oleh bank dalam pos administratif yang ditagih 

kembali.'28 

4. Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Bermasalah 

Dalam suatu kontrak bisnis, biasanya sudah disepakati suatu kontrak 

perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara 

mereka. Usaha penyelesaian sengketa tersebut dapat diserahkan kepada badan 

atau forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Penyelesaian 

tersebut ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga yang melalui 

lembaga di luar Pengadilan. Yakni, penyelesaian sengketa dapat dilakukan 

melalui proses litigasi dan non litigasi, yaitu arbitrase (choice of foMm/choice of 

Ibid. hlrn 90 
Ibid. 



jurisdiclion), dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah ~ a s i o n a l . ' ~ ~  Di samping itu, 

dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang 

disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara 

mereka (choice of law). 

Di bawah ini beberapa penjelasan tentang jalur-jalur upaya 

penyelesaian sengketa akad pembiayaan. 

4.1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) 

Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai 

kitab fikih merupakan satu dokrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah 

untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan conditio sine quo 

non dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian 

bukalah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. 

Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada 

yang mengganggy tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala 

aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari 

kehidupan manusia. 

Pemikiran kebutuhan akan lembaga sulh (perdamaian) pada zaman 

modem ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, 

melainkan mdah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak 

dan populernya lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR). 

Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya 

dalam hulcum positit yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 



Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara 

positif mengenai perdamaian, maka segala ha1 yang berkaitan dengan perdamaian, 

baik yang masih dalam bentuk upaya, proses tehnis pelaksanaan hingga 

pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riel dan lebih 

spesifik dalam upaya negara mengaplisikan dan mensosialisasikan institusi 

perdamaian dalam sengketa bisnis. 

Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi 

kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya 

di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau 

penilaian para ahli. 

Menurut Suyud ~ a r ~ o n o , ' ~  kecenderungan memilih Alternutif 

Dispute Resolution (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas beberapa 

pertimbangan : Perfama. kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat 

yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase 

dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka 

mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya 

yakni dengan jalan kbitrase. 

Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase 

khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul 

arbitrase yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan menghti dengan klausul 

130 Suyud Margono, ADR Jan Arbilrase.Proses Pelembagaan dan Aspck H u h ,  Ghalia 
Indonesia: Jakarta, 2000, hlm 82. 



kemungkman pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak 

berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang 

diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh 

arbitrase BANI. Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR 

merupakan alternatif yang menguntungkan. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Ahitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian 

ahli. Undang-Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan- 

Di sini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk- 

bentuk ADR sebagai berikut : 

a. Konsultasi 

Black "s Dictionary, sebagaimana d h t i p  oleh Abdul manna dalam atrikelnya 

berjudul PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH ; SEBUAH 

KEWENANGAN BARU PERADILAN AGAMA memberi pengertiaa Konsultasi 

adalah "aktivitas kon.sultasi atau pendingan seperti klien dengan penusehat 

h~kurnnyd'.'~' Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang- 

: orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam 
3. 

prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai peadapatnya 

dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak 



dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat 

dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. 

b. Negosiasi 

Dalam Business Law, Prinsiples, Cases and Policy, yang disusun oleh 

Mark E. Roszkowski disebutkan : Negosiasi proses yang dilakukan oleh dua pihak 

dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu 

persetujuan secara kompromis dan memberikan k e l ~ n ~ ~ a r a n . ' ~ ~  Bentuk ADR 

seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi 

yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah 

ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau 

memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara 

damai. Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti 

perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilalrukan pada setiap saac baik sebelum 

proses persidangan (ligitasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat 

dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan 

mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di 

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah 

penandatangannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari teditung sejak 

pendafhamya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 



c. Konsiliasi 

Black "s Diclionary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penydesaian suatu 

sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang 

dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan den- maksud untuk 

menghindari proses legitasi.133 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi 

adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR, yaitu litigasi 

dan arbitrase. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR berbentuk Konsiliasi 

merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul d a h  proses pengadilan dan 

sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 185 1 KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sama dalam konsultasi dan negosiasi, yakni 30 hari terhitung setelah 

penandatangannya dan dilaksmkan dalam waktu 30 hari terhitung sejak 

pendafhamya. (Vide pasal6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). 

d. Pendapat atau Penilaian Ahli 

Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang- 

U n m g  ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk 

memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum 

tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan 

pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam pasall ayat 



8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah 

badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan 

mengenai sengketa tertentu, letnbaga tersebut juga dapat memberikan pendapat 

yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalarn ha1 belum timbul 

sengketa. 

4.2. Arbitrase (Tahkim) 

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan (out of c a r t  dispute seiIIemen1). Suatu lembaga arbitrase disebut juga 

dengan p e n m a n  swasta @rival court) karena kedudukannya yang bukan 

merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman ~~egara . '~~ Definisi arbitme menurut 

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat (1) bahwa Arbitrase adalah suatu cara 

penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 
0 

perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa. 

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah 

iahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama, secara etimologis berarti menjadikan 

seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya 

dengan pengertian menurut t e n n i n ~ l o ~ i s n ~ a ' ~ ~  Lembaga ini telah dikenal sejak 

m a n  pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang 

terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris clan hak-hak 

£ & r i d  Mi N~igmk4 P e n y e b b ~ i ~ ~ ~  &@tu P8rb- Syuridz MeMuP Pm& 
Agama dan Badan Arbitrase Jbriah Nmional . Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 
2006, h l n  50.95 

135 Suhartono, op.cif.. h. 4, diliutip dari A. Rahmat Rosyadi, Arbitrase dalam Perspekrv 
Islam dan H u h  Positijl Citm Aditya Bak&i, Bandung, 2002, hal. 43. 



lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang 

ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berseli~ih.'~ 

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam 

bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 

Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian 

atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya 

perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif yang dipahami dalarn 

pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang 

tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa 

arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak 

bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh 

para pihak tersebut. 

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan 

berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain: 

BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah 

persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan ,lrbitmse Syari "ah 

Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan 

Bank Syariwah, dan BANI (Badan Arbitrave Nasional Indonesia) yang khusus 

menyelesaikan sengketa bisnis non Islam. 

lbid dikutip dari NJ. Co$son, a History ofIsZqmic Edinb,mg: University Press, 
1W1, M. lh 'W jug% TiM P E N W S ~ ~ ~  ~AsVARNAS wL. D1 Y&YAKABTA, BIXU 
PLVZ" BADAN ARBlTRASE SYARLQH NAYIONAL, (Badan Arbitrase Syariah Nasional 
Perwalrilan DN, 2005, hlrn. 3. 



a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

Sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase 

dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi 

terhadap kontrak-kontrak yang di~aksaMkamya. Dalam kaitan hi, Indonesia yang 

merupakan bagian dari masyarakat dunk juga telah memiliki lembaga arbitrase 

dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI. 

Keberadaan BANI ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung 

dalam Kamar Dagang dan Industri (KADZN) yang didirikan pada tanggal 3 

Desember 1977. 

Adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa 

perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang 

bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan 

BANI di samping b e h g s i  menyelesaikan sengketa, ia juga &pat m e n d  

permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk 

memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang mengkat mengenai suatu 

persoalan. Oleh karena BANI dibentuk untuk kepentingan masyarakat Indonesia, 

maka BANI harus tunduk kepada hukurn Indonesia. 

Selama ini praktek arbitrase banyak diatur dalam HIR, khususnya pasal 

377 HIR yang menyebutkan bahwa arbitrase dibenarkan dalam penyelesaian 

sengketa yang terjadi antara para pihak dengan tetap berpedoman sebagaimana 

tersebut dalam buku ketiga Rv, dengan ha1 ini dapat diketahui bahwa secara 

yuridis formal hanya Rv yang diakui sebagai hukurn positif arbitrase, dan tertutup 



kemunglunan untuk memilih dan mempergunakan instirusi atau peratwan yang 

terdapat dalam Rv. Namun keberadaan BANI telah menerobos siht tertutup Rv 

tersebut dengan memberlakukan beberapa peraturan lain, diantaranya Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang meratifikasi ICSID dan KEPRES Nomor 34 

Tahun 1981 yang meratifikasi New York Convention 1059, sehingga ketentwn 

yang menentukan Rv sebagai satu-satunya aturan hukum yang mengatur arbitrase 

sudah dipakai lagi. Dengan demikian sejak berdirinya BANI dibolehkan 

mendirikan institusi arbitrase permanent yang dilengkapi oleh aturan-aturan yang 

dibuat oleh pemerintah dan DPR atau hak opsi mempergunakan aturan Rv atau 

aturan lainnya. 

Sebagaimana yang terdapat dalam ADR yang lain, tujuan didirikan 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian 

yang adil dan tepat &lam sengketa-sengketa perdata yang berkaitan dengan 

perdagangan, i n d d  dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun 

internasional. Selain ari itu, keberadaan BANI di samping menyelesaikan 

sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak 

dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang 

mengikat mengenai suatu persoalau. Meskipun ada perbedam yaug cukup 

signifikan dengan tugas-tugas pengadilan, tetapi proses ajudikasi BANI tetap 

berpedoman kepada perahmu prosedur secara khusus. Secara garis besar prosedur 

pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai berikut ini : 

1) Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk 

mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk. 



2) Apabila perjanjian arbitrase ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa 

akan diselesaikan melalui arbitrase, maka klausula tersebut dianggap telah 

mencukupi. Dengan ha1 tersebut Ketua BANI segera mengeluarkan perintah 

untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada sitermohon, 

disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi 

jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari. 

3) Majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan memeriksa sengketa mtara para pihak 

atas nama BANI dan menyelesaikan serta memutus sengketa. 

4) Bersarnaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak 

untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan 

selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, 

dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang 

kuasa dengan surat kuasa khusus. 

5) Terlebih dahulu majelis a h  mengusahakan tercapainya perdamaian antara 

kedua bela. pihak yang baengketa. Kedua belah pihak dipersilahkan untuk 

menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang oleh 

mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. 

6) Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya. 

7) Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua 

majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari 

sidang selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil. 



8) Biaya pelaksanaan (ehekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan 

peraturan bersama antara BANI dan Pengadilan Negeri yang bersengketa. 

9) Meskipun sudah ada putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, 

kebanyakan para pihak tidak puas terhadap putusan tersebut. Hal ini dapat 

diketahui bahwa sebagian besar perkara yang telah diputus oleh arbiter BANI 

rnasih tetap diajukan kepada Pengadilan secara litigasi. 

b. Badan Arbitrase Islam di Indonesia 

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan 

bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan 

ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di 

Indonesia. Pertemuan ini dirnotori Dewan Pimpinan MU1 berdasarkan keputusan 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MU1 pada tanggal 22 April 1992. Setelah 

mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali 

penyempumaau terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara 

akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase 

Muamalat Indonesia (BAMUI),'~~ dengan berbadan hukum Yayasan. Akte 

pendiriannya ditandatangani oleh Ketua Umum MU1 Bp KH. Hasan Basri dan 

Sekretaris Umum Bp. HS Prodjokusumo. 

Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah pertama : m e m b e h  

penye1esaia.n yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata 

yang timbul ddam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, 

13' Ibid, h. 5, & l i p  dari Warkum S d o ,  A m - h s  P e r b m h  I s h  & 
Lembagalembaga Terkuit ( B M ,  T a w 1  dhn Pasar Modal Syrtriah di Indonesia), Raja 
Grafmdo k Persada, Jakarta, 2004, hal. 167.96 



kedua : menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu 

perjanjian tanpa adanya suatu sengketa unhk memberikan suatu pendapat yang 

mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. 

Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis 

diantamnya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak 

terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

menjalankan tugasnya arbiter hams mengupayakan perdamaian semaksimal 

mungkin dan apabila usaha ini berhasil, maka arbiter membuat akta perdamaim 

dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi perdamaian 

tersebut. Jika perdamaian tidak berhasil maka arbiter akan meneruskan 

pemeriksaannya, dengan cara para pihak membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

mengajukan saksi-saksi atau mendengar pendapat para ahli dan sebelum 

mengajukan keterangannya ia harus disumpah terlebih dahulu. Azas pemeriksaan 

sidang arbitme bersifat tertutup dan azas ini tidak bersifat mutlak atau permanent, 

akan tetapi dapat dikesampingkan jika atas persetujuan kedua belah pihak setuju 

sidang dilaksamkan terbuka untuk umum. Kepentingan pemeriksaan secara 

teautup ini adalah menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan 

atau bisnis masing-masing para pihak. Putusan BAMUI bersifat final dan 

mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati putusan tersebut, 

para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya. Apabila ada 

para pihak yang tidak melaksanakan itu secara suka rela, maka putusan itu 

dijalankan menurut ketentuan yang diatur d a b  pasal 637 dan 639 Rv, yakni 



Pengadilan Negeri memiliki peranan yang penting dalam memberikan exequahrr 

bagi putusan arbitrase. 

Oleh karena itu, BAMUI haw menyesuaikan diri dengan tata hukum 

yang ada, khususnya jangkauan kewenangannya, karena sengketa yang diputus 

oleh BAMWI itu bukanlah perkara yang didalarnnya terrnuat campur tangan 

pemerintah atau bukan masalah-masalah yang berhubungan dengan NTCR, 

Wakaf dan Hibah sebagaimana tersebut d a b  pasal616 Rv. yang pada perkara 

ini ada Pengadilan yang mengurusnya 

Mengingat bahwa tidak semua masalah dapat dieksekusi oleh 

Pengadilan, maka BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian 

sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan perdagangan, industri, 

keuangan dan jasa yang dikelola secam ~slami.'~* Supaya putusan arbitrase 

BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka 

arbiter hams dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang 

bersengketa. 

Pada tahun 2002, BAMUI telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase 

Syariah Nasional (selanjutnya disingkat BASYARNAS) yang diputuskan rlalam 

Rakernas MU1 tahun 2002. Dengan mengalami perubahan pengurus dan bentuk 

dari yayasan menjadi badan di bawah MU1 dan merupakan perangkat organisasi 

MUI. Perubahan BAMUI menjadi Basyarnas tersebut dituangkan dalam SK MU1 

No. Kep-09/h4UI/XIV2003, tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter 



yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi ~ ~ a r i a h . ' ~ ~  

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berkedudukan di Jakarta dengan 

cabang atau perwalcilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Adapun 

dasar hukum pembentukan lembaga BASY ARNAS sebagai berikut : 

1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No, 30 Tahun 

1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, 

sedangkan lembaga ditrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan 

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase 

sebagimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sebelum Undang- 

Undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan, rnaka dasar hukum berlakunya 

ditrase adalah : a. Reglemen Acara Perdata (Rv.S,1847 : 52) Pasal 615 

sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S.1941 : 

44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura 

(RBg 3.1927 : 227) Pasal705. b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : Penjelasan Pasal3 ayat 

I. c. Yurisprudensi tetap Mahkarnah Agung RI. 

2) SK MU1 (Majelis llluma Indonesia) SK, Dewan Pimpinan MU1 No. Keg 

09/MUI/XIV2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah 

Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga 

hakam (arbitra~e syariah) satu-satunya di Indonesia yang b e m a g  

13' Ibid. 



memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang 

perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. 

3) Fatwa DSN-'MU1 Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ularna 

Indonesia (DSN-MUZ) perihal hubungan muamalah (perdala) senantiasa 

diakhiri dengan ketentuan : "Jika salah satu pihak tidak menunailcan 

kewajibamya atau jika terjadi perselisihan diantara keduabelah pihak, maka 

penyelesaiamya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah". (Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual 

Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 tentang 

Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan 

seterusnya). 

4) Pasal20 ayat (2) PBI 7/46/PBV2005, menyatakan bilamana musyawarah demi 

menyelesaikan sengketalperselisihan tidak tercapai, maka penyelesaian 

selanjutnya dapat dilakukan melalui altematif penyelesaian sengketa atau 

badan arbitrase syariah'. Frasa PBI tersebut, hemat penulis lebih baik, lebih 

adil dan mewakili perkembangan yang terjadi dalam bidang penyelesaian 

sengketa saat ini dan ke depan, dibanding dengan yang digunakan dalam 

ha-fa twa DSN. Hampir di semua fatwa DSN yang mengandung ketentuaa 

penyelesaian sengketa, kalimat yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya 
diselesaikan melalui "Badan Arbifrare Syariahn setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawamh 



Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang: 

1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang 

tirnbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang 

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh 

pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk 

menyerahkan penyelesaiannya kepada BASY ARN AS sesuai dengan Prosedur 

BASYARNAS. 

2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa 

adanya suatu sengketa mengenai persdan berkenaan dengan suatu perjanjian. 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai pemturan 

prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain : permohonan untuk 

mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, 

pembuktian clan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, 

perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusara, pelaksanaan 

putusan (eheku.si), biaya arbitrase. 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan 

Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MU1 merupakan lembaga hakam yang 

bebas, otonom dan independent, tidak boleh dicarnpuri oleh kekuasaan dan pihak- 

pihak manapun. Arbitrase memiliki c i r i d  khusus yang menjadi keunggulannya 

yaitu:140 

1) Prinsip otonomi para pihak, 

2) Priusip perjanjian Arbitrase dan wewenang arbitrase, 

'40 Harimurti Adi Nugroho, op.cit., hlm 51.97 



3) Prinsip Privat and conjdential, 

4) Prinsip Audi et Alteram Partem, 

5) Prinsip limitasi waktu proses ahitrase, 

6) Prinsip putusan berdasarkan atas hukum atau Ex Aequo et Bono, 

7) Priasip Disenting Opinion, 

8) Prinsip Firwl and binding, 

9) Prinsip religiusitas putusan arbitrase, 

10) Prinsip eksekutabilitas putusan arbitrase, 

11) Prinsip non intervensi pengadilan dan pengecualiannya, 

12) Prinsip PN sebagai supporting imrtitution terhadap putusan arbitrase. 

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS wajib didahului dengan 

adanya kesepakatan tertulis dari para pihak yang bersengketa sebagai bukti bahwa 

mereka telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada 

BAS YARN AS.'^'^^^ Perjanjian arbitrase tersebut dapat dibuat pada saat sebelum 

terjadi sengketa (Pactum de Compmmitendo), maupun setelah terjadi sengketa 

( A h  ~orn~rornis) . '~~ 

Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka para pihak akan terikat secara 

yuridis terhadap perjanjian tersebut (pacta swlt servanda) sesuai pasal 1338 BW. 

Menurut pasal 11 Undang-undang Nom& 30 Tahun 1999 adanya perjanjian 

arbitrase telah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa t aebu t  ke 

pengadilan, maka pengadilan secara ex Oficcio wajib menolak mengadili dengan 

menyatakan bahwa ia tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa. 

- 

14' Ibid, hlm. 63. 
14* aid 98 



Telah ditentukan juga bahwa pengadilan tidak akan melakukan campur 

tangan terhadap penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase 

terkecuali untuk hal-ha1 tertentu berkaitan dengan prinsip pengadilan sebagai 

supporting institution terhadap putusan art~itrase.'~~ Selain untuk menyelesaikan 

sengketa, BASYARNAS dapat pula menerima permohonan yang diajukan oleh 

para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat 

mengikat (binded advice) mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan 

pe janjian itu, sebagai contoh untuk mencegah penafsiran.'44 

43. Proses Litigasi Pengadilan 

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui Perdamaian dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) maupun secara ahitrase, akan 

diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Sempat terjadi perdebatan di M a g a i  

kalangan mengenai badan pemdilan mana yang benvenang menyelesaikan 

perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah, apakah menjadi kewenangan 

Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama Hal ini karena pada waktu itu belum 

ada undang-undang yang secara tegas mengatur ha1 tersebut, sehingga masing- 

masing mencari landasan hukurn yang tepat.'45 Hal ini muncul karena menurut 

ketentuan pasal 10 ayat ( I )  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, 

secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga 

143 &id, lrhn 66. 
Bid. 

14' Subtono, Pariufigma Penpzlesaian Sengketa Perbankan Swiah, 
hnp J/WWW.~~~~~~~.~~~~WART~KEWEKONOM~~OSYARIAWPARADIGMAI~OPENYELES 
AIAN/2OSENGKETAlzOPERBANKAN/2OSYARLpaf, hlm 1 1. 



peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan 

Peradilan Agama 

Ketegangan tersebut te jawab setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undailg-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, yakni kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan 

syariah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Lebih lanjut pembahasan 

tentang kompetensi absolut Peradilan Agama akan di bahas di bawah ini. 

D. SEJARAH PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA 

1. Sejarah Perkembangan Pengadilao Agama Pasca Kemerdekaan 

Pengadilan Agama merniliki sejarah perkembangan yang spesifik 

dalam sistem tata hukum dan peradilan nasional, baik dari sisi kelembagaan atau 

kedudukan, maupun kewenangan perkara yang hams ditanganinya, yakni 

eksistensi Pengadilan mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dari 

masa sebelum proklamasi sampai masa setelah kemerdekaan, bahkan sampa. era 

pasca reformasi. Pada bab I11 ini, Penulis akan membahas tentang perkembangan 

Pengadilan Agama pada masa setelah kemerdekaan sarnpai masa setelah era 

reformasi, dan terakhir tentang sengketa akad pembiayaan musyarakah pada 

Pengadilan Agama Purbalingga. 

Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 

tata aturan hukum di zaman Hindia Belanda, khususnya mengeoai Peradilan 

Agama masih tetap berlaku clan diwarisi oleh Pemerintah RI. Akan tetapi berdasar 



Penetapan Pemerintah No.5/SD/1946, pembinaan terhadap Badan Peradilan 

Agama yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman berpindah ke 

Depaxtemen 

Upaya untuk memasukkan Peradilan Agama menjadi satu dengan 

Peradilan Umum melalui Undang-undang No.19 Tahun 1948 tidak pernah 

terlaksana, karena Undang-undang tersebut tidak pemah dinyatakan kapan 

b e r b y a  sampai keluarnya Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 195 1 

Undang-undang Darurat tersebut menentukan bahwa Peradilan Swapraja dan 

Peradilan Adat dihapus, sedang Peradilan Agama yang merupakan bagian 

tersendiri dari Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat tidak turut dihapus dan 

dinyatakan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan ~emerintah.'~' 

Ketentuan tersebut baru direalisir melalui Peraturan Pemerintah No.29 

Tahun 1957 yang mula-mula hanya berW untuk Daerah Istimewa Aceb, akan 

tetapi PP tersebut kemudian dicabut dan pembentukan Pengadilan Agama seluruh 

daerah di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan direalisir dengan Peraturan 

Pemerintah No.45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan 

AgamafMahkamah Syari'yah di daerah luar Jawa dan Madura dan Kalimantan 

selatan. 149 

3 d  Aripk PER.431- AGAMA D M  GFNG4W ;REFORA.MSf H W  DI 
NDONESU, Jakarta : Kencana, 2008, hhn 267. Muchtac Zarkasyi, &jarah Perodilan Agama di 
Indonesia, makdah diirunpaib padn Pendidib dan Pelatihan Calon hakim A n g W  II1 di 
Mega Mendung, Bogor 12 Oktober - 22 Nopermbet 2008, hlm. 7. tihat juga Mubarak, 
M e m a h i  Lembaga Peradilan A p m ,  makalah kuliah. 

14' J d  Aripin, PERADILAN, Opj t ,  C, 270. 
l4 Muchfat Zarkasyi, Stjarah Peradiilon, op-cit hlm 7 .  

Zaini Ahmad Noeh, ,Wuah P s p e k l f  Sijarah Limbaga Idtmn & Indonesia: 
Bandung: Al-WmiS 1 9 ,  C, 40. 



Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 

1957 Menteri Agama membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan 

Pengadilan AgamalMahkamah Syari'yah Propinsi di daerahdaerah yang 

memerlukan Pembentukan Pengadilan AgamalMahkamah Syar'iyah dan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'yah didasarkan pada Penetapan Menteri 

Agama No.58 Tahun 1957, No.4 Tahun 1958, No.5 Tahun 1958, No25 Tahun 

1959, No.23 Tahun 1x0,  No.62 Tahun 1961, No.87 Tahun 1966, No.195 Tahun 

1968, dan No.34 Tahun 1972. Sementara itu s emi  Artikel 1 Stb.1882 No.152, di 

Jawa pun didirikan Pengadilan Agama di daerahdaerah yang memerlukan, antara 

lain dengan KMA No.91 Tahun 1961, No.4 Tahun 1967 dan No.90 Tahun 

1%7.I5O 

Kalau dengan UU No.19 Tahun 1948 Peradilan Agama akan dilebur 

ke dalarn Peradilan Umum, maka s e m i  dengan jiwa Dekrit Presiden tanggal 5 

Juli 1959 di masa orde Zama, melalui UU No. 19 Tahun 1964, eksistensi Peradilan 

Agama dimantapkan dan disejajarkan dengan lingkungan Peradilan Umum, 

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 7 Undang-undang tersebut. Di masa orde baru Undang-undang tersebut 

dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.14 Tahun 1970. Melalui rumusan 

Pasal 10 ayat (I) UU No.14 Tahun 1970 tersebut Peradilan Agama tetap berada 

dalarn kedudukan yang sederajat dengan lingkungan Peradilan yang lad5'  

Eksistensi Badan Peradilan Agama menjadi tambah mantap setelah 

keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinau, karena 

M* zarlrasyi, Sejmah Perartilan, Op~i t .  hlm 7. 
'" Ibid, hlm 8. 



badasarkan Pasal 63 ayat (1) Peradilan Agama diberi kewenangan untuk 

menyelesaikan sekitar 22 kasus perkawinan dari mereka yang beragama Islam. 

Hanya saja dalam pelaksanaannya ada perbedaan penafsiran antara M&kamah 

Agung dan Departernen Agama mengenai maksud Pasal 67 ayat (1) UU 

~erkawinan '~~  

Perbedaan penafsiran itu dapat diselesaikan melalui Panitia Ke jasama 

Mahkamah Agung dan Departemen Agama (disingkat Pangker Mahagam) yang 

dibentuk dengan SK Ketua Mahkamah Agung No.O4/KMA/1976 tanggal 16 

September 1976. Akan tetapi ternyata Panitia tersebut tidak menghasilkan 

kesepakatan apapun, kecuali pembentukan Cabang Mahkarnah Islam Tinggi di 

Bandung dan Surabaya melalui Keputusan Menteri Agama No.71 Tahun 1976.'~~ 

Mahkamah Agwg akhirnya melangkah sendiri dengan mengeluarkan 

Perahn-an Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 yang memberlakukan acara kasasi 

perdata dari Peradilan Umum terhadap putusan-putusan yang berasal dari 

Peradilan Agama. Hal tersebut menimbulkan konflik antara Direktorat Pembinaan 

Badan Peradilan Agama Islam dengan Mahkamah Agung. Permohonan kasasi 

terhadap putusan Peradilan Agama tidak dilayani oleh jajaran Peradilan Agama, 

sehingga yang bersangkutan akhirnya mengajukan permohonan kasasi sendiri 

langsung ke Mahkamah Agung, tanpa melalui Pengadilan Agama. Keadaan 

tersebut selesai setelah dirintis kernbali kerjasama Mahkamah Agung dan 



Departemen Agama melalui forum Raker bersama yang diadakan pada tanggal 29 

Mei 198 1 di Hotel Kantika Chandra ~akarta'" 

Penganglatan Tuada MAR1 U ldilag dan Raker Bersama 11 tanggal 18- 

19 Juni 1982 memantapkan hubungan kerja Mahkamah Agung dan Departemen 

Agama. Segala ha1 yang berkaitan dell* kepentingan Peradilan Agama dapat 

secara bersama diusahakan dan diatasi. Hasil Raker Bersama 11 tersebut kemudian 

dituangkan dalam 4 Surat Keputusan B a a m a  (SKB) Ketua Mahkamah Agung 

dan Menteri Agama yang ditanda tangani pada tanggal 7 Januari 1983. 

Berdasarkan SKI3 No. KMA/O04/SW1/1983 - No. 4 Tahun 1983 tentang Usaha 

Memperlancar Pengadaan Tenaga Hakim pada Peradilan Agama sejak tahm 1983 

telah dapat dimulai pendidikan calon hakirn Peradilan Agama melalui anggaran 

pembangunan yang berlangsung setiap tahun hingga saat ini."' 

Sejarah yang sangat monumental dan merubah wajah Peradilan 

Agama addah dapat diproses dan dihasilkannya RUU tentang P d i l a n  Agarna 

yang akhimya berhasil diperjuangkan menjadi Undang-undang No.7 Tahun 1989 

tentang Peradilan ~ ~ a r n a . ' ' ~  Apa yang dialami oleh Peradilan Agama saat itu 

adalah hasil usaha yang memakan w a h  cukup lama clan melelahkan. 

'Ulbid, 
" Ibid, him. 9. 

Permohom izin prakarsa RUU mengenai Peradilan Agarna diajukan oleh Menteri 
Agamn pada waklu itu KH Moeh Dahlnn d m p  surat tanggal 31 Agustus 1971, No. 
MA1Bl2.1971, yang mengernukakan pokok-pokok pikiran dan urgensi disusunnya Undang 
Undang mengenai Pedilan Agama. Undnng undnng mengenai Peradilan Agam diajukan untuk 
disusun dua RUU, yakni RUU tentang susunan dan Kemuasaan Badan Paradih Agnma, dan 
R W  tentang Acara Pendilan Agamn. Sum! tersebut disusuli terakhir dmgm s& Menteri 
Agamn, tanggal 19 Agustus 1972, No. MA128811975 dengan melampirkan kedun konsep di atas. 
Lihat Z u h  Sabrie (ed), Peradilon Amma di Iiad'ia : Sejarah Perkembangan Lembaga dan 
Proses Pembenhcknn Undang-wdongnyi, Jakarta : Departemen Agarna RI, Direktornt J e d e d  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Dirdiral  Pernbinaan Badan Peradilan A g q  1999, 
hlm. 36, dan juga Saenal Aripin, Peradzan, op.cir, hlm. 286. 



Keberhasilan itu telah menutupi segala pengorbanan yang terjadi di masa-masa 

sebelumnya. Sebuah perwujudan cita-cita yang sudah lebih dari satu abad 

didamba oleh kalanagn hakim-hakim dan umat Islam di Indonesia yang baru dapat 

diwujudkan setelall mengalami perjalanan yang sangat panjang tersebut. 

N a m q  masih ada satu ha1 yang menyebabkan k e g e m b h  bagi 

aparat Pengadilan Agama saat itu tidak mencapai klimaksnya, yaitu tidak 

berhasihya memperjuaugkan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 

menjadi Direktorat Jended walaupun Timnya sudah dibentuk melalui Keputusm 

Menteri Agama pada Tahun 1990. Keinginan itu baru terlaksana setelah 

Ditbinbapera masuk ke Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang No. 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Peran yang dilakukan oleh Departemen Agama berdasarkan Penetapan 

Pemerinta. No. 5lSDll945 hingga mencapai posisi seperti tersebut di atas telah 

berakhir setelah keluarnya Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Undang-undang 

tersebut mencabut dan m e n g g a n h  Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagai 

r e a l h i  dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan sekaligus 

mengakomodir kehendak Undang-undang No. 35 Tahun 1999 yang merubah 

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang dikenal dengan 

"Undang-undang Satu Atap Mahkamah Agung (one roofsystem) ".*57 

15' Sistem satu mp atau me roof sysl~m merupakan system dengan pembinan hhdap  
empat lingkunagn peradilan, yalrni peradilm umum, perdilan agarna, peradilan tata & Negara, 
dm perd ih  militer, secora teknis yustisid, administrasi, organisatoris, dm financial berada d 
tangnn Mahbmah Agurmg. Gngasan perjumgnn sistem tersebut berawal dari keiighum para 
hakim dalam MUNAS [KAHI di Ujmg Pandrmg pada tanggal 23 Oktober 1996, ymg 
menghasilh momerandum tentang "Perbaikan temadilp Kedudukan Kekuasaan r<ehaliman yang 
sesuai dengan Undang Undmg 1W5, yang bert juan untuk mewujudkan kekusaan kehakiman 
yang independent / mandiri dan tidak bercampur dmgan kekuasaan lainnya, dan kmudian 
disampaikan kepada pimpinan MPR RI / DPR RI, d m  Panitia penyusunan GBHN 1W. Lihat 



Penjelasan Umum alinea 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang tersebut pembinaan 

Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan 

Badan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah 

Agung. Khusus untuk badan Pemdilan Agama Penjelasan Umum tersebut 

selanjutnya menyatakan bahwa mengingat sejarah perkembangan Peradilan 

Agama yang spesifi &lam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan 

Peradilan Agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri 

Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Secara fisik pembinaan Badan Peradilan 

Agama oleh Departemen Agama yang telah berlangsung selama 58 tahun sejak 

tahun 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 5lSDl1946 tersebut telah 

berakhir pada tanggal 30 Juni 2004. Akan tetapi dalam hubungan emosional dan 

hal-ha1 yang berkaitan dengut pembinaan syari'ah badan peradilan agama tentu 

tidak dapat melepaskan diri dan harus selalu berhubungan dengan Depatemen 

Agama dan Majelis Ularna ~ndonesia.'~~ 

Perubahan dan pencabutan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 telah 

diikuti dengan perubahan Undang-Undang organiknya, yaitu Undang-undang No. 

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-undang No. 5 tahun 

2004, Undang-mdang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dengan 

Undang-mdang No. 8 Tahun 2004, dan Undang-mdang No.5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004. 

"M- Pemf dm KqmIuHc&jmn Fonrm Keadilaq 24Febmasi 1997, hh. 37, J d  
Pwaa?lm, op-cir, hlm 295, dan jugq Muhammad Asrun, Krisis Peradilan MahRamoh A s m g  di 
bawah khar to ,  ( J i h t x  Penerbit ESLAM, 2004). hlm 232. 

''' Muchfar Zarlrasyi, Scjmah Peradifan, opcvt, hlm. 11  



Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilakukan 

melalui Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR RI yang dibahas dan mendapat 

persetujuan bersama Pemerintah dan DPR RI dalam sidang Paripurna DPR RI tgl. 

2 1 Pebruari 2006 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 20 Maret 2006 menjadi 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.lS9 Sedang perubahan Undang-undang No. 3 1 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih dalam tahap pembahasan antara 

Pemerintah dan DPR RI. Kepala Biro Hukum Departemen Hankam, bahwa 

pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Pmdilan 

Militer sekarang ini hanya tinggal satu permasalaahan yang belum memperoleh 

kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI, yaitu yang menyangkut masalah 

koneksitas. '" 

2. Ekonomi Syariah sebagai Kompetensi Baru Pengadilan Agama 

Lembaga Peradilan Agama yang ada sekarang ini baru merasakan 

eksistensinya setelah di'bedakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Hal tersebut semakin diperkokoh setelah diubah 

terakhir dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006. Dengan adanya Undang 

Undang yang baru tersebut, kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama menjadi 

demikian berkembang, dan semakin jelas dan pasti.161 

Melalui Undang Undang tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 2 

Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa 

LN-RI Tahun 2006 Nomor 22, TIN-RI Nomor 461 1. Jaenat Aripin, Pcrodih Agwm, 
op..dt, hlm. 245. 

'@fid hlm 9. 
16' Ibid, hlm. 313. 



Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara peniafa &nkntu 

yang diatur dalam Undang Undang ini.'62 Dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 

1989 pasal 49 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan benvenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang- 

orang yang beragama Islam di bidang: I .  perkawinan; 2. kewarisan, wasiat dan 

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; 3. wakaf dan shadaqah 

Kemudian Undang Undang tembut diamandemen dengan Uadang 

Undang nomor 3 tahun 2006, yang disahkan pada tanggal 20 Maret 2006. 

Undang-Undang tersebut semkin memperluas wewenang kekuasaan Peradilan 

Agama. Dalam Undang Undang tersebut, telah ditetapkan sembilan bidang yang 

sekarang ini menjadi tugas Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal29 

Undang Undang nomor 3 tahun 2006, yang berbunyi sebagai berikut : "Peradilan 

Agarna bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. 

Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. 

Shadaqah, dan i. Ekonomi Sy'ariah 

Kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

di bidang ekonomi syariah merupakan kewenangan baru yang diberikan oleh 

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ini kepada Pengadilan Agama Yang 

16*  bid, hlm 230. 
K4PITA SELEKTA PERBANKAN SYARIAH, Pusdiklat Tekrus Pandilan Balitbnng 

Diklat Kumdil MA-XU, 2008, hlm 17-1 8. 



dimaksud dengin ekonomi syariah dalam undang-undang ini,IM sebagaimana 

terdapat dalam penjelasan pasal 1 angka 37 huruf (i) adalah perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: 

165 

1. Bank Syariah, 

2. Lembaga keuangan mikro syariah, 

3. Asuransi Syariah, 

5. Reksa dana syariah, 

6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, 

8. Pembiayaan syariah, 

10. Dana pensiun lembaga keuangan syiiriah, clan 

1 1. Bisnis syariah yang berkembang di Indonesia. 

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan antara orang-orang yang bemgama Islam adalah termasuk orang atau 

badan hukurn yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada 

hukum Islam mengenai hal-ha1 yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

sesuai ketentuan Pasal Sehingga seluruh nasabah lembaga keuangan dan 

IM Isfilah ini ditemukzm ddam P a d  49 Undang-Undang Nomor 3 Tohun 2006 hssil 
amatademen temadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan A p n  

16' AWul &Fur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Uhg-undang Nornor 
3 &hUn 2006 &?jarah, k&dl&h~edudukan, dan K w ~ I M ~ ~ M ) ) ,  YogydCiUh : UII Press, 2007, h h .  50. 

16' Penjelasan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, TLNRI 461 1, ps 1 angkn 37. 



lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha 

syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syamh, baik d a b  

pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaia. perselisihan.'67 

Dengan sebutan "perbuatan atau kegiatan usaha", maka yang menjadi 

kewenangan pengadilan agama adalah transaksi yang menggunakan akad syari'ah, 

walau pelakunya bukan muslim. Ukuran Personalitas ke-Islaman dalam sengketa 

ekonomi syari'ah adalah akad yang mendasari sebuah trans&$ apabila 

menggmakm akad syari'ah, maka menjadi kewenangan Peradilan Agama. D a b  

konteks ini pelaku non muslim yang menggunakan akad syari'ah berarti 

menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga oleh karenanya Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketanya ham diselesaikan 

di Pengadilan Agama 

Sejalan denen itu maka yang disebutkan pada penjelasan pasal demi 

pasal UU No.31'2006 pasal49 huruf i "Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" 

adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menucut prinsip 

syari'ah", harus dimaknai bahwa kewenangan Pengadilan Agama menjangkau 

kalangan non muslim yang bertransaksi (menggunakan akad) syari'ah. Tindakan 

non muslim yang melibatkan dirinya dalam kegiatan ekonomi syari'ah dipandang 

sebuah penuudukan diri secara terbatas t h d a p  hukum  slam.'^^ 

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama adalal~:'~~ 

u~buharlano, op-~ir., hlm. 13 
16' KAPITA SELEKTA PERfbWKAN SYARLW, Pusdiklat Teknis Op.~ir, hlm 17-18. 

Ibi4 d&utip dari Abdul Mrman, Bebemp h a l a h  H u h  dalam Praktek Ekwuuni 
Syariah, MMalralah Diklat Calon Hakim Angkalan-2 di Banten, 2007, hlm. 8.94 



1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga 

pembiayaan syariah dengan nasabahnya; 

2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan 

lembaga pembiayaan syariah; 

Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang 

beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa 

kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Di samping perluasan kewenangau Peradilan Agama, sebagairnana 

diuraikan di atas, ada perubahan yang culcup signifikan dari perubahan Undang- 

Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyangkut beberapa ha1 di bawah ini :Im 

1) Dibapusnya kata "perdata" dari Pasal2, sehingga ke depan Peradilan Agama 

dirnungkinkan dapat d i i r i  tugas untuk menangani perkara-perkara pidana 

setidaknya mengenai pelanggaran hukum dalam bidang-bidang hukum yang 

menjadi kewenangamya. 

2) Subjek hukum diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam arti teologis, 

melainkan tennasuk juga orang atau badan hukum yang menundukkan diri 

secara sukarela kepada hukum Islam. 

3) Melalui perubahan Pasal 49, Peradilan Agama mendapat tambahan 

kewenangan bary yaitu di bidang zakat, infaq dan ekonomi syari'a. yang 

meliputi 11 jenis bisnis syari'ah, sebagairnana tertuang dalm penjelasan Pasal 

tersebut. 



4) Apabila terjadi sengketa hak mil& di antara subjek hukum yang beragama 

Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sarna 

dengan perkara pokok (pasal 50 ayat (2)). Dengan demikan, maka perkara 

tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Peradilan Agama. 

5) Pilihan hukum untuk perkara kewarisan dihilangkan (Penjelasan Umwn angka 

2 alinea 5 Undang-undang No.7 Tal~un 1989).). Dihapusnya ketentuan pilihan 

hukum di bidang kewarisan dari alinea 2 penjelasan tersebut menyebabkan 

Peradilan Agama dapat menangani secara penuh seluruh perkara waris di 

antara orang-orang Islam. Dengan demikian, perkara kewarisan bagi orang 

Islam mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama. 

Penghapusan kata 'perdata' dari Pasal2 Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama 

dalam menyelesaikan perkara bukan perdata, seperti pelanggaran terhadap 

Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta 

memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'yah &lam melaksanakan 

kewenangannya di bidang jinayah berdasukan qanun. Hal tersebut dijelaskan 

dalam Penjelasan Umum alinea pertama dari Undang-Undang No. 3 Tahun 

2006.Penjelasan Umwn alinea kedua dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 

menyatakan bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungm Peradilan Agama 

diperluas, antam lain meliputi ekonomi syari'ah. Penjelasan Umum alinea kedua 

ini juga menyatakan dihapusnya pilihan hukum dalam pembagian kewarisan 



sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea kelima Undang- 

Undang No. 7 Tahun 1989.'~' 

Berdasarkan uraian di atas tersebut, terlihat bahwa sekarang Peradilan 

Agama benar-bar mendapat kepercayaan untuk memberikan keadilan pada 

masyarakat pencari keadilan terhadap kaswkasus yang tidak saja mengenai 

sengketa perkawinan dan keluarga orang Islam, melainkan juga sengketa perdata 

antara orang Islam yang semula hanya menjadi wewenang lingkungan Peradilan 

Umum. 

Namun demikian, eksistensi dan sekaligus kepercayaan yang diberikan 

kepada Peradilan Agama adalah sebuah tantangan bagi lembaga Peradilan Agama 

itu sendiri. Dengan diundangkannya Undang Undang nomor 3 tahun 2006 tentang 

peradilan Agama tersebut, tantangan yang jelas dihadapi oleh lembaga peradilan 

Agama semakin luas. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan tersebut, maka 

aparat paadilan agama, khususnya para hakim dituntut untuk terns 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menangani perkara- 

perkara yang berkaitan dengan pehankan syariah. Tantangan yang dihadapi 

aparat hukum / Para haloim di lingkungan Peradilan Agama antara lain : Pertama, 

kesiapan lembaga peradilan Agama untuk melayani masyarakat Islam penmi 

keadilan. Kechra, kesiapan para hakim Pengadilan Agama untuk meaangani 

perkara-pexkara yang relatif baru, yakni ekonomi syari'ah, seperti : perbankan, 

lembaga keuanagn, asuransi, reasmnsi, reksa dana, obligasi sekuritas, 

pembiayaan, pegadaian, dana pensiun dim bisnis syari'ah. Terakhir, tanfangan. 

I" Bid, hlm 10. 



yang paling penting adalah bahwa harus disadari Pengadilan Agama adalah 

Pengadilan Islam yang tidak saja membawa amanat bangsa dan negara, melainkan 

juga membawa nama Islam sebagai suatu ajamn yang mengemban misi kebenaran 

dan keadilan. Karena itu, rasa keadilan yang diberikan oleh hakim pada 

Pengadilan Agama tidak hanya memberikan kepuasan orang perorang melainkan 

bahwa rasa keadilan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

Allah SWT. 

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

serta keterampilan para hakim peradilan agama dalarn memeriksa dan mengadili 

serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Mahkarnah Agung RI telah 

menerbitkan Perma No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi H u h  Ekonomi 

~ ~ a r i ' a h . ' ~  Kompilasi tersebut, merupakan pedoman bagi para hakim di 

lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 

perkata yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah agar dapat memberikan putusan 

yang adil dan benar.'" 

3. Permasalaban Baru dalam Kompetensi Pengadilan Agama tentang 

Ekonomi Syariab 

Sebagaimana pembahasan tesebut di atas, ketentuan Pasal49 Undang- 

Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salah 

satu kewenangan absolut peradilan agama adalah memeriksa dan mengadili 



serta menyelesaikan sengketa ekonomi ~ ~ a r i a h . ' ~ ~  Ketentuan tenebut 

menegaskan bahwa yang berwenangan mengadili serta menyelesaikan sengketa 

ekonomi Syariah adalah p d d m  Agama Akan tetapi' dalam perkembangan 

terakhir sesuatu yang 'ironis' telah terjadi terhadap Peradilan Agama, yaitu 

mmculnya semacam pilihan hukum baru dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syari'ab, yang diundangkan tanggal 16 Juli 2008. Hal 

tersebut tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang dimaksud dan 

penjelasannya yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:17' 

(I) Penyelesaim sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh p e n m a n  
dalam lingkungan Peraddan Agama. 

(2) Dalam ha1 para pihak telah mempejanjikan penyelesaian sengketa 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (I), penyelesaian sengketa 
dilakukan sesuai dengan isi Akad. 

(3) Penyelesaim sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
boleh bertentangan dengan Prinsip Syari'ah. 

Penjelasan Pasal55 ayat (2) berbunyi: 
Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengm 
isi Akad" adalah upaya sebagai berikut: 
a musyawarah; 
b. mediasi perbankaq 
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga 

arbitrase lain, danlatau melalui pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum. 

'" Abdurahman, Ke~ennum Pokok Huhwn Perjanjian &lam Kompilasi Huhwn Ekonomi 
Symrmah, makalah d i ipa ikan  pada Pendid i i  clan Pelatihan Calon hakii Angkatan [U di Mega 
Mendung, Bogor 12 Olrtober - 22 nopermber 2008, hlm. 1. 

175 L i t  Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, l i t  juga, 
R W  Perbankim Syariah Soru Kompetensi Pengadilan Agama Termam Hilang, huhum-online, 
tanggal 9 Februari 2008. 



Penambahan klausul dalam pasal 52 ayat (2) tersebut di atas 

merupakan upaya penarikan kewenangan P d i l a n  Agama dan diserahkan kepada 

Peradilan Umum. Dalam penjelasan disebutkan: Penyelesaian sengketa pada 

perbankan syariah dilakukan melalui Pengadilan Umum, karena transaksi terkait 

dengan perbankan syariah bersifat komersial. Sebelum peliyelesaian skngketa 

diserahkan kepada Pengadilan Umum, dapat dilakukan upaya-upaya sebagai 
I 

berikut: a Melalui musyawarah; b. Dalam ha1 musyawarah sebagaimana I I 

dimaksud pada huruf a tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa 

dapat dilakukan melalui mecliasi perbankan atau mekanisme arbitrase ~ ~ a r i a h . " ~  

Penarikan kewenangan tersebut, bertentangan dengan bunyi pasal 49 

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

P e d a n  Agama. Selengkapnya bunyi pasal 49 adalah sebagai berikut: 

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertarna antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris, c. Wasiat; d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat; 

g. mfak: h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah.ln 

Pertnasalahan lainnya adalah bahwa penambahan k l d  tersebut juga 

bertentangan dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) yang berbunyi: "apabila terjadi 

sengketa hak milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya 

antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh 

'76 TIM PENYUSUN BASYARNAS WIL. DI YOGYAKARTA', B(%KU PINZAR 
BADAN ARBITRASE S Y W  NASIONAL, (Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan DIY, 
2005, hlrn. 7. 

KAPITA SELEKTA PERBANK4N S Y M ,  Fbsdiklat Teknis PeradIan Balitbang 
D i a t  Kumdil MA-RI, 2008, hlm. 17-18. 



pengadilan agama bersama-sama perkam sebagaimana dimakmd dalam pasal 

4999 178 

Selain itu, alasa~~ dalam penjelasan, bahwa penyelesak sagketa pada 

perbankan syariah dilakukan melalui pengadilan umum karena transaksi yang 

terkait dengan perbankan syariah bemifat komersial, adalah mengada-ada dan 

tidak mengindahkan semaugat UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah mengatur perbankan berdasarkan 

prinsip syariah dan tidak mengatur tentang sengketa perbankan. 

Sejak muucul inisiatif pemerintah untuk menarnbahkan Bab IX pasal 

52 tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah yang semula menjadi 

kewenangan P e d i  Agama dan akan diserahkan kepada PeradiZan Umum 

sebagaimana -but di atas, telah menimbukm "keresahan" pada sebagian besar 

kaum muslimin di ~ndonesia.'~~ Jiia ini nantinya oleh DPR-RI pansus RUU 

Perbankan Syariah diterima clan disetujui, maka diprediksi akan melahirkan 

ketidakpuasan, dan secara sosiologis akan memancing "kemarahann umat Islam, 

karena dirasa melukai perasaan mereka. Alasannya, pembahan tersebut berarti 

menjauhkau umat Islam untuk menjalankan sebagian ajaran agamanya, dalam ha1 

ini, di. dalam menyelesaikan sengketa. perbankan syariah,- yang- ditangani- oleh 

peradilan umum yang notabene menggunakan yang bemuansa dan berparadigma 

hukum ~ a r a t ' ~ '  

I" L i  penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah. 
Ahmad Rofiq, ASP= SOSZOLOGB SMGKETA EKONOMI SYARI'AH DAN 

PELAKWVAANMONOMImARI'AH DI A?LWhESlA, www.PengadiIan A g m  Demakwm 

'80 BmLSyaIl;lh @afm..mn2 20 hnwri 2009. PER4DLU.N AGAMA DAN 
SENGKETA EKONOMISYARWI, I.~p://a~ticmto.niriah.~com, tanggal. 03- April 2008, 



Suatu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, maka baik 

subyek maupun obyeknya haruslah yang menjadi kewenangan dari lembaga 

p d a n  tersebut. Dalam sengketa perbankan syariah sebagaimana telah menjadi 

kewenangan dari Pengadilan Agama, yang menjadi subyek di depan pengadilan 

dan dapat bertindak sebagai pihak peoggugat atau pihak tergugat adalah bank 

syariah dan nasabah. Bank syariah menjadi salah satu subyek yang dapat 

berperkara di Pengadilan Agama karena merupakan badan hukum yang tunduk 

pada hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasannya Untuk 

nasabah sendiri menjadi subyek dari Pengadilan Agama karena sebagai orang 

yang beragama Islam atau orang yang tunduk pada hukum Islam. Adapun yang 

menjadi obyek dalam sengketa adalah berupa perjanjian yang dibuat oleh kedua 

belah pihak yakn. antara bank syariah dan nasabah, yang didalamnya terdapat hak 

dan kewajiban para pihak, serta perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pada 

hukum Islam. Sengketa timbul akibat tidak terpenuhinya hak atau kewajiban yang 

telah di perjanjikaa Selain itu timbul pula benturan krhadap salah satu asas yang 

dianut oleh Peradilan Agama yalcn. asas personalitas ke1slama.n. Ini menyangkut 

adanya kemungkinan nasabah adalah nan muslim, Terhadap benturan ini tidak 

perlu & keraguan atas pengajuaa sengketa perbankan syariah ke Pengadilan 

Agama terkait adanya pihak non muslim. h i  d h n a k a n  perkara tersebut 

berdasar perjanjian atas kesepakatan bersama yang tunduk pada ketentuan hukurn 

Islam. 



Dalam teori sosiologis, sebuab komunitas penganut agama, ketika 

merasa telah diusik hal-ha1 yang menjadi wilayah kesadaran "agamanya", sama 

halnya dengan mengusik ketenangannya. Penarikan kewenangan peradilan agama 

untuk menangani sengketa perbankan/ekonomi syariah, sama halnya 

"kesengajaan" menjauhkan m a t  Islam dari ajaran agamanya. Meminjam bahasa 

Prof Hazairin, dalam menyikapi langkah Snouck Hurgronje pada akhir abad MX 

ketika mengintrodusir teori receptie, yang menegaskan bahwa hukum Islam dapat 

dilaksanakan jika diterima - atau diresepsi - oleh hukum adat, langkah penarikan 

kembali kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa 

perbankan/ekonomi syariah adalah "teori iblis".'*' Akankah sejarah peradjlan 

agama masa lalu akan terulang kembali? Karena apapun dan bagaimanapun 

kualitas keheragamaan seseorang, dalam persoalan sengketa hukum, yang 

berkaitan dengan nilai-nilai dan pengamalan agamanya, m a .  ia ingin 

diselesaikan dengan ketentuan hukum agamanya. 

Menurut Dadan Muttaqien, secara aka1 sehat dan logika hukum, yang 

berwenang mengadili sengketa perbankan syariah adalah peradilan agama karena 

ada benang merah yang menghubungkm, yalcni faktor syariab Islam.'" Pemilihan 

lembaga pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, 

tennasuk didalamnya perbankan syari'ah merupakan pilihan tepat dan bijaksana 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan agama akan 

dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berdasarkan priusipprinsip Islam 

''I Muchtar Zarkasyi, Sejoah Perodilan, op-cit hlm 5-6. Mubarak, Memahami kmbaga 
Perodib  Agamq Makalah kuliah, lihat juga, Ahmad Rofiq, ASPEK SOSlOLOGlS 
www.Pen d l a n  A g m  Demakwrn 

Dadan M w i w  Gntpetemi P e d l a n  Agam, rnakalah disampaikan dalam 
Seminar tentang Peradilan Agama di Pengadilan Aguna Wonosari, www. PA-Woll~~on~.wrn 



dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan 

Islam. Disamping itu juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam 

serta menguasai hukum Islam. 

Lebii lanjut Dadan menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa bisnis 

syaria'h, khususnya perbankan syariah di luar Pengadilan Agama dinilai 

bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama Sebagairnana tertuang dalam pasal 49 huruf i Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

PerIrawinan, waris, wasiat, hibah, wakat; zakaf infaq, shadaqah, dan ekonomi 

syariah. 

Melihat pennasalah tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi 

Jawa Tengah merasa prihatin clan khawatir, apabila penambahan Bab M dan Pasal 

52 ke dalam R W  Perbankan Syariah dipaksakan, akan dapat menimbulkan 

keresahan dalam masyankit dan instabiitas sosial-politik yang berimplikasi 

timbulnya kontlik horizontal yang tidak perlu, yang akan mencederai proses 

demoloratisasi yang sedang be rjalan. Atas dasar keprihatinan tersebut, MUI Jawa 

Tengah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua 

Mahkamah Agung RI, dan Ketua Umum MUI Pusat agar melakukan hal-hal 

sebagai ber ik~t : '~~ 



1) Mencabut atau membatalkan penambahan 8ab 1X dan Pasal52 tersebut dalam 

RUU Perbadm S y d ;  

2) Mengindahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 

1W tentang Perbankan; 

3) Mengindahkan ketentuan pasal 49 clan 50 UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Pembahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agarna yang belum 

genap dua tahun berlaku 

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah ini, dalam satu sisi memberikan dampak tersendiri. 

Dampak tersebut d~antaranya adalah membenkan dampak pos~t~f terhadap 

perkembangan akad bank syariah terutama dalam pemilihan penyelesaian 

sengketa yang kernungkinan timbul tidak hanya lewat lembaga arbitrase, tetapi 

lewat lembaga peradilan yang kompeten dan konsisten dalam menegakkan hukum 

Islam. Selain itu juga rnembmikan dampak yang positif pula bagi perkembangan 

hakim Pengadilan Agama di bidang perbadan syariah dan tidak hanya berkutat 

pada masalah keluarga saja.  bag^ lembaga arbitrase kewenangan Pengadilan 

Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini memberikm dampak 

bahwa sengketa yang telah diputus oleh lembaga arbitrase tidak lagi dimintakan 

ekselrusrnya ke Pengadllaa Negerr melalnkan ke Pengaddan Agama meslu UU 

No. 30 Tahun 1999 menentukim ke Pengadilan Negeri. Hal ini demi terjaminnya 

kepastian hkum serta konsistensi teximdap adanya perluasan kewenangan 

Pengadllan Agama di bidang ekononu s y a  terutama perbankan syarrah. Dalam 



ha1 mi berlaku atas asas yang menyatakan undang-undang yang berlaku 

belakangan membatalkan undang-undang terdahulu. 

Dalarn pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan 

Syadah yang kemudlan ditetapkan menjadi Undang-Undang ]?lo. 21 '18hun 2008 

seperti tersebut di atas telah tejadi hubungan kerja yang intens antara 

Mahakamah Agung c.q. Ditjen Badan Peradilan Agarna dengan Departemen 

Agama dan Majel~ Ulama lndonesla Hal tersebut tqadi  karena kewenangan 

untuk menyelesaikan sengketa pada perbankan syari'ah yang merupakan salah 

satu dari 11 cabang ekonorni syari'ah yang disebutkan dan ditetapkan menjadi 

kewenangan Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 'l'ahun 2006, 

dalam DIM @ a h  lsian Masalah) yang disampaikan oleh Pemerintah terhadap 

RUU inisiatif DPR RI tersebut dialihkan ke Peradilan Umurn. Hubungan kerja 

tersebut harus terus beclanjut, karena mash banyak tugas-tugas lain yang 

sebenarnya merupakan tugas bersarna yang ham diselesabn, antara lain 

pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiel 

P-lan Agama(WA) Bidang Pertcawinan yang sudah temntum dalam 

Prolegnas 2007, kemudian di-carry over ke Prolegnas 2008, dan konon khabarnya 

di-carry over lagi ke Prolegnas 2009.'~~ 



BAB 111 

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 

PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA 

A. DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA 

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara, dan penegak 

hukum di Indonesia, telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara 

pada abad keVII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah 

dan Madinah. Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah 

mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman 

yang selalu bejalan, yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada 

masa penjajahan Belanda dm Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, 

bahkan pada tahun 2006 mengalami perkembangan yang cukup besar. 

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh 

sebelum masa kemerdekan, bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di 

Purbalinga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut 

secara sbuktural mulai tahun 1947,' yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama 

Purbalingga dijabat oleh KH Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari : 

1. KH Abdul Muin. 

2. KH Ahmad Basori. 

3. KH Sobrowi. 

4. KHTaRazani. 

5. KH Syahri. 



8. KH Ahmad Danun. 

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar Jalan 

Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di 

gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 2 27 Purbalingga. Semenjak itu secara 

periodik Pengadilan Agarna Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut- 

KH Iskandar 

KH Siradj Chazim 

Drs. Solichin 

Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th. 

Drs. H. Agus Salim, S.H. 

Drs. H. Muhaimin, S.H. 

Drs. H. Nawawi Kholil S.H. 

Dm. Hj. Siti Muniroh, S.H. - Plt. 

Drs. H. Syadzali Musthoh, S.H. 

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 

baru dapat diketahui secara periodik Wakil Ketua dijabat berturut-tunrt : 

1. Drs. Amir Hasan Asy. ( 1981 - 1985 ) 

2. KH.Miftahldris- ( 1985 - 1999 ) 

3. Dm. Hj. Siti Muniroh, S.H. ( 1999 - 2007 ) 

4. Drs. H. Sudarmadi, S.H. ( 2007 - ...... ) 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ten- Peradilan 

Agama, sesuai pasal 106 disebutkan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang 



telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang 

tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan 

Agama Purbalingga khususnya menjadi Pengadilan mandiri dengan ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1. Hukum Acara dllaksanakan dengan baik dan benar 

2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara. 

3. Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan 

terbadap putusan yang telah dijatuhkan. 

Begitu disalhn darl diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas sesuai pasal 2 Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasan kehakiman 

dirnaksud dalam pasal 1 Undang-undang tersebut dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya &lam 

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negam, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Pada tahun 2004 itu pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi clan 

finansial badan-badan peradilan ke Mahkamah Agung dilakukan. Sebagaimana 

disebutkan pada pasal2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahm 2004 maka 

terhihmg sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari 

Departemen Agama ke Mahkamah Agung 

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 



tentang Peradih Agama. Dengan telah disabkannya Undang-undang tersebut 

terjadilah pemb&an-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas 

kewenangan Peradilan Agama, antara lain : 

1. Pembinaan tehnis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan 

Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

2. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang- 

orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh 

Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang 

diperiksanya 

3. Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang 

selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus. 

4. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang 

pengangkatan anak berdasarkan Hukurn Islam. 

5. Sesuai dengan perkembangan hukurn dan kebutuhan masyarakat 

khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agarna selain 

berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, 

Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga 

berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah 

yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam : 

Perbankan Syari'ah. 

Lembaga Keuangan Mikm Syari'ah. 

Asuransi Syari'ah. 

Reasuransi Syari'ah. 

Reksa Dana Syari'ah. 

Obligasi Syari'ah. 

Surat Berjangka Menengah Syari'ah. 

Sekuritas Syari'ah. 

Pembiayaan Syari'ah. 



j. Pegadaian Syari'ah 

k. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah. 

1. Bisnis Syari'ah. 

6. Pengertjan antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas terrnasuk orang 

atau badan hukurn yang dengan sendirinya menundukkan diri 

dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 

Sefelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa 

ekonomi syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

sampai tahun 2008 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan 

menyelesaikan perkara " sengketa perbonkan syariah ". Dari 4 (empat) perkara 

sengketa perbankan syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga 

telah dapat diselesaikan secara damai 1 ( satu ) perkara, 2 ( dm ) perkara dicabut 

dan 1 (satu) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanan 

lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Purwokerto.(Drs. H. Sudamadi, SH.). 

B. PENYELESAIAN SENGKETA PEMBJAYAAN MUSYARAKAH DI 
PENGADILAN AGAMA PURBALUUGGA 

1 Duduk Perkara Sengketa Pembiiyaan Musyarakah 

Pada penelitian hi, Penulis akan membahas tentang penyelesaian 

sengketa pembiayaan musyarakah, den- mengambil salah satu kasus sengketa 



pembiayaan musyarakah yang telah diselesaikan oleh Pengadilam Agarna 

Purbalingga dengan perkara nomor : ~ 0 4 7 / ~ d t . ~ / 2 0 0 6 / ~ ~ . ~ b g . ~  

Kasus sengketa akad musyarakah tersebut diajukan oleh Direktur Utama 

dan Direktur Operasional PT. BPR SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA, 

berkedudukan di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, yang dalam 

kasus ini berkedudukan sebagai pihak Kesatu, melawan Herman Rasno Wibowo 

bin Sodirin dan Hami binti H. Ahmad Sudanno, sebagai pihak Kedua. 

Duduk perkaranya adalah pihak kedua mengajukan permohonan 

pembiayaan musyarakah pada tanggal 6 Juli 2005 kepada pihak pertama, 

kemudian pengajuan tersebut disetujui oleh pihak pertama b e r m  surat 

nomor: 128/PPNIVO5 tentang persetujuan permohonan pembiayaan musyarakah 

kepada pihak kedua. Selanjutnya, para pihak membuat persetujuan untuk 

melakukan akad perjanjian pembiayaan musyarakah berdasar akad perjanjian 

pembiayaan Musyarakah nomor: 123MSANIU05, tertanggal 20 Juli 2005. 

Dalam akad tersebut, pihak pertama sebagai penyedia dana 1 modal memberikan 

pembiayaan musyarakah kepada pihak kedua sebagai pengelola untuk proyek / 

usaha dagang kelontong dan gula merah yang terletak di Desa Cipaku RT. 02, 

RW. 05, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengab, dengan 

keunhmgan yang akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah 

disepakati bersama. 

Para pihak sepakat untuk menentukan sharing dana atas proyek / usaha 

tersebut, sebagaimana tatuang dalam akad pejanjian pembiayaan M u s y m  

Penulis mengambil salah satu putusan peakara tentang sengketa akad pembiayaan 
musymnk;lh pads Pengdilm Agmna Purbalmggo. dengan nomor: 1047/Pdt.G/2006/PkPbg. 



pasal2, yakni proyek / usaha tersebut dibiayai dari fasilitas pembiayaan, dengan 

ketentuan pihak pertama menyertakan modal / pembiayaan sebesar 70 %, 

sedangkan pihak kedua menyediakan dana sebesar 30 %. Dalam akad t aebu t  

pihak pertama memberikan pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta 

rupiah). 

Berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan, pihak pertama memberikan 

jangka waktu selama 24 bulan / 2 dua tahun, terhitung sejak tanggal akad 

pembiayaan ditandatangani, clan dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 

2007. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak kedua belum juga bisa 

melwmi, maka pembagian nisbah bagi hasil akan tetap berlaku sampai 

pembayaran pembiayaan lunas. Sedangkan bagi hasil yang menjadi hak pihak 

pertama harus dibayar setiap tanggal realisasi akad pembiayaan. 

Dalam penge loh  proyek / usaha, pihak pertama tidak ikut serta dalam 

manajemen usaha tersebut, dan untuk menjamin tidak adanya penyimpangan 

dalam pelaksanaan proyek / usaha oleh pihak kedua, maka pihak kedua 

menyerahkan jaminan kepada pihak pertama berupa sebidang tanah dan bangunan 

dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, dengan sertifikat hak milik nomor : 

00332, tanggal 27 Maret 2001 seluas * 598 M*, sebagaimana diuraikan dalam 

m a t  ukur tanggal 05 Pebruari 2001, nomor : 224/CipakunOOl, yang terletak di 

Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Malingga, yang tercatat atas nama HARNI 

(istri pihak pertama). 

Hal penting yang perlu diungkap di sini berkaitan dengan pasal 10 ayat 

(2) akad perjanjian musyarakah bahwa apabila dikemudian hari terjadi 



permasalahan pembiayaan atau sengketa, seperti pembiayaan digunakan untuk 

keperluan lain (bukan untuk pembiayaan musyarakah proyek / usaha yang telah 

disepakati dalam akad petjanjian), maka pihak pertama berhak seketika untuk 

menagih kepada pihak kedua untuk membayar seluruh pembiayaan yang berupa 

biaya-biaya, dan kewajiban-kewajiban lainnya dengan seketika dan sekaligus 

lunas. Bilamana pihak kedua tidak juga &pat melunasinya, maka pihak pertama 

berhak untuk menjual seluruh jaminan yang diagunkan kepada pihak *ma. 

Apabila tidak juga bisa dilaksanakan makia pihak pertama akan menempuh jalur 

hukum sesuai dengan aturan penyelesaian sengketa akad pembiayaan. Dalam akad 

tersebut tertuang bahwa apabila tMadi sengketa pembiayaan bagi hasil maka para 

pihak akan menyelesaikan dengan cara : Pertama, Melalui Badan Arbitrase 

Syariah (BAS) di Jakarta, atau kedua, melalui Pengadilan Negeri di Purbalingga, 

dan atau Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPLN) / Kantor Pelayanan 

Pengtmmn Piutang dan Lelang Negara (KP3LN) di Sernarang. 

Dalam proses pelaksanannya, ternyata pihak kedua tidak melaksanakan 

akad perjanjian musyarakah tersebut, yakni pihak kedua tidak menggmakan 

modal 1 pembiayaan yang diterima dari pihak pertama sesuai dengan yang 

diperjanjikan, yakni pembiayaan tersebut untuk proyek / usaha dagang kelontong 

dan gula merak Pihak kedua degan sengaja menyalahgunakan pembiayaan 

tersebut untuk keperluan lain, sehingga merugikan pihak pertama. 

Kemudian pihak pertama berusaha untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut dengan cara menagih kepada pihak kedua, akan tetapi usaha tersebut 



tidak berilasil karena pillak kedua selalu ingkar janji dan tidak ada itikad baik 

untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. 

Pihak pertama, yang dalam ha1 ini diwakili oleh Direktur Utama dan 

Direktur Operasional PT. BPR SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA, menilai 

bahwa pihak kedua tidak bisa diajak untuk menyelesaikan masalah dengan cam 

musyawarah, bahkan pihak kedua tidak mau menunjukkan itikad baik untuk 

menyelesaikan masalah, maka pihak pertama berusaha untuk menyelesaikan 

sengketa tersebut melalui j a b  hukun Kemudian pihak pertama membawa 

persoalan tersebut ke pengadilan untuk menyelesaikannya. 

Kemudian pihak pertama membawa perkara tersebut dan 

mengajukannya kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk menangani 

sengketa akad pembiayaan musyamkah tersebut. Pihak pertama, melalui 

Pengadilan Agarna Purbalingga mengajukan gugatan kepada pihak kedua sebagai 

bedcut: 

1) Pihak pertama menggugat kepada pihak kedua dengan menyatakan 

bahwa pihak kedua telah melakukan wanprestasi. 

2) Meminta pihak kedua untuk melunasi kewajibamya sebesar 

37.071 -569,- dengan perincian : 

- Pokok Pembiayaan : Rp. 29.080.000,- 

- Denda Takwid : Rp. 7.729.569,- 

- Biaya APHT : RD. 262.000,- 

- Total : Rp. 37.071.569,- 



Jumlah tersebut akan terns bertarnbah, karena bagi hasil dan atau denda 

takwid, serta biaya-biaya yang timbul karenanya, sampai seluruh 

kewajibannya dibayar lunas. 

Dalarn proses persidangan, pihak pertam. datang menghadap sendiri di 

persidangan, sedangkan pihak kedua tidak pernah datang menghadap di 

persidangan, dan tidak pula menyuruh kepada orang lain untuk menghadap 

sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah, meskipun Pejabat Pengadilan telah 

memanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiramya itu 

disebabkan oleh sesuatu hahgan yang sah. Selanjutnya Pengadilan memberikan 

putusan atas perkam sengketa akad pembiayaan musyarakah tersebut. 

2 Landasan Pertimbangan Hukum Penyelesaian SengkeCa Akad 

Pembiiyaan Musyarakah 

Setiap perkara yang akan diputus, setiap hakim diharuskan memberikan 

suatu pertimbangan hukum dengan berdasar pada hukum yang berlaku. Dalam 

kaitannya dengan kasus sengketa akad pembiayaan musyarakah ini, ada beberapa 

ha1 penting yang perlu dibahas dari putusan para hakim dalam memberikan 

pertimbangan-pertimbangannya, sebagai berikut : Pertama, dalam persidangan 

tersebut, pihak pertama hadir dalam pasidangan, akan tetapi pihak kedua tidak 

datang, oleh karenanya hakim menjahhkaa putusan dengan putusan verstek 

(putusan tanpa hadirnya pihak Tergugat, yang dalam kasus ini ~ihak  kedua 

sebagai pihak Tergugat). 



Kedua, berkaitan dengan tindakan wanprestasi, para hakim, mengambil 

pendapat Prof. Subekti, S H ~  tentang wanprestasi dan menyatakan bahwa pihak 

kedua telah melakukan wanprestasi. Ketiga, pihak pertama mengajukan gugatan 

t e r w  pihak kedua kepada Pengadilan Agama agar pihak kedua 

mengembalikan pokok pembiayaan musyarakah beserta denda takwid dan biaya- 

biaya lainnya, akan tetapi Pengadilan memberikan keputusan berupa pembatalan 

akad pembiayaan musyarakan, karena menurut pertimbangan hakim, walaupun 

pihak pertama dalam gugatannya mengajukan pengembalian pokok pembiayaan 

beserta denda takwid dan biaya-biaya lainnya, namun hakim menilai bahwa 

gugatan yang dunaksud adalah pembatalan akad pembiayaan musyarakah, ha1 ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak pertarna belum banyak mengetahaui 

tentang proses penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah. 

Berdasadm pertimbangan-pertimbanagn tersebut, maka Pengadilan 

mengabulkan gugatan pihak pertama terhadap pihak kedua, dan menghukum 

pihak kedua untuk melaksanakan putusan tersebut, sekaligus mernbayar biaya 

perkara karena kalah dalam berperkara. 

3 ASPEK HUKUM YANG TIMBUL DALAM PEAYELESAIAN 
SENGKETA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, khususnya masalah 

penyelesaian sengketa akad pernbiayaan rnusyarakah di Pengadih Agama 

Purbalingga, Penulis, dengan tidak bermaksud melakukan penilaian terhadap 

Prof. Subel-ti, SH: men- bahwa debiitur dapat dikatakan wanprdasi 1 lalaii 
@ila tidak memenuhinyo atau techbat  memenuhinya atau memenuhinya tetnpi tidak seperti 
yang telah diperjanjikannya Lihal Prof. Subekti, SH, 



kualitas putusan tersebut, akan melakukan analisis terhadap proses penyelesaian 

perkara tersebut, khususnya aspek hukum yang timbul dalam penyelesaian 

sengketa pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agarna Purbalingga, dengan 

melihat kesesuaian dengan Hukum Islam dan hukum perdata KUH Perdata, dan 

juga pembahasan mengenai kendala-kendala yang muncul dalam penyelesaian 

sengketa pembiayaan musyarakah tersebut. 

Pertama, pembahasan mengeaai lembaga yang akan menangani 

penyelesaian sengketa, yakni pada a k d  pembiayaan musyaratah yang dilakukan 

oleh PT. BPR SYAFUAH BUANA MITRA PERWIRA melawan Herman Rasno 

Wibowo bin Sodirin dan Harni binti H. Ahmad Sudarmo, sebagairnana terlampir, 

pada pasal I6 mengenai penyelesaian sengketa ayat 2 disebutkan bahwa: 

Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak 
menghasilkan keputusan yang disepakati kedua belah pihak, maka 
dengan ini nasabah dan BPR sepakat untuk menunjuk Badan 
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) / Pengadilan Negeri 
setempat untuk memberi putusan sesuai dengan hukum acara yang 
berlaku. 

Dalam klausula teasebut terdapat ketidakjelasan mengenai lembaga yang 

beawenang untuk menyelesaikan sengketa apabila dalam pelaksanaan akad 

tersebut tejadi sengketa di antara para pihak Seharusnya dalarn pasal 16 ayat (2) 

akad musyarakah tersebut hgsung disepakati lembaga mana yang berwenang 

untuk mmyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dikemudian hi., dalam ha1 

ini melalui Pengadilan Agama (jalur litigasi) atau Badan Arbitrase Syariah 

Nasional ( j a b  non litigasi). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan dm 

kepastian dalarn upaya penyelesaian jika terjadi sengketa, dan juga dikaremkan 



adanya beberapa upaya penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh, antara lain : 

melalui jalur sulh (perdumaian), secara tahkim (arbitrase), dan litigasi. 

Ke&, Pembahasan mengenai akad pembiayaan musyarakah sudah 

diatur dalam Hukum lslam dan telah diterangkan dalam bab sebelumnya, 

sedangkan prinsip perjanjian Musyarakah terdapat dalam Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata pada pasal 1320, yaitu mengenai syarat sahnya pe rjanjian, clan 

pasal 1338, yaitu mengenai kebebasan berkontrak. Selain itu terdapat &lam 

Undang Undang No 10 Tahun 1998 pasall angka 13. 

Tentang akad pembiayaan, terjadinya pembiayaan bennasalah pa& 

pejanjian Musymkah, yang dimintalcan oleh PT. BPR SYARlAH BUANA 

MITRA PERWlRA dalam menggugat Herman Rasno Wibowo bin Sodirin dan 

Harni binti H. Ahmad Sudarmo tersebut di atas, disebabkan karena wanprestasi. 

Dalam kasus tersebut tejadi karena Hennan Rasno Wibowo bin Sodirin dan 

Harni binti H. Ahmad Sudarmo tidak membayar uang cicilan yang telah 

ditetapkan di dalam perjanjian Musyarakah yang menyebabkan pihak Bank 

merasa dirugikan 

Selain wanprestasi, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu 

pada perjanjian nasabah juga tercantwn Wausula pelanggaran atas surat perjanjian. 

Nasabah dianggap melanggar syarat-syarat surat perjanjian jika terbukti 

melanggar dan atau menyimpang satah satu atau semua ketentuan. Dalam b u s  

tersebut di atas, pihak Tergugat (Herman Rasno Wibowo bin Sodirin dan Hami 

binti H. Ahmad Sudarmo) tidak menggunakan modal yang diperjanjikan untuk 

usaha sebagaimana tersebut dalam pe janjian. 



Berdasarkan Kajian pada KUH Perdata, dengan melihat pada ketentuan 

pokok akad musyarakah di atas, akad tersebut memiliki kesesuaian dalam Pasal 

1313 KUH Perdata, yakni pe janjian diberi pengertian sebagai "suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih", dimana pihak satu be janji kepada pihak lain atau dimana dua orang 

yang saling bejanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam ha1 ini adalah PT. 

BPR SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA dan nasabah ding melakukan 

perjanjian. 

Dari peristiwa itulah timbul suatu hubungan antara dua pihak tersebut 

yang dinamakan perilcatan Dengan demikian hubungan antara perilcatan dan 

perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan. Pihak yang satu 

dapat ma~untut realisasi dari apa yang diperjarijikan oleh pihak lain dan dapat 

menuntutnya di depan hakim jika tuntutan dari apa yang diperjanjikan itu tidak 

dipenuhi secam sukarela 

Pasal 1338 Kitab undang-undang Hukum Perdata berbunyi: "Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlalcu sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kernbali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik". Pasal ini memberikan kebebasan untuk membuat berbagai macam 

perjanjian yang isioya tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang- 

undang. Pasal inilah yang mendasari lahirnya petjanjian-perjanjian seperti 

perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. BPR SYARIAH BUANA MITRA 

PERWZRA dan pihak pengguna jasa layanan bank (Herman Rasno Wibowo bin 



Sodirin dan Harni binti H. Ahmad Sudarmo), yang behngsi sebagai undang- 

undang bagi para pihak. 

Syarat-syarat yang haw dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah 

dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga Tentang Perikatan bab 

kedua bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian 

yang dimulai dari pasal 1320 sampai dengan pasal1337. Secara garis besar syarat- 

symt tersebut dapat dilihat pada pasal 1320, yang menyebutkan untuk sahnya 

suatu perjanjian diperlukan empat symt sebagai berikut : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 

2. Keakapn untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Syarat-syarat yang disebutkan pada pasal 1320 di atas dapat dibedakan 

menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Dua syarat yang disebutkan pertama 

pada pasall320 disebut syarat subjektic yang apabila syarat tidak terpenuhi maka 

perjanjian dapat dimintakan pembatalan (canceling), sedangkan dua syarat yang 

temkhir disebut syarat objektic yang apabila ternyata tidak terpenuhi maka 

perjanjian akan batal demi hukum (null and voiq, yang artinya perjaqjian tersebut 

tidak pernah ada atau dengan kata lain usaha pihak yang disebut di dalam 

perjanjian gaga1 melahidm suatu perikatan Apabila syarat sah perjanjian tersebut 

sudah terpenuhi semua rnaka pe janjian tersebut sudah dapat dhtakan sah. 

Hal penting lainnya yang Penulis merasa perlu dikemukakan dalam kasus 

sengketa pembiayaan musyarakah tersebut di atas , sebagaimana telah dimintakan 



oleh PT. BPR SYARIAH BUANA MlTRA PERWIRA dalam menggugat 

Herman Rasno Wibowo bin Sodirin dan Harni binti H. Ahmad Sudiumo, adalah 

tentang ganti rugi. Hal tersebut telah d i m  dalam PBI 7/46/PBV2005 berkenaan 

dengan pengatman ganti kerugian (takidh) dalam Pembiayaan Hal ini 

mengingat bahwa secara tradisional, setiap bentuk penambahan apapun terhadap 

pokok pembiayaan merupakan bentuk-bentuk Riba'. Namun PBI dimaksud 

memberi kemungkinan pengenaan ganti kerugian dalam ha1 dan dengan syarat- 

syarat sbb: 

- Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta'widh) hanya atas kerugian riil yang 

dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja 

atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan 

Akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank. 

- Besar ganti mgi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai 

dengan nilai kemgian riil (real loss-) yang berkaitan dengan upaya Bank 

untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang 

diperkirakan akan terjadi (po!ential loss) karena adanya peluang yang 

hilang (opporfunity losdal-firshah al-dha-i 'ah). 

- Ganti rug- hanya boleh dikenakan pada Akad Ijarah dan Akad yang 

m e n i m b u h  utang piutang (dain), seperti Salam, Z.~'!i.~'hna' serta 

Murabahah, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. 

- Ganti mgi dalam Akad MUCUMmbah dan Musyarakah, hanya boleh 

dikenakan Bank sebagai shahibul maul, apabila bagian keuntungan Bank 

yang sudah jelas tidak dibayarkan oIeh nasabah sebagai mwiharib. 



- Klausul pengenaan ganti rugi hams ditetapkan secara jelas dalam Akad 

clan dipahami oleh nasabah. 

- Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara Bank dengan nasabah. 

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kendala atau permasalahan 

dalam proses sengketa pembiayaan tersebut, yakni bahwa penanganan sengketa 

pembiayaan musyarakah yang diproses oleh Pengadilan Agama memunculkan 

suatu persoalan bagi lembaga Peradilan Agama itu sendiri. Dengan melakukan 

analisis terhadap proses penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah di 

Pengadilan Agama Purbalingga, Penulis melihat beberapa persoalan baru yang 

te jadi, antara lain: 

Perkma, bahwa d a b  berbagai peraturan perundang-undangan yang ada 

kaitannya dengan ekonomi syari'ah, ternyata belwn ada aturan khusus yang 

mengatur tentang hukurn formil ( h u h  acara) tentang proses penyelesaian 

sengketa ekonomi syari'ah. Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama 

untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah selama ini masih menggunakan 

Hukum Acara yang berlaku dan diperguuakan pada lingkungan Peradilan  mum.^ 

Ketentuan untuk menggunakan hukum acara tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan 

* Lihnt S y m u  Alom, Peran d m  K e s i i  Peradilan Agama dalam Penyelesaim 
S e n g b  Ekonomi Syariah, d a h  W I T A  SELEKTA PERBANKAN SYARUH, PusdiNat Te& 
Pedilrm Bnlitbnng D i W  Kumdil MA-& 2008, hlm 23. lihat juga, .Abdul Ghofur Anshori, 
PardIan Agama di Indomsia posca Znl hlo. 3 zahun 2006 (sojarah, k d d h n ,  d m  
Kewe~ngan), Yogphtta: UII Press2007, hlm 81. 



Peradilan Umum adalah Heniene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan 

Madura, Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) untuk luar Jawa 

Madura. Kedua aturan Hukurn Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan 

Agama, kecuali hal-ha1 yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama. 

Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan 

juga Burgelijke Wetbook Voor Indonesia (BW) atau yang disebut dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang 

termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal1993. Juga diberlakukan Wetbook 

Van Koophandel (WV.K) yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, 

khususnya dalam pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. 

Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga Hukurn Acara yang diatur dalam 

Faili.ssements Verodering (Aturan Kepuilitan) sebagaimana yang diatur dalam 

Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan penmdang- 

undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek 

Peradilan Indonesia. 

Kedua, bahwa selain belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang 

hukum formil (hukum acara) tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi 

syari'ah, Peradilan Agama juga belum memiliki hukum materiil tentang ekonomi 

syari'ah, baik yang berupa Undang Undang maupun Kompilasi sebagai pegangan 



para hakim dalam memutus perl~ara.~ Pengaturan hukum ekonomi syari'ah yang 

ada selama ini adalah ketentuan yang tennuat dalam kitab-kitab fiqih dan sebagian 

kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), dm dalam 

Peraturan Bank Indonesia, bahkan juga menggunakan KUH Perdata. Berkaitan 

dengan kasus sengketa pembiayaan musyarakah di atas, para hakim melakukan 

pertimbangan h u b  dengan berdasarkan suatu pendapat seseorang, yang belum 

dapat disebut sebagai undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan menyeledcan sengketa 

ekonomi syariah, kendatipun kewenangan tersebut telah diberikan b e r h k a n  

Undang Undang No. 3 tahun 2006, m u n  hingga sekarang belum memiliki 

pedoman baku (hukum materiil) yang dijadikan mjukan bersama bagi para hakim 

di lingkungan Peradilan Agama layaknya KUHP. Hakim-hakim di lingkungan 

Peradilan Agama masih mengandalkan kitab-kitab fkih karangan para Imam 

Madzhab yang dibuat beberapa tahun atau bahkan beberapa abad yang lalu, 

padahal cakupan hukum dalam kitab-kitab tersebut bukan menrpakan undang- 

undang (a corpus legi.slution), tetapi mempakan hasil yang hidup dari ilmu 

hukum. Selain itu, dalam kitab-kitab tersebut masih banyak memiliki pertdun 

pendapat atau ikhtilu&lhukmi antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Hal 

tersebut sangat mungkin memunculkan suatu persoalan, yakni suatu perkara 

t e e m  akan merniliki banyak perbedaan putusan yang disebabkan pehedam 

pendapat mazhab yang dijadikan dasar hukum dalam memberikan pertimbangan 

hukum. 



Melihat kepada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang 

bersengketa kepada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) 

sehubungan dengan sengketa antara Bank Syari'ah dan nasabahnya, dalarn 

penyelesaiannya BASYARNAS menggunakan dua hukurn yang berbeda, yaitu 

fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan KUH Perdata, dan belum ada KUH 

Perdata Islam. Hal tersebut dilakukan oleh BASYARNAS dengan dalih untuk 

mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. 

Kelompok Kerja Perdata Agama (Poba-Perdata Agama) Mahkamah 

Agung Rl bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat 

(PPHZM) saat ini baru mampu menyusun semacam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari'ah (KHES) untuk menjadi pegangan aparat lembaga Peradilan Agama, 

sedangkan paaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ekonomi 

syari'ah sampai saat ini Mum ditehitkau. 

Belum adanya standarisasi atau keseragaman landasan hukum 

memuncukan adegium different judge d~zerent sentence yang berujung terjadinya 

putusan yang ber-di.~'pritcrs tinggi. Dalam perspektif teori hukum, ha1 ini 

berbenturan dengan prinsip kepastian hukum. Dernikian pula halnya dengan 

penggunaan kitab-kitab tikih tersebut sebagai rujukan penyelesaian sengketa 

ekonomi syari'ah secara membabi buta, sangat rentan melanggar rambu-rambu 

azas hukum Sebagai bagian pelaksana fimgsi yudikatif, Hakim Agama hams 

berada dalam koridor rule of law. Agar terjadi suatu kesatuan tindakan dan arah 

law enforcement, maka semua tindakan yang dilakukan dalam rangka 



menjalankan Wgsi dan kewenangan peradilan, hams menurut hukum (azas 

legalitas), tidak boleh diadili berdasarkan buku doktrin madzhab atau berdasarkan 

pendapat ahli maupun h a  ularna, atau bahkan pendapat seseorang yang belum 

memiliki kekuatan mengikat dan teruji, sebagaimana termaktub dalam pasal 58 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Menurut .Joseph Schacht, 15 kitabkitab fikih madzhab yang diakui 

mempunyai otoritas yang mapan bukan merupakan kitab hukum, calcupan hukum 

Islam di situ bukan menjadikan kitab fikih tersebut menjadi undang-undang (a 

corpus of legi.~lation), tetapi merupakan hasil yang hidup dari ilmu hulcum. Tanpa 

suatu s t a d u k s i  atau keseragaman landasan hakim dalam menyelesaikan 

sengketa, akibatnya banyak putusan yang berbeda dari kasus yang sama dari 

masing-masing hakim antar Pengadilan Agama, sehingga muncul ungkapan 

"d~fferent judge different sentence" (lain hakim lain pendapat dan putusannya). 

Dari sudut teori hukum berarti produk-produk putusan Pengadilan 

Agama bertentangan dengan p ~ s i p  kepastian hukum. apabila putusan Pengadilan 

Agama selalu didasarkan pada doktrin @ih, maka para pihak yang berperkara 

dalam kesempatan yang diirikan oleh Majelis Hakim bisa saja mengajukan dalih 

dan dalil ikhtil4 dan mereka menuntut hakim untuk mengadili menucut pendapat 

dan doktrin madzhab tertentu yang diikutinya. 

Selain itu, dengan belum adanya KUH Perdata Islam atau pemturan 

penmdang-undangan yang menjadi dasar dalam memberikan pertimbangan 

h u b  atau dalil bagi para hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan 



sengketa ekonomi dan perbankan Islam, tenhmya ha1 tersebut akan menimbulkan 

pertanyaan taendiri bagi berbagai kalangan, sedangkan kewenangan untuk 

menanganai sengketa tersebut sudah diberikan, apakah ha1 tersebut tidak 

menunjukkan bahwa pelimpahan tersebut terkesan dipaksakan atau premafuf? 

apakah kenyataan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau bahkan 

ketidakpercayaan dari berbagai kalangan dunia perekonomian dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi kepada Pengadilan Agama? 

Kenyataan tersebut akan memberikan paoalan tersendiri bagi para hakim di 

lingkungan Peradilan Agama. 

Banyak kritik dikemukakan mengenai kelemahan pengadilan dalam 

menyelesaikan sengketa perdata. Hal ini kiranya menjadi perhatian segenap aparat 

peradilan. Berbagai kelemahan tersebut mtara lain: 1) Penyelesaian sengketa yang 

lambat. 2) Biaya perkara yang mahal. 3) Pengadilan tidak tanggap. 4) Putusan 

pengadilan sering tidak menyelesaikan rnasalah. 5) Kemampuan hakim yang 

Sorotan terhadap pengadilan tersebut terutama dikemukakan oleh para 

pelaku bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal clan pemecahan 

masalah menuju masa depan. Paradigma sistem seperti ini sulit diatur dalam 

sistem litigasi karena sistem litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah, 

melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan 

Puslitbang H u h  dm P d i l a n  Mahhnah Agung RI, Naskah Akndemis Mengenai 
Court Dispute Resolution, 2003, hillaman 134-135. baca juga John Marlon M-Sihombing, U p p  
Penpde~aian Sngkera W i t  Perbankan Paah Bank Jbasta Di Kota Meah  (Studi Kiuus Pa& 
PT.Bank Ekuekutif Internasional l%k. Cabang M i ) ,  Tesis Program Pascasmjana Magkter 
Kenotariataq Universitas Sumalera Utara, Medan, 2004, halaman 49-53. 



kepastian hukum. Demikian antara lain kritik yang dihadapkan kepada 

pengadilan. I'a~ldan~tl di alas telllu harus lnelljadi perhatial aparalur pengadil;lrl, 

lebih-lebih Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, sudah sepatutnyalah para hakim 

Pengadilan Agama berusaha maksimal agar perkara-perkara perbadcan syari'ah 

yang diajukan kepadanya dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan dengan 

berlandaskan kebenaran, keadilan dan kemanfaatan serta dengan mengedepankan 

asas sedertma, cepat dan biaya ringan 

Ketiga, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Banyak pihak yang 

meragukan kesiapan jajaran peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi 

syari'ah ini7 Hal tersebut terjadi karena masih banyak para aparat hukum di 

lingkungan Pemdilan &ma yang belum mengerti secara mendalam tentang 

ekonomi syari'ah atau perbankan syari'ah, atau bahkan bisnis Islam. Dalam hal 

yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus 

yaug berkompeten dm menguasai hukum syari'ah. Realitas tersebut menggugah 

kesadaran jajaran peradilan agama atas kekurangan itu, clan mendorong mereka 

untuk terus meningkatkan kemampuannya Oleh karenanya, sebelum lahimya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur h u h  formil dan hukum materiil 

tentang ekonomi syari'ah, dalarn penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, 

sebaiknya hakim Pengadilan Agama menguasai hukum perjanjian yang terdapat 

- 

' John Marlon MSihornbing, Upq)n Pqclesaian Szngketa ficdit Perbankan PahBank 
Swasla Di Kota M& (St& K ~ U P  Pada PTBank EkrekulifIntermional Tbk Cabang Mehn), 
Tesis Program Pascasarjana Magister Kenolarialan, Universitas Sumatera Utara,Medan, 2004, 
ha- 49-53 



dalam hukum perdata 3 umum (KIJH Perdata), juga semua fatwa-fatwa Dewan 

Syari'ah Nasional Indonesia, dan Dewan Wakaf Nasional Indonesia 

Keempat, Peradilan Agama belum memiliki sarana dan prasana yang 

cukup memadai guna untuk mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Agama 

dalam menangani perkadsengketa ekonomi syariah, seperti gedung yang 

representatis, ruang perpustaan yang terdiri atas karya ilmiah atau referemi 

tentang ekonomi syariah, serta fasilitas l a i ~ y a  yang mendukung. 

Temkhir, Penulis menilai bahwa meskipun Peradilan Agama masih serba 

terbatas, namun pemilihan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan 

sengketa bisnis (ekonomi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. 

H a r a p  yang diinginkan adalah bahwa dengan pelimpahan wewenang tersebut 

diharapkan akan dicapai harrnonisasi atau keselarasan antara hukum materiil yang 

berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang 

merupakan representasi lembaga Peradilan Islam di Indonesia, dan juga selaras 

dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum 

Islam. 

Sementara itu, hal-ha1 yang berkaitan dengan status Pengadilan Agama 

sebagai Pengadilan orang-orang Silam dapat dikemukakan argumentasi bahwa 

pelimpahan wewenang meqadili perkara ekonomi syari'ah ke Pengadilan Agarna 

pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas ke-Islaman yang 

rnelekat pada Pengadilan Agama. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para 

pihak untuk tunduk pada aturan syari'at Islam dengan menuangkannya dalam 



klausula kontrak yang disepakatinya. Selain itu, kekhatiran munculnya kesan 

eksklusif dengan melimpahkan wewenang mengadili perkara ekonomi syari'ah ke 

Pengadilan Agama sebenarnya berlebihan, karena dengan diakuinya lembaga 

ekonomi syari'ah dalan Undang-undang tersebut berarti negara sudah mengakui 

eksistensinya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah kepada siapa saja, 

tennasuk juga kepada yang bukan beragama Islam. 



A. Kcsimpulan 

Berdasarltan pada pelnaparan pada bab-bab tersebut d i  atas. dapat 

diambi l  ltesimpulan sebagai berikul. : 

I .  Altad adalali pertemuan i.jab clan clabul sebagai pe l~~ya laan  keliendalt dua pilialc 

alau lebih i ~ n ( t ~ I i  mclnl i ' i~~kan sllalu aliibut I l t~ l iun l  pacla obyclinya. Scdarlgltan 

mi~syaral tal i  diartiltan sebagai akad ke~:jasalna atau pencampiIran nntara dua 

pilialt alnu lebil i  untult mclakukan suatu t~salla lcrtentu yang halal dan 

prodult t i f  dengan I<esepakata~i baIi\va Iteu~itirngan aka11 d ibagika~i  sesilai 

nisbali yalig disepaltati d a ~ i  resilto altali ditanggung sesuai porsi lterjasania. 

I'engadilali Agama P~~rba l ingga  dalaln ~nel iangani senglteta pembiayaan 

Musyaraliali ternyata ~nas i l i  ~nenggunaltan dasar I iu l i i~rn yalig bersuniber pada 

Icitab-kilab liclili karya para Mazliab / u la~ i ia  ~c~ .dah t~ lu ,  d a ~ i  bukan dalam 

beritult U~idal ig-uncia~ig alaupirn yurisprudensi yang clitetapltan sebagai dasar 

Iii11~i11ii alas penyelesaia~i suatu senglteta, padahal cal tupa~i Iii11ii111i dalani 

kitab-ltitab tersebut bultali nierupalta~i i rnda~ig-u~idang (a cor/~u.v Icgi.~lu1iot7), 

[etapi nierupalta~i I~as i l  yang hidup dari i l n i i ~  hu l tun~.  Se la i~ i  itu, dalam Itilab- 

ki tab tersebut masil i  banyak ~ i i e ~ i i i l i l t i  perbedaali pendapat atau ikhfilc!fiillhzrkmi 

antara sat11 mazliab deligall niazliab yalig lain. I-la1 tersebut sangat 1ni111gkin 

m e m ~ ~ n c u l k a n  sua l i ~  persoala~i alau bias l i i~ l t i~ rn ,  ya l t ~ i i  s i l a t i~  perltara memi l i  k i  

banyak perbedaali p i~ t i~sar i  yalig disebabkan perbedaali peridapat mazliab yal ig 

di- jadika~i dasar I~LII~LIIII dalani nie~i ibcr i l tan pcl.timbaligan l i t ~ l i t ~ ~ l i .  



2.Aspek Ii i~kum pada penyelesaian sengliela pembiayaa~i  niusyaraliah, yang 

diproses pada Pcngadilan Agama I'i~~.balingga clapal diketali i~i  dengan 

nieliliat Iiesesuaian akad pe~iibiayaan niusyaraliali tersebut dengan I-lukum 

Islam dan Iiukum perdata I<UI-l Perdata. Selairi itu, penangallan senglieta 

e k o ~ i o m i  Syariali oleli Pengadila~i Agania n ieniunci~l l ta~i  persoalan baru, 

y a k ~ i i  Pengadilan Agama dalam mengemban anianal tersebut mengliadapi 

kenda la-l<endala, anlara lain: l ~ c ~ l - ~ ~ l n l r r ,  bclum a d a ~ i y a  aluran I<liusus yang 

mengatur tentang Iiul~um lixrnil (/711klrril LIC.LII'CI) tentang proses penyelesaian 

senglieta elionomi sya~*i'ali. Kcrliro, bclum memiliki Iiultum materiil tentang 

ekonomi syari'ali, baik yang berupa Undang- i~ndang maupun Kompilasi 

sebagai pega~igan para Iiakim dalam memi~lu?;  perkala. 

B. Sarilo-Saran 

Dalam Iteranglia be~.pil<i~. dengan nial rilcriegc~kkon ke~ l r l i l ~ l l i  ~ L I ~ I  

kehe l i~~~* rn i ,  para I-lakim dan aparat di l ingki~ngan I'eraclilan Agama memer luka~ i  

suatil komitmen penuli dan usalia yang  kuat clalam m e ~ i g e m b a n  alnanat bar11 

~i ienyelesa i l ta~i  senglieta perbankan dan ekonomi Islam. tlal tersebut diperlultan 

pe~:juangan agar Peradi Ian Agama memiliki Iiultum acara Islani (liukuni ,fi)rnlil 

Islam) tentang proses penyelesaian sengkela ekonomi syari'ali.. niemiliki 1iuIii11n 

Materiil, baik yang berupa Undang-undang maupun Ko~iipilasi  sebagai pegangan 

para lialiini dalani memutus perkara [entang ekonomi syal-iali, dan juga  

~nemperbai l i i  sumber  daya manusia dan sal-ana yang butulikan. Dengan der i~ikian  

diliarapkan Peradilan A g a ~ n a  mampu menegaIil<an lteadilan dan liebeliaran d a l a ~ n  

bidang ekonomi dan  pc~.banItan Islam. 
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' . L3ISMILl.,A~~III?. RAI Ii\*.IAhII[I RAI.II1.M 1. 

DEMI KEADILAN BERDAS.4RlSA.N K.E'TI.Il-IANAN YANG MAFIA ESA 

Pel-tarnd Pengadilali Agarna I'urbal ingga tclali ttlcngacli l i dan me~!jatullkat~ pLtlusan dalarn 

tingkilt pcrtama atas perkara Gugutnn I)emc~~i~li~rn .Kewqiiban- Akatl Pcmbiaymn ..A1 

...................................................................................................................... Musyarakah antara : 

1. H. AMAN WALIY UI>l.N, SIC, ulnlrr 40 tahun, Direklrlr U t m a  I)'T BPR Syariah 

Ruana Mit1.a Pcrwira, bci ie l~~l~at  tinl?.g;~I t l i  I.<t.Oj/tlw.03, Ilesa Senon, Kccamatan 

................................................................... l<emangkon, Kabupatcn I)u.~.balingga ; 

2. MCI1IAMA:D IIOSYIT), S.Ag I,in I I .  I)A!il SIINARYO, Djrcktur Oprasiond PT 

BI'R Syariah Busuia Mitra f'erwila, hertctnpnt ringgal di Desa Sendang -Tirto, 

........................... Kecamatan Herbak, KaGupaten Slerc~n ; 

Dalam ha1 ini keduanya bcrlindak d m  aras nnniu sertn bagi kepentingan I'T BPR 

Syariah-Buana Mitra Fer i~ir i~  bcrkccludt~l;;~n tli l'u.rb:~lir~gga, J ln .  .Tend. Sudirn~an No. 

....................................................... 45 untuk sela~~jutnya discbut : " PENC.i(;L!GAI' " : 

pekerjnan dagang, berlcrnpi~l Lir~gg;j.[ tli liI.0?-/1:~.!!5. L>cs:1 Cipaku, Keciunatan 

Mt.cbcr. I < ~ I ~ I L I ~ > : I I C I I  I'ir I.I?;II in:y.:~ : ............................................................................. 

2. Il.AllN I binti I.I. AI.ln/I hi) S\J l)!~ l < M O ,  I I l I I t 1 i '  39 lil11l.111, ~~clicrjaan ~lngang, ber 

lel~ilmr tingj;;i! c l i  R1..02;liw.Oli 1')1:.:;:1 !?'ij>:~l;l .r ,  I < C C ; ~ ~ ~ ; I I L I I I  Ml.cI.wt, Knl>uphtcn 

.............................................................................................................. I.'urbal.ingga ; 

" .......................................... .. S c l i ~ ~ t ~ i ~ i ~ r i y ~ ~  1<.cdir:111)~:1 ~ l i  : ; C ~ ) L I I  : I.'!\ lti\ ' i ' l ( l < ( .  i[!(.iA'l' '; 

.......................................................................................... Sctelah mempelr~jari berkas perknra ; 

.. 
/2006/I'A..l'bg, Jengan ta1nbn1ia.n dsn pcr.i~hn!:~;~~l 01cllny:r scnt1il.i di pcrsidnng:~n yarjg pada 

inusyarakali sebcsar Rp 35.000.000,- ( ' l ' jyr~ ~ I . I ! L I . ~ L  .;LII:I ruoial)) dari Pcnggupar uultuk 

.............. ............................. kcgcrl~~an moclal usaha dagtng gula I . I ICI : ; I~~  i1;11) k\:l~)nLo~ig ; .. 
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2. Bahwa p:ui .'I'eryugal Lclah'dcngi~~~ se~\ge!jii 1id;lk 111cilgg~1nak:in m o d a ~ / ~ b n ~ b i a ~ m  yang . . 

'mcrah clan kclo~llong aka11 tct:~pi L I I I ~ I I I C  ~ C J ) L I ' ~ ~ I ; I I I  lain sc11.i-ngga tncrugikan pihak 
. . 

"1)enggugat" dan olcl~ karcn;lllyc~ I 'enggt l~;~~ bc.rli:tk unluk 'sckcrika ~ncnarik kc~nbali 

............................................................................. modaI/pcmbi;iy;~:un ynng tclah dibc~.iki~ri ; 

3. L3ul:wa lkcngg~~g~r tclah o~clakuka.~l bcrbi~gai ~~ lx iy :~  ~>cii:~gil-lan. akan lelspi para 'l'ergugat 

sclalu ~ngk:~!.ja.~i.ji d:~n litlac qdil i k ~ . i k : ~ c l  L I I I ~ L I ~  ~ i ic~~ycI~s: i ik i~n ~ c w ~ ~ ~ ~ ~ : ~ I I - ~ c w ; I ~ ~ ~ ~ I I I I Y E L  ; 

4. h h w a  I>nni 'I'ergilgat Lclall 11lcl;llaiknl: kc \ \ l i ! i i !~ :~n- l<c~i~j ih>~~~ kclx~cl:l Pc~~ggi~gal  sebagii 

.~nonrl lei-scbt~t di alas, [;]aka p e r k e ~ ~ ~ ~ ~ ~ . I ~ i ~ ~ ~ l ; ~ I i  kc;)c~tli~ lCc~ii:~. I.'cngadiIiln Agi~ll~n l'urbaling 

gn uhtu1.c. ~;~cngu.bulkan gi1gr.1ta.11 kami yi~iru.;ll;;ir lJ;lI.i\ 'l'crgugat scgcsa ~ne~nenl~hi  kew'ajib 

an untilk 11~crnb:1ynr/l;1e1lge111I>i1h !~e~nl)iayiia~~ yilng [cl;~l~ cliterilna kcpndi1,I'enggugat 

bcrdasarrkan , akad pe<jaldia~.~ c i ~  1 i y ~ : . k l  I I  : 123/MSA/V11105 . . 

tertallggal 20 Juli 2005 yang perincian~~ya pertanggal 3 1 Oktober 2006 s&agai berikut : . 
.... ............................ : ~;)-.29:080.060,- ; 

.................................... : 1<:>&; 7.729.569,- ; 

Biaya APH'T : 262.000,- ; .............. ; .... .. ........... 
. . 

T o t a l  1:~' 37.07 1 .569. - ; ............. : .................... 
Jumlal~ tersebut akan terus bcrtnnibal~ knlcna. bayi liasil dnn atju dendn tnkwid, serta 

... ..... biaya-biaya yang ~i~nbt l l  karcnanya, snlnpr.~i sc l~~r t r l~  kcw;!iil)i~nllya . dibayar lunas ; ;... 
3. Dallwa bilamana piliak p:l.ra 'I'crgi~gnL mcnl;abaikanaya cl;~.n atair tiduk meli~ksanak'm 

kewri.jibo~i-kewt~iibi~.nnya :crIl;~tl:~p I ' c I ) ~ ~ L I [ : ; I I ,  I N ; I I < ; ;  ~,crkc~~a~ilt;rn kcpt~tla Kciua I'ellgadil- 

, . an Agarnil unluk meletakan sita Izksckt.~si ~cl:lia~lap 1:uiali bcrik.ut bangunan-bangunan 

yang didiriltrm di alasnya, bcserta scgrllu scsu:ittt yanfi clitclnpqlkan, ditanr.m, maupun 

' yaug bcratla tli atas tanall tlnn ~>:~II~III:;II.I-~);III~IIII~L;I L C ~ I I I : I S ~ I ~  111csill-ln~si11 yi11ig kilrcnn 

,sifat~~ya, peruntukannya a.tat1 menurut iliida~lg-lJncla.ng dii1.11gga.p scbagai ~benda tetap, 

nljlik para 'l'ergugcll yilllg lelah diikut I . J ~ I I (  'I.'el~gg;lng;i~~., scbagoinlana yang disebut di " 

bawah ini : ............... .;. .............. .; ............................................................................................ . . . . . . . . .  
- ' I '~.II~I hak milik nolnor : OU332IDcsa Cipak.11, yang terlct'ak di l'ropinsi Jawa 

. . . . Tcnguh, Knbupalcn Ptu*b:llinggu, I<cca~nol:.rn Mrcbcl, .Dcsn Cipnku seluas 598 

M2 (lima ratus sembilgn puluh clelapan lnctes persegi) scbagainlana diuraikati 

dalam surat ~ikur nomol. 224/Cipa.ku/2261 tertunggal 5 Pebruaxi 200 1 sertifikat 

tertanggal 27 Maret 2061 tcrlulis ntns namn llarni ; ............................ .. ..... 1.. ;... . 
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. . - S C ~ ~ I ~ ~ I ~ I ~ I ~ I I I ~ I  y~111g t ~ r s ~ l ) , ~ ~  .Iill;111> s,*I.I.~ liki~kt l ~ k  ~ ; I , I I ~ ~ ~ I I I ~ : L I I  di biiwdl i ~ i i  : 

sertifikat I-Iak Tanigu11g:ln ncrlnor : i)OOG9/2i)OG, tanggal 1 I3$bruari' 2006 jo , 

ukta Hak 'ranggunsan Nornor : 30/200G . ta~~ggal  13 Jaliuari ,2006 yang 

berkcpala " De~ni Kcadilan 1:3crd;1?ai.k;111 Ketul-1an:un Yang Malu Esa " y m y  di- . 

........... buat dihadapan FIcri I'r:ls~owo, Saqji~.nil l~lulcun~, Notnris di I'urbalingga : 

1.3crdasarkan hal-ha1 ~ C S S C O L I ~  cli. ;\[;IS. 11.iil.k3 I ' C I I ~ ~ L I ~ L I L  . lndlion , kcpada Ketua., 

Pe~gadilan Agama I'i~rbnlingga agar I~crkcnan 111cini,crilisa t l i ~ . ~ ~  rnc~iiuLi~sperknra gugalan ini 

.......... .......... sibagai bcri kilt : .............................. ; ....................................................................... : ; 

. . 
3. Mciigl~ukum " para Tergugat" untulc ~;icnicl.~uIi,i !:cwi!i iban-kewi~j~bannya ; ........................ 

........... . . . 
4. ~ d e t ; a k s ~  Sita Eksekusi t&had:lp barang-bi~s:.~~y ,1;1mini111 ; ...................................... ; ........ 
5. ~ c l ~ ~ t a ~ k i ~ l ,  sccara hukum ICantor I,clo~~p, d;111 i . 1 . 1 ~  1<1'21.;N I'.i~rwokcrto i~ntuk niclaksana- 

................................ ............... .......................................................... kan lelang jqminan ; : .. 
. . 

6. ' Menghuku~n " para Tcrgugnt ".l.~ntnk mcmbayr;~ selliua binya yang tiinbul dalarn perkara 
... :: ........................................................................................................................................ ini ; 

At911 apahila l'engadilan Agan~n. 11crpcndop;lt I:~irl. 1:loIio11 ;\gar pcrkara i i i i  diputus menurut 

hllkum dengan seadil-adilnya ; ............................................................................... : ..................... 
Meninibang, billiwa .l'enggug;~l tclnh cl:~t;~ng rnonglind,y:, scndiri cli pkrsidangall dan 

. ole11 Majelis tclilh diusa11:Lkan untuli. clamai, n;\nIun 1id;l.k bcr11;lsil dan l'cnggugot lethp pada 

'gugntnnnyi~, Itc~nudinn Kctua mcmb::calci\n L I , L I ~ ; I I ; I I ~  I ' c I I ~ ~ L I ~ ~ I ~  ; i............................................... 

Menimbang, bal~wa para 'I'ergi~gat tcl:~li tcsnyata ~idak dntang menghada'p. di 

. persidarigai dan tidak menyuruh kepsldsl orang lain cntiik n;cng1iadap.seb:~gai kuasanya atau 

waki!~lyil yang snh, meskipun I'cngildilu~i tc l i~l~  r i~cn.~:~~ Iggi li~y:.~. ScCiIrii sah dun pi~tut, scrtsl tidak 

................ tirxlyata bchwa ketidak hadirannycl itu disebi~l,lc;~.i~ oIt:I! scsuatu I~i~Ia~lgan yar~g sah ;. 

Mcninibang, bahwa i1111Uli .sclarlj'i~lny;~ I'cn~~,[;~rg;~t Lcli~h menyampaikan kcsimpulan 
' 

, . clan mo!lon putusan, maka untuk mci.i~lgki~s ,ilixiali 1111tnsnn ini CLII;LI~I kil'anya Majelis 

meuirnjuk bcrih ncara sidang ; ...................................................................................................... . . . . . . . .  
; 'EN'l'hNC; 1~1I.IKI-JPANYA .............................................. ;...;. .... .................................................. 
. Minimbang, bdiws maksurl clan .ti~juan yi~gahn I.'enggug;lt paclsl pokoknya Seperti . .  , 

. jlang diuraikan di alas ; ................................................ .-. ................................................................. 
b .  

. . Menin~lrallg, baliwn l'enggiigat tclali I .~: .~t l ic  :ic~~cliri di pcrsidangan dhri olcll Majclis . 

.. I l;:.kim ,[elall tlii~l,uy;~k;~:l untulc c l i ~ . r l ~ ; ~ i .  I I ; I I I ~ I I I I  l i i l ; ~ i <  I)ci.ll;~si l lIi111 I'cnggiig;~~ Icti~l, p i~d;~ 
', ' 

gut,illu.nnyi~ : .................... i .............................................................................................. : ................ 
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........................... Menin~bang, bahwa'inti gugatiln I'engglignt pwda pokoknya adalah : 

, 1. B.a l~w~tytara  l'cnggugat dan para 'l'crgngat ~cli~ll  mclak~rknn akod perjanjian pembiayaan 

al Musyarokah Nomor : 123/hlSA/V11/20O.i r anga l  20 Juli 2005, para Terpgat  telah 

me~.reri~na.pcmbcrjan modallpenlbiayaa~~ m~.~::yarokali scbcsi~r Rp 30.000.?00,- (tiga puluh 

juta. mpial~) dari Pcnggugat 11nLuk kcl>c~lt~i~n ~ubtl:~l usaha dngang gula merah dan 

...................................... .............. ........ ............................................................... kclontong ; : i 

'2. Bahwa tcrnyata para Tergugat tclr~h wrunp~.csli~si yailu tlbngan.sengc~ja tidak mcnggunakan 

modallpcmbiyaan yang dilc~.i~nn dari I ' C I ~ G ~ ~ I G ~ I I .  scsui~i d c n g ~ ~ ~  .yang diper.jat?jikan. yaitu 

untuk modal usdla dagang gula meral-1 dan.kelo~~tong n l u n  tclnpi unluk keperluan lain ; ;.. 
. . 

3. 13ahwa akibn! pcrbtratan ingkr1rj:rl~ii/~\~;111~)1.~:~1:1~i p;11.;1 'I'~:S~:LI~:II, 1)cnggug;lt mendcrita kc- 
. rugian materiil, kzrena flu supnya para I"er.gug:~l dihukum ~i~crnbayru.lmengembdikm 

ynnp telah dite~.iamn kep:lda 1"eoggognl ysng ~.inciallnya per tanggal 31 

............................. ............................................................................ 
.................................... z 2-~l.OS0.~00.- ; 

. . - 
I 7.77,0.569,- ; ................................ .... 

........ .......................... ! 5.11 ,?--L2.:.'1(lJ1x:.: ., 
1117 3'7.071.560.-: ................................... - 'I' o 1 a 1 

Ilan j~umlith Lcrscbut aknn 1c1.u.s b c r ~ ~ ~ ~ r ~ l l ~ a l ~  kal.crl:~ l>;~l;i hasil, darl alau denda ta'widh 

. serlcl biaya-biaya yang timbul kareni~~lyi~, sium[):~i :;clt~t.uIi kcw:~jiban dibayar luiias ; .:....... 
~ c t ~ i l n b : ~ n ~ ,  ba.llwa piLri1 ' l 'c~gugi~t iitlak hil t l ir  ili ~icrsiila~lgun clii11 lid:& mcnyuruh 

orang Iilin tladil. scbagui wnltil ny;~. j ) : r [ l i l l ~ : ~ l  Icl;l.l~ tli l1i111~:gi l dc~lgan l i ;~ t t r l  d;in I.itl;lk lcrnyata 

ketidnk -1iadirn.nnya ilu disebabkrtn sual~r I>al:~rlga.n yo.11g sa1.1, nlnka hnrus dinyntakan para 

'rcrgugat tidak hadir clan putnsnn atas pcrkar.;~ i ~ i i  clapill di,jatul~knn tleliga~l verstek, sesuai 

dcngnn pasal 125  [ I  [ I<  clan cldlil syar'i tlnlanl Ki~.;ll., I 'u~~i.~tulh 'I'llalibicn Juz IV halrunm 238 

................................................................................... yang berbunyi : ........................................... 
. . . . ..,. . - .  & ~ L J  dll i ~ i  $4 j,)d:3 1 j151 I &Ili)c +Ck& +Ulg 

, ', 

Arti.nya : " Memutus atas Tergugat yang ghoib dari svil;tyah Yurisdiksi utau Tergugat tid,dc ha- 

llir dnlaln persidangu scbnb t:~wiui at:\[: la';~zuz ad:.llah bolcll apabila Pengygat 

.................................................................................................. men~punyai hujjdl " ; 

Mcnimbang, bahwa Mqjelis ahiin rnc~llpzl.tirnbangkun hill-l~nl yilng digugnl olch 

................ ............. . Penbgugat dalam surat gugatannya, apckoh mcmp:~r~y:~i l1i1.ija.h atou tidak ; ; 

Menimbang, balnwa perta~na-tanla Mqjcl i s alnn ~nc~npcrlimbanykan tentang para 

.'l'ergugat tclatr rnclnkllk:ln wclnprceLlsi. I)al;tni surat g\tgilI;l.~l I ' c~ lgg i~g~t  di.iclask;un pilri 'I'crgu- 

.......... gat telah de11ga.n sengn.ja nicngaltiikal~ pc~nbiay:~:~rl t~..dilal IISLIII;I dnyang gula rilcrall dan 



'/ 
, .  . Menimbnng, bahwa menurut P~.ol*, Subc!iti, SJ..l.. b;ll~wa clcl~irur dnpat dikatakan wan- 

apabil:~ t.idr.ll< rnclncnulli k c w ~ j i l ) : ~ ~ i ~ ~ y ; ~  :1t;11.1 [ C I . ~ ~ I I T I ~ ~ I [  1nc11icn1.11iinya atnu 

enuhinya leL:~pi litlak seperci yang tcl;lh dil~cl:ir~~yik:lllny;l ; .................................................. 
I>ahwa bcrdasar pcriilnbntngan t:1.scbutl Mlljclis bcrpcndal~nl bahwn para 

........................................................... tclab m/Icl;lkuli;ln ~vilnprcrl:,:si ; 

, - 8 $'--.$ Merlimb:lng. b;lhwaPe~~gg~rg:.f dolil~a s~~i.ili 1;ogalallllya Lidak secnra legas rnolion .4"15.'1. )/d 
'\\...!+,y r &ad perja~ijian pcmbiayaan ill ~ i i ~ ~ s y n r o  tiili nornor : I 2YMSAIV 11/05 tsrlpgal 20 Juli . '  . -..-. - 

2005 dibalalkain, r i>u~~un I'enggugclt mollon agar pokok ~~clnbiayaan Jiltembalikan kepadanya. 
. . 

Dalani ha1 :Majelis bcr1)endapnt hanyalah k i re i~ :~  kete;.i)al::\sal~ pcngclahuan Penggugat tentang 

hulturn, Ilakekatnya I'enggugal ~noliona aga1. akad l>ci:jnl!iinn clcngan para Tcrgugilt scbagai 

malia tersebut tli- atas untiik clibalalkan ; ................................ : ........................................... i .......... 
Mcnimbang, bohwa DR. Wdlal) Az Zullailitli' dalnnl. liiiitbnya A1 Ficlllul Islamy 

~ i&i l , l a tuh  Juz IV lialaman 277 me~~jelns l t :~ .~~ b:~h\vii i1kac.1. pcrj:l.~!jia~r yung t.idak dilaksmakan 

(.++dj Atau dialilikan pe1aksan;larlnyn c1ar.i :;at11 pcIi~1jun.11 kc. .pekeriaan lain - ( ~ p ~ l ~ ~ 6 ~ ~ I ~ 9 1 )  scpcrti yrung tc~;i;.lJi clula.~ll ki1:il.i~ pcl.kur:l ini, yclilu tl:~ri pcbinyaan 

dagang g l a  menill (Ian kciontollg di;llillk:l.ll kcp;1(1;t YilllLl. I i i i l l . .  ~~l i lk ;~ .  :~kad perj;u!jiun itir dppat 

dibabl.kan (fa~ali1.l) d a : ~  dcnp,ali dib:lt.all<:i~lrly;l i1k:rcl ~>:~:j:!i!ii;iri it11, nlaka :tk;.~J' pcl:iar!jian 

tcrse5ul telah bcrukliir ; ................................................................................................................... 

. . Menimbnng, baliwcl berdasar pcrt.imba~~g;~.r~ ~c~.scbut dan berdasar pula kcpada A1 

............................................................................................... Qur'an-surat A1 Maid;lll ayat 1 : 

Artinja : " I-lai orsng-or;~ng yiulg beriman, pe11~l11ila.h acl:~cl. ;lclarl i l u  " ; ..................................... 
.......... ............................ Dan Hadits riw:lyat Abu D;iwucl, Alimncl. 'l'il.nli Jzi d:~n I ) ; i ~ . t ~ c l \ ~ t n i  : .. 

?GsJi .S~hyJ.d\ 

. Artinya : " Orang-orang lslam terikat pada akatl peqi:lt?.jiau )lilug niercka bucit " ; ...................... 
inaka Majclis bcrpendapnl bahwu a.kncl ~;cl:j;~~!jia~l pciil,rin?:ai~~l :\I niusyarokah nomor : ' 

123/MSANIJ/05 tml&al 20 J u l i  2005 1i;lrus tli bi~t:~lkar~ ; ............................... .; ........................... 

........................................... . yar kcwajiban-kc\vajib;~~i~lyi~ kepnda I'cn!:[;~ll;al  rig tc..r.diri c1;u.i : 
".. . .... 

........................................................... ' - 1' ikok J'enibiayaall 1<11 2!,.!!80.000,- ; 

........................ ............#................. - tlcnda la'wiclli I 7.72!).500,- : .. 



Mcriilnhi~n~,, I>r~l,iwi~ I'cliggul;;~t j11g;i I ~ I ~ ~ I I ~ I I I ~ ~ I ~ .  ; I ~ , : : ; I I .  \>;II.i\ 'I'crg1rg;lt rl~cli~bgyar 

tamballall bagi hasil dan alau del~tli ta'widll scrta biayil-biilyt~ y;lng l.imbr.rl ka.rctia~iya, snmpai 

sclu~-uh kcw~iibannya clibayar lunis. Maiclis hcrl~cr~tlj~;.l;~t bohwa t11nlui;lli l.'enggugat tersebut 

tidak bcrcjasar l i i r k ~ r n ~  k:~.rcon panbiay:1:111 )-;111g 11l:lcc1 I ~ : I I . I I S  I ) c I . ~ I c I ~ I  &.datii slatus quo, baik 
_ L-.. ........... 5 2t\llengena.i jumlah pokok pelnbiayaan, ili..-bilh, ta '&i~i~r/~anti  rugi dm1 sebagainya ; Hal ini, 
>--, ,y, 

'g s \%;, esubi dc11ga11 Yurisprodcnsi Mahl<s~ni~li /\g;111~ 1101 i"" : 2800 1 l 1 l ~ 0 4  Isliggsl 15 . 
--.a\ ...,,, y,,. 
- % .  '2?chl-uari 1096, c~lch Itarena i l u  guga~ari I"cn~~.~lg;~l scp:111.;;1rll; I ~ t r l l t ~ t n r l  tcrscl~i~l I~i~rus,rlito!ak ;..: 

I ,I,$..,$! .., ,:;:;7 *? I ........ / ',--2.-*:. , :? 
1 -. Menimba~ig, bal~wa l'engg,ugat dnlnll.i ~tls:ji guga!:llil\ya pada pctit~lm 4 dan 5 
\ 

&,.,-,d:q .. c , : ..- ,$ ",meln.ohon agar Penpadilatl meletakan sita cksuk~~.si ~ L I I I  nlcnct;iplcat~ secara hukutn  anto or 
.(;I ,.fa 

, .&.d - c*., liy' ...--- Lelang dan atxu K1'2LN P ~ w o k e r t o  untuk meli~.k:;n~::~k~~\ iclang j:lniinan. Majclis bcrpendopat 

bahwa , pern~chonan tersebut prematur, karena sita cl\sckusi cliul lerang czdalali lnelupakan 

proses eksekusi yang baru bisa ~li111011011ki111 S C I C I ; I I I .  l>~l(~ls;l.rI i l l ;  I)cl.Ii~kutan Ii~.~kutn letap dan 

para 'I'ergugat tidak rnau melaksanaka~~ putus:u~ dengar  ~uki~.i.el-:~. Oleh kcirena itu gugatan 

Menili~bung, l);~.hwa olch k:lrcna I>al'u ' I ' C I . ~ I I ~ ; ~ I (  i ~ ~ l ~ ~ l i ~ l l  pillnk ynng kololi,, 111ak:r 

...... ............... berd;~sar.pasol. 1 31 1-11: IZ para 'l'ergirgat d ~IILI;;I.IIII t111t111i 1 1  I C I T \ ~ ; I J , : I ~  hiay:~ perkat-a ; : 
. . McmpcrIlati.lcat~ pas~l.l-i>asal tl:~;.i I J I IcI ; . I I I~-~ J I I ( ~ : ~ I \ ; J ! ,  11o111or : 7 1;t/11111 I OSO CI:111 Undang-.. 

Undat~g nornor 3 ~:llliun 2006 sert:1 ketcntt~nn I>C'~I.I:~IC!:II~!;-~IIIC~:\I~~:I.I~ d;l.n lii1k\1111 syara' yang 
. . .  ............... ........................................................................................ berkaitnu rlc;.igan pcrk:lra In1 ; ; 

..................... .;. ........................... M E N G A S )  I i , I  ...................... .. .................................. 
1. Menyatii!i;nl par2 'I'crgi~gat y:rlig tcl:~li dipar~ggi! tlc11g;ln l > i l t i ~ I  ilnti~k mcllghadap di 

...................................................................................................... persidangan, tidak hadir ; 

.................................... 2. Mengabulkan gugatan I'cnggugat dengan \~crstck i:ut\lk vcbngia.n ; 

.................................................. 3.  Menyataksltl para Tergugat tclah nlclt~kukan \1\/;11ir11 CSI:;~:;~ ; 

4 .  ~ernbafalkan Alind . Pc~:\alqi:l.n ;~crnl>i;~y:~:~li ,4I< hli ~ I S ) : ; I I . O I ; ; I I ~  1.101110r : 1231.MSA/V11/05, 
. . 

tr~ljgg:ll 20 . l i ~ l i  2005 : ........................ ;. .................................................................................. 



5.3. Diaya AI'I.1'1' : I 20?..0(10,- ; ............ : .................................. 
Mcnglrukum Tcrgugar- u n l u k  \~ii.nlbaya.l. -biaya y;\rlg Liruhul dalalil pcrkasu ini sebesar . ....... 

.. .................................................. I<p 261.000,- (Dua ra tus  cnaru pul~.~Il sr~lil rih.1 R\rpial~) ; :. 

.................... ..................................... 7. Menolnk dull ticlak ditel.ima selai~i dan selcl!iiinya ; 2 

I lc~uikia~l  putusan ini'dij:~tr.lhl;an p ; d a  l;:~ri Sc~lir~ 1::lnggal 29 .Ial~uari 2007 M. berte- 

patan dcngan tanggal 10 Muharram 1428 1.1 olch Icnn~i : D I . ~ .  MA'MUIt I, SI.1. 1-Iakim yang di 

.tunjul: oleh Ketua Pe~lgadilarl Aganla Purbalinggi~ seb:igai I-1.akim Ketua, Drs. BAJURI MUS- 

THOFA, SI-1. d m  Dl-S. H. NANGIM, MI-I. ni;.~si~v..-rnasir~~; sebagai I-lakin1 Anggota dm diban 

tu  ole11 b1Ol:I. I'AIIHlJDIN scbagai l'rl.~i.i~c~-n I>ci\ggor~ti, yalig d iucapkau  pada hari itu juga 



. . I "  . . \ ; ,  . . . 
,/' : . :: .. . . , 

, I 

PT BPR SYARIAl-l  
B.UANA MITRA P E R W I R A  

"I-Iai oral1 g-orang yang berim&n I'ntullilall / pcriulii ~\l iad-~~\l i i~ci  itu" 
(Q~rr 'n i~  Al  h/laitial~.i~y;i~ I )  

t 

.I)ada llari irli 3ab.u ~nilggnl 20' I I I  2 , .  ; I I \ ~ I \  ' .  ' 
J ' 

di b:\\val~ ilii : 'a . 

1. ' 1.L /\fvl/\N \,VALIYUDIN, S;I[~:II~:~ IXko~io~i~i. l l i r C l ; ~ ~ ~ ~ *  [ ,JI : I I~I : \  l).lm i3il1ll; 

I'erkreditarl liakyat Syarinh 1-3ua1i:l b l i~ ra  I)cr\,\,i~.;~, btii~kcd111-l~1kn11 di. I<:\bupati!l : 

~ u r b a l i n ~ ~ s ,  Propinsi Jawn ,Ter;yall, cl;\lanl I1;1I i n i  bcrtind;\Ii u~ltirk dnli ntas 
. . rlarna. ser-la sall i~lewakili P'f I3anl; IJcr.k~;ctlicn~~ Rnkyal Syariali Bunria WIit~.,i 

. .  I'erwira atas kekuatar~ Akto t ~ r t ~ n g g a l  2S i \ g ~ ~ s ~ ~ i s  ,2002 No111or 149 . yang . /- --. 

s u d a l l  bebcrnpa kali mengalarl~i j)cr.i~bnll;\~l, cli111 pci~ibi~llnn teralillir pada 
.I' - &,A$, '/ ta~iggnl 1 9 Nope~llber 2003 cic~l,garl /\litn Norllur 56 ,  kesc~lluanyn dibunt 

dilirtdqoarl Np. Gati Sudardjo;Snr:iarl:l I . . l t ~ l i ~ ~ ~ \ l .  . Noli11.i~ / 1'1'/\'1' d i  I'i~r\\lokerto 
dari teIa11 disahkan ol'ell ~ e n t e r i  I < ~ l l ; ~ k i l l l ; l l i  ] < I ,  ~~1>;ig:iiilla11;1terr1~~1ta da,ri 

. . sural kepittusan tn~lggal 30 Jn~i i~ar i  2OOrl Norllt)r C'-02375 1.1'1' 01 .O 1 'TI1 2004. 
ILL. ..c drill tanggal 1 7 ' ~ e i . 2 0 0 4  No~iior C- 12325 1.1'1'. 0 1 .04. '1'11 2004 . S e l a ~ ~ j u t ~ ~ y a  

.clillar\~ ikad ini discbut I'll-IAl< l i~:~/ \ ' l ' l l  / 1"l' I ) I ' I<S  UlIANA'MI'.I'I:A 
I)ERWlR/\., . 

I I .  I-lernlnr~ lii\s~lo Wibowo; UII\.LII. 3 3  . i a l ~ i ~ ~ l .  l)cl\u~:iil;ln t l i l~ t l~lg  I)cr~lilil< I< ' I ' I '  
' 

No.1 883/08696/0820.1 G .berlaIil~ salll11:li ~ C I ~ L J : I I I  00 Ilcscrlibcr 2006. 

, 1 1 1 :  ' t larni, Umur 25 lo l lun, .  .I'ckcrjilil~i 1 \ 1 1  l'c~nilili KT1) NO. 
1883/086?7/082016 berlaki~ sarnpai cie~lga~l 35 hgi~stirs  200S. . . 

. . 
. . 

13crteriipnt :inggal di Dcs:\/Kcl~1ralla11 C'il.)i\lii~ I < ' l ' .  02 I<)\'. 0 5  I<cca~lli\ti\~l 
' Mrebet I<nbu ontell Purbalitlgg~ I?r.opi~lsi J:I\v;I 'I'c~lynll. 

. . . . 
Dengan in ;  unti~k menanygilng pen1bay:lrarl atas penibiayaarl di bawall ini 
selar~jutnya disebi~t .pembiayaa~l Al. h/I~r~yfi~alii!l~ sanlpai clerlya~l nkl~ir. Akncl, 
sel.lingga deugan demikian baik bersama-si~lna mnupun sendiri-sendiri at+ . I 

salah seornng sqia n1enangguny pcnibny;lro~l al:\s '~~cll~biayaarl  (tnllggi~ng 
1.~11te1lg ) sclar~jirtnya disebut I'II..I:\I< 1<131>0/\. 

. . 
. . . . 



: I 
1) Akad I ) e~~~b iayaa~ i  Al Musyrtrukali ~tclnlali r!katl kixiasa~iia ; I ~ I : I I . ; I  I'ilinl; I)cr~:~rii;~ 

sebig:li peliyedin ' dnrin / r~iodal dellgar1 l ' i l iuk.  I;;ctl t r ; ~ ,  scb;!yai pc~igc:li)l:~ 
proyek/trsqha (1;1g:111g l<~lo111o11g (Iit~l.gill;l 11irr.;111 ~ I ~ I ~ I . ! ; I I I  l ; c t~ r~~ t~r ig i~~ i  yr1119 
akan cli bagi scsuni dcng:tri tiisbnti bagi Iiasil ~:II:!.; ~eI;rl~ clisc:li:\lit~ti \)cr.s;~~i~:i. 

2) I'cn1b;ayaan adalnl~ .pagi~/l~lal'o~i .dalla yariy t l i ~ ~ t l i i ~ I i ; l ~ i  I'iliak I)cl.[al~ia y;111~: ;11;;11i 
I 

diguliakat~ da-lam ~)royck/t~salio Piliak I<ctltr:!. 
3) I)royek/Usaha. aclalah kcgir~~an yang' clilaksnr:ak;~~i olcli  I'illak l<ctlt~;~ .yaIig 

sebagiari' dananya dibiiiyni ole11 I'ill-ak .l)cr~an)a t111I t1 l i  1ii~11igIi;!~illi;l11 \>~I I . ; I I~~ /~ ; I s ; I  , , , - e yang diperkenanka~i sccara Syariali. 
4) Syarial~ adalali 11i1kun1 IsIarii yang bcrsurii bcr tla~:i I\ I Qtrr'ari t l a ~ i ,  i\l I-Indis~. 
5) Dayi hasil adalali penibosian pendnl)ii~ari y;~rig tliscl);\li;~~i I ) ; I I : ~ I  l ' i l ~ i ~ k  y;111g. 

dibagikan sesirai dengan perliiiungan (nisbah)yang cliscoaka~i I)c~.san~n.. 

11). Para Piliak sepakat dan seti~ju i~ntuk men,entukan slir~ril.lg ~ I : I I I : I  ;~ las  p~'~oy.cl<~irsalia . 

yany dibiayai darifasilitas petnbiayaan ini, yaitu : - piliak partanla scbcsnr ( ... ,.. 70'% ,.. ... .;. pel' sc~~atus) (lo11 . . 
- pil~ak kedua scbesar . (..... .. 30'% ... .. . .. .l)c~- sc~sartis) 1 

2) I)el>yan d.emikian ri~silihs pcmbii~yoan Plt~~y:lrok;~li y i ~ ~ ; s  tlisctlinknn olcli Pilirrk 
Pertarna Kepada ~i l iak  Kedua sejun~lali Itp. JO.OOO.000.- 

3) ~asili tas pen~biayaan pada ayat ( I )  diper~gi~r~riI~;~n 1)i l r ; i I ;  I<ctlu;~ t ~ n l t ~ k  Lepcrlu;ln . . ,  
tarnbahan modal ~ e r j a  untuk usaha clng;lrlg gtrln I I I C I . ; I ~ I  drill I ~ C ~ O I I ~ O I I ~  ynr~g 

. . 

tcl.lctnk di ~ c s n  Cipnlcu RT. 02 RW. 05 lCcc ;~ r~~ ;~( ; i r~  W11.cbct I<nhtrp;ltcr~ 
I?ul;balinggn P~aopinsi Jnwn Tcllg:~ll. 



I v ,  ' ' 8 . . :: ' . . I 
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. I'as:~l 7 
/\SLII. :I :~SI ' I ' L : I ~ I I : I L I : I ~  [ . ~ : I ~ ; I I I ~ - ~ ~ ; I I . ; I I ~ ~ :  .I;IIII~I~;III/~~;II.;III~\ \':II~L!. I )il>i:~y;li 

. . 

I ' i I~nk  kctltlil .w;,.jib n l c ~ n ~ ~ e ~ ~ t a n g ~ i ~ l ~ ~ ! , i ; ~ \ . ~ ~ : ~ b l ; a r i  n l a~ i  ~ l l o ~ g ~ a s t ~ ~ ; ~ r l s i k i ~ l l  :\[as 
scndiri dcllg:\il 13allkcl.'~- clallsc t111tuk (la11 :\!:IS 11:1111;1 0 i I l : ik  I ' C I I ; ~ I ~ I ~ I  .kc~)i \cI ;~ 
~ ~ C I ' ~ I S ~ I I ~ : ~ : \ I I  :l:,i~Elt~si syi~ri':lIl y~111g clis~?i):~k:~li ~ I : I I I  ~ l i  s~!lt~.jt~i ~ : I I . ; I  ~ ) ~ I ~ : I ~ ~ , ; I I : I s  s c ~ t ~ r t ~ ~ ~  
I , Y I : I L I ~ ) L I I I  ~ ~ b : ~ g i i ~ ~ l  b:~fi\llg Y>\I,ILJ ~ l i ' j > ~ r g ~ ~ ~ ~ i ~ l i i \ ~ l  S C ~ ; I ~ : I ~  . ~ : I I ~ ~ ~ I ~ ; I I I  ~ I : I I : ~ I I I  \ ) ~ ~ ~ l b i ; \ y i l a ~ l  i~i i . ,  

mininlal selaiila jallgka waktu ter;lentt~ dkng:~ll Iierll~i~lg,kirlan s e \ \ : ; ~ l ~ ~ t ~ - ~ \ ~ a k t i ~  dapat , 

diperpar?iang ,olel.~ I>iI~ak kedcla sebagairll:~~l:\ ynllS c l i ~ ~ O t 1 [ l i i i 1 1  tlalarli polis ({all 
disimpnrl oleh pihak pertanla. 

. . * . , . . . . ,. 

IJn!uk kepcntingan piliak pertanla, l)iI~ak I)ct'tallli\ . c I : I ~ ) ; ~ I  I I I C I I I J ) C I ~ I ; I I I ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ ; ~ : I [ ) ~ ~ ~ I I  I 

atau nlenghsi~ransikan penlbiayaan i n i d a ~ l  atnu j i ~ v : ~  ~ ~ i l l a l i  kcd i~a  kepada perusnl~aail 
, . 

i asuransi syariah yallg disepaknii.  dall disct'i!iiri ~ ; I I . ~ I  ~,ill;\li atils' bcbnll para pil~nli 
det lga~l  syarat,-syalnt i l su~.ons i '~nr~ ,g  bel.lnk11. 

I ) I ' e r~ ly :~[aa~~ ~ I I ~ ~ I J : I I I I ~ I I  : . . - Pillak kedua ber.llak dan berweli:.n!: s e s i~a i  dellg:ir~ ctkta pcl:dir.ian yang berlaku 
un till<-mernbuat akad pembiayaall i l l i  yatlg nlcllgilin~ par:\ pilink' dan meieka 
yang bertindak nlenat ldatar~gini  akacl oe l l l b inyc~ :~~~  adalc~li pejabat yalig 
n~etnpunyai  kcwenangan sah  untuk iiu. 

- . Pillak kedua telah n ~ e l a k u k a n  tindaknrl I ~ ~ I ~ L I I I I  y:~rlg dipe~.lukall dalanl rangkn. 
' sahnya pelakasinaan akad pembiayaan serta clokunlen-dokumen lainnya yang 

berkaltan dengan akad penlbiaydan s c l ~ i n ~ i g : ~  t idak bertentanyar~' , ddnynn 
. ke!cnt~~nrl cia11 pcmt i~ran  ynng bcrl;\Iit~. ' 

- I'ihak kedua telatl ~ n e m p e r o l e l ~  s e l ~ ~ u a  -i.j.ili-iji~l yarig .cl ipe~.luka~l  untuk' 
. melaksanakan'  keyiatan us(ihanyu. - '  

- Tidi:k adahya pelanggaran yarly terjndi scb:~yai :\l.tib:~t tlari nkad-ilkad yally 
sebclun;nya pcrnnll dibunt pil~nl; I;ctlt~i\  yilllg ;llii111 [ ) C I ~ O C I I ~ : I I ~ I I ~ I  I I I C ~ ~ I ~ ~ ~ . ; ; I I ~  

I'illak pertanla. . .* - I ldi.ik ada ,sc.ngkctn nlnt~ pcr.k:il.:\ ~ : I I I L J  S L ! I ~ : I ~ ; \ I ~ ~ ~  1c1$1cli > / : I I I ~  t.l:\pi\t 
berperigaruh in,:rugikan pillak pci.tnrlla,,, 

. . 



. - 

- I'cnyanl~~ainn . laporan I ; ~ ~ I ; I I I I I  (~~c!r.;ici~ cl:~rl I;iI):~/r~trgi) ~;~Ii i~ri :~ri /  
scii~este~'nn/tiga bir lana~i  s c l a n ~ I ~ : ~ ~ : I ; ~ ~ l i h ; l ~ r ~ ~ l ; ~  s r : ~  i ; ~  1 )  I;I  !",i;;,i~l I 0 (scrl)[~It~I~) hirI;irl 
bci:i k i ~ t ~ i y a  sctclah p ~ r i o d e ~ I n p t i r a ~ ~ .  

- Sci'iap snat bel.sedin untirk c l i l ; ~  ks.i~ri;~k;~li l)cr~ic:t:iI;sa:~~ rcr.lladnp :\d11lirlis1rasi 
~ )e~ i ibukuan  sel-tn kondisi -perusnlinatl olcll I ) i l l i ~ l ;  1)':: '.[111;1 A I ~ I ~ I  pilink ketign 

' 1  

y i ~ n g  ditirtiji~k olcli I'illak I'crto111n. 
- ~cri~~~erb~l~c~'r~ril~iicm~er~at~jn~ig i .jit1-i.ji11 y;~!ik: stlcl: '! [ i t l i i k  l ~c r l a l i i~  darl 

. . 
~ i i s n r y l ~ n ~ k a r ~  kcl);~tln [>ihnk p c r ~ a r l ~ ; ~ .  . . 

- Mcriyeralikn~i kcpnda pillak p c t ~ i \ t i ~ i ~ ~ i l s l i  siIl,aI-si~r:Il I N I I  i i  I ic~)c~i~iIiIii\ , t~ agLlria11 
sebasaitilarla tersebut d a l a n ~  pnsanl 0 .nknd i r ~ i  ~ r ~ l r l r l . ;  i ; l isi~i;~)a~l olcli I'iliak 
Pestailla s irnpai  cjengan selesair~ya nkncl  pe~nbiayi~nll  i l l  

- ~ i ~ i a K  .. Kedun  . w n j ~ b  memberitnlli~knn sccnril ~cs [u l i s  I, Y/>i,dn Pi link Per.tarnn ' 

, 
sela:i;bat-Iari~bntn~a '7 (tujuli) Iinri kalerlticr s c [ l a ! . ,  tc1:i:ldi perubnlla~i- 
ljerubahan atas tindakanrlyn bcrupa ~ilcrgcr.. i \ k \ ~ . : : i  . ~)cri.ii1nIn11 asset 

3 '  

;:erusahaan, nlelakukan perubahan r\tiggnrnli tlasnr. r n r i  atnu rtlengt~bali 
. s i ~ s ~ ~ t l h n  penlegan!: salinm, melnksannkar) I ~ I I  clcvidctl. serta 

niela'kbkan pirijamnn baru kepnda ~.) i l ink lain. 
- Tillik ,Kedua wnj'ib n~e~nber i tn l i i~kan  kepada I'iliilli l~'e."!~iiin tell tang ndn~iyn 

pcrmohonan pailit yang d iq j~~knr i  olcii pi1l;ik I:iiti sclnlill): .~~I:inlbntriyn 7 ([irjirl~) 
. '1lnl.i ki lendcr sejak diterinianyel sirral gcr:riloliorlnn dir11;: ; ~ u c l  cinrai j)ciigntliln~i 

~ ~ i . ~ g a ,  , . 

I . 'rarij)a t c r ~ c b i ~ l  dal i i~lu ~ i lc~npcsolc l l  ijiu tc~.~tr l is  tl;rr,i ~ ) i l ~ ; \ l i  .jii;i't:~~lin, pillilk I;edua 
, . tidak ( l iperke~in~ikari  antara lain tctapi t i c I i~k . t e~~ba~as  I ~ : ~ t l i ~  llnl.':i\l scbngni bcrikirt : 

- M c ~ l ~ ~ i k a t k a r l  tliri sckngai pcri.ia~llir~ !ct.I~ntlap piIi;~k Iiii11 tl;'ii 111i1u t i ~ c t i j n n ~ i ~ i k a t ~  
kekayaatl kcpad:, pilink lain. 

- Mclakukari pc~ilbayi~r~arl dari atnu nlelurlasi 11t11;11ig l i ~ l ) i ~ ( I ;  i!illi~k Inill sebc lu~l i  :< 
pembay.ara!l kcpada ,pillak p,crtania d.is.elasaikur1 tcr,lebili (1 ? ~ I L I  111. 7 

- D2.la1n ha1 kepailitan tailpa persetujuan ter t i~l is  ciari pillnli i;iirtnlila, Pi!iak 
Kedua djlaratig mengaju kan pernyntot~n p a i l i t  n[:ls pillak k d ~ t n  sendiri di 
Pengadilat~ Niagn. . . 



Pilink I<edi~n dengnn tegas nienyntnkan : 
1 ) A~~ab i I a .be~~dasa r~ka~~  IiasiI perieli[iori (la11 pc r i i l a ia~~ y:111g cli 1;1kuka11 oleli 'korlslrlrat~ 

jnsa penila.i/Pillak I(ctiga yarig dilutl,j i~li ole11 ~> i l l ;~ l i  I!cl.Lnliin tlcrlgnrr persct~!i ilnn 
pill i lk kcd LI;~ 111e1~ycb~1tka1.1 ballbv;~ kc~~irgi:~rl trs;lIl;~ \>L!I.S:III~:~ :~kib;~t  kcs:\lall:~~l y;111g 
set\yajn d i lak i iko~i  ole11 p i~ ia j i  Letlu;l. ~ l i a l i : ~  SC~:II~I l.csiLo y a ~ l y  menyebnbkan . 
kcrugi:\~i c l i~~ l :~ks t~c l  '~llcri.j;~di t ; \ ~ i s g : ~ ~ i s  .i;l\.\*;ll~ SL!~~L! I~~I~I I I ,~: I  pil i:~l< kccli~;~. (I;III pil i:~k 
I)~I~I;II~~:~ bcrllilk ir~i,[ i ik ~ i~c r l g t \ c~ i t i l i ' : ~~ i  SL!C.:I~:~ scl)iI1:11< clc1ig:111 .tt-!t:~j) II~L!II:I~~I~ 
~ ) c ~ l ~ c ~ l ~ ~ ~ I l ; i r l  pc~~~b i : l y :~ : l~ i  (I:lri piI1;lli kccI~r;l. ' i &j, ApabiI:\ l ) ~~ i i b i i l y : l : l ~~  ( l i g i ~ ~ i i ~ k : ~ ~ ~  ~ I I ~ I L I ! ~  ~ C . ~ ~ ~ I ~ I ~ I ~ I I I  I ~ I ~ I I *  ,11;1li;1 l)ili;ll< 1!c11;11il [~c.,;li:il< 

( sckotika' I I I C I ~ : I ~ ~ ~ ~  J;11i 1)ill:lIi I<c(III:I t l i \ . \ l i~~ i iOl i ;~~~ I:~IIO;I'IIIC!IIIIIIC~;I-11i111d;l I;\gi 
' l l l ~ l , ~ i ~ > ; l ~ : l ~  ~ ~ ~ l l r l l ~ i  \ ~ ~ l l l \ ~ ~ i l ~ i l i l 1 l l l ~ ~ 1  )t;lli!! ' I>L:~~I]>:I ~ ~ ~ , ~ ~ ; l - \ ~ i : l ) ~ : l ,  i1:lll' ~i~\\~:l~iil):lll- 

k ~ \ ~ i ~ . i i l ) ; ~ ~ l  Iili1111y;l t I~tlg:~11 sckctik;l ~I;III ~ ~ . l < i \ l  i.i;,l.~:i I~III:IS. . . 

3) l l i l ; ~~ i i : l ~ i ; ~  pc~i i i ) i :~y: la~~ ~ ~ b : ~ g a i t l ~ i \ ~ l : \  :I~:II ( 2 )  IL!I.SC~>\II tli :I[:\s ticI;~l< ~ l i ~ ~ l : \ ~ : \ i l i : \ ~ \  
lj:ici:\ \v : ikt~~, y:\1\1: t i i t ~ t : \ ~ ~ k i \ ~ i ,  ~il:il<:\ l>.ill:~l< I)L*II:IIII:I I>L!~~II:II< LIIIILI~< IIIL>IJ,~LI;~I SCI~II.LII~ . y i;111\iii;111 selli~.l>ii~~g,:~r\ dcr i~ : i  11 l>~~\ \ l ) i ; ly :~ ; ! r \  ~ I I  i. I);I ili SL.C::I KI ( 1  il);1\\.:111 I:II~L:;III :I[:IS 

kcllcrrc!:~k pillali I.;~lli~:l rl1aill)url SCC:II;\ Icli111g tIi1l1~11i;l \ I I \ \ ~ I I \ \  t ~ ~ l l t ~ k  (I;i11 ;II;IS 11;1111ii 

~ ~ a - l i i i ~ l t a a n  p i l i t~ l t  pel.talua dan  atas keik l i las;~~l  sc l~ t l i~ . i  oi l l :~l i  I ~ c c ~ L I : ~ .  ,I'illak Iiedila 
dc11gn11 iili rlieripncalin~l delrgn~i scst~~igy.t~!\~ly; l  i1lia11 I I ~ ~ ! I I ~ ~ C I ~ ; ~ ~ I ~ ~ : ~ I ~ / ~ ~ ~ ~ : I I ~ I ~ S ~ I I ~ ~ ; ~ I ~ ~  

r ~ ~ ~ l i a l l / b ~ ~ t i g i ~ ~ ~ : ~ ~ i  sebagnilnaria yarlg lersebirl clnln~il gasill 6 aliild ini. 
4)  A l~a l i i  la ~~c~-~ iy i i~ :~ ; i ! l  padn ayat (3 )  ~c:r.scl)i~t tlialns ~ i t l i l l i  tli la ksarlnkari tlclignr~ - 

-;". 
semcst' i t~~a, 111aka i tas binyn pillnk Itedtra senc1i1.i. I'illal; ' I ) C I . I ~ I I ~ ~  dkrigari bn~it iran' 
yarlg I>c~~\v:l,jih I,IICI~I~LI~:III l i~ lc i : lk ;~~i  SCS\I : I~ ~ICI\~.I,;~I~ I ) ; Is ;~~ .;, 1 

5 )  Al>abila Iliirgit pc~~.iiralari scl irr~rl l  . j i ~ r l i i r l ; l ~ ~  IcOilr l i c ~ i l  t1:lr.i sis:~ ~lcl\ibiaynarr yi\ l lg 
Ila;.irs diselcsaikiln piliak kccltla piliali 1rcrlalll;l \v;~jil) I I ~ C I ~ ~ ~ I ~ I ; I  ~;111111:1I1;111'kcpada 
~i.l i:tk .I;c.rl ua. 

. , 6) Apabiln Ilarga ~>c~l,iual:lri selirrirll j ; l ~ l l i r ~ ; l r r  l c b i l ~  I ~csa l  c1;lr.i sis:~ pe~iibiayn:ln yang . 

l~arus disel'csnikan piliak kccl irn n~aka  pillilk pcl.tarll:l \\l:~,jib .~l lc~igelnbnlikan sisn 
liargn jjcri.j~~illar~ ~c.rscbtrt t l i kc~nlmI i l i ; l~ i  kc l ) :~ i I i~  l) i I);~l i  kct l t~ i l .  

I'asal I I 
Diaya - bioyn 

E3e3 materni, binya pcrcctnknn, binyn trotnris, bias;\ I'qioba~ I ' c~~ ibuo t  Akte ' r a n n l ~  
(PPA?') dnri biayn-binyn ln i t~nyn ynng t i r l ~ b ~ ~ l  SCI\III>~I~I~:~I~ cl~rlgntl p ~ ~ ~ ~ b c r i t l ~ ~  
parabiaynnn ini, I~I~I.LIJ)~I~~~II  b,obat~ dnn 1111r.its tlibi\),;~r o l c l ~  l l i l ~ n l i  I i o t l l ~ ,  



rc:ritatig akad  irii darl scgnln nkibntriy:~ scr la  ~)clnI<s:iriaalir~yil pn ta  pilink nicinilih 
t cmpa t  k e d u d u k a n  l ~ o k u m ' ( d o n i i s i l i !  yalig tc~.np d a n  u ~ n i r n ~  di. ' .tnntor k e p a i ~ i t e r a n r ~  
Vsndnn Arb i t a sc  Synrinli (BAS). ( l i  J a k a r l ; ~  ;llait I 'c~igadilan Ncgcr i  d i  Pi i rbnl i r~ga 
~ l a r ~ / a t n u  Pnnitia Urusnn.-Piutiing cl,ln I . c l a ~ i g  Nc~;~ra(l'Ul'I.N)/I<nr~tor Pclnyanan 
I'engurusnn P i u t a n g  dnn  Le lang  Ncgarn (1<1'31,N) (11 Scriinrnrlg. 

C 

I )  I<unsn-liuasq (w~1Iinlnli)yang dibc: i l<;~~l  olcll 11illali l i c r l~~ :~  kcl)atla pillilk pcrtar;~n . '  
d a l a m  a k a d  irli d idasa rkan  ketentunn syasi;111 y;llig c l ib~r , ikn~ i  d e n s a n  hak  s u b c t i t l ~ s i  
dnn tidnk d a p t  d i ~ n r i k  ken~baI i / c i i i~kI~ i~ . i  l l ik  oleh kc~cr l t i ran  ~ ~ r i d a r l g - u n d n n g  ynng 
mengnkhir i  pemberiar i  kuasa  (sebngnirnar~n t l i t c r ~ ~ ~ . ~ l i n n  d a l a n ~  pnsal IS 13 KUH .. 

Perdata) n l a u p u n  ole11 s e b a b  apnpurl  j i ~ g a ,  dnrl kuasn-kunsn t c r s e b i ~ t  merupakan  
bagian y a n g  t idak d a p a t  d ip i sahkan  dn1.i nliad ~)eri lbinynan ini ,  y311g tnripa ndanya . . . , . . . . ,. . , 
kuasa-kuasa  t e r sebu t  akad  ini t idnk a k a n  dibunt.  

2 )  Scgaln  s e s u a t ~ ~  y a n y  b e l u ~ n  dintirr. dalnrn ilkad ir i i  rirriduk padn Iiiikirm posi t i f  ynng  
ber laku di Indones ia  d a n  nkan d i r u a n g k i ~ ~ l  daliirii s u r a t ~ r ~ i e n y n t n t  dnn  kc~ tas -ke r tns  
Inill y n n g  nier\rl>akan baginn y n n g  tidnlc re~.l~isnllkiiri dnri akad ' in i .  

3) Surnt  nkad ini miilni ber laku s ~ j i l k  cli t ir~rcln~;~~iy:r~li  oIc?ll kedurl bcl r~l i  pil lak,  ss 

!',;~wi t ; ~ v i . \  Kenu,~td:ln gcivadrmcrkt 3 don 


